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PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH ADAT
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
DI KOTA BUKITTINGGI

ABSTRAK
(Delni Heriswa, Program Studi llmu Hukum Pascasarjana Unand, 109 halaman, 2009)

Timbulnya sengketa pertanahan adalah bermula dari pengaduan pihak yang
berisikan keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah,
prioritas maupun pemilikannya dalam pendaftaran tanah dengan harapan dapat
memperoleh penyelesaian yang sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Tujuan pihak yang merasa keberatan adalah bahwa ia berhak dari yang lain atas tanah
sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tanah adat menurut PP No. 24 Tahun 1997 di
Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi menimbulkan ketidakpuasan pihak yang merasa
keberatan. Oleh sebab itu penyelesaian sengketa tanah adat ini perlu mengedepankan
rasa keadilan terhadap penduduk lokal dengan cara memperhatikan kebiasaan-
kebiasaan masyarakat setempat. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana proses
penyelesaian sengketa yang muncul dalam pendaftaran tanah berdasarkan PP No.24
Tahun 1997 di Bukittinggi, dan bagaimana kendala/hambatan dalam penyelesaian
sengketa pendaftaran tanah tersebut.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan penelitian ini menggunakan
pendekatan penelitian hukum empiris (socio-legal research). Pengumpulan data
dilakukan melalui wawancara dan studi dokumen dan data dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian bahwa jika penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk
mufakat tidak dapat dilakukan atau tidak mendapatkan hasil damai dari pihak-pihak
yang bersengketa, berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 PP Ne. 24 Tahun 1997
Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang
mengajukan keberatan, agar mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam masa tenggang
90 (sembilan puluh) hari. Jika pihak yang merasa keberatan dalam masa tenggang
90 (sembilan puluh) hari tidak mengajukan keberatannya ke Pengadilan, maka Kepala
Kantor Pertanahan melajutkan proses penerbitan sertipikat.

Dapat disimpulkan penyelesaian sengketa tanah adat menurut PP No. 24 Tahun
1997 di Kota Bukittinggi, menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi
pihak yang merasa keberatan dan sebagian pemuka/masyarakat adat, terutama
berkaitan dengan prosedural dan jangka waktu penyelesaiannya. Dalam menangani
masalah yang berhubungan dengan tanah adat/harta kaum/ulayat ini, pihak terkait
harus dapat memahami ketentuan-ketentuan adat Minangkabau yang masih berlaku
mengatur masyarakat hukum adatnya. Instansi dan lembaga terkait dengan
penyelesaian sengketa tanah adat/ulayat perlu disclesaikan secara propfesional, juga
dalam menghadapi kendala-kendala yang timbul agar tidak terjadi karuah tidak akan
dapat di pajanih, kusuit tidak akan dapek disalasaian (keruh tidak dapat di jernihkan,
kusut tidak dapat diselesaikan).

Hendaknya Kantor Pertanahan tidak terlalu kaku dengan aturan yang ada dan
mengakomodasi hukum adat. Apalagi kalau pihak yang keberatan dianjurkan
memasukan keberatannya ke pengadilan, yang membuat pihak yang merasa keberatan
dan sebagian pemuka/masyarakat adat akan selalu tidak tenang dan bisa menimbulkan
konflik dalam masyarakat hukum adat.




BAB1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah pertanahan merupakan masalah yang rumit dan bersifat sensitif,
karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, politis,
maupun psikologis. Akibatnya dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan
hanya memperhatikan aspek yuridis, tetapi juga aspek kehidupan lainnya, agar
permasalahannya tidak berkembang menjadi keresahan yang dapat mengganggu
stabilitas masyarakat.! Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang
sangat penting karena sebagian besar kehidupan mereka tergantung kepada tanah,
sebagai sumber kehidupan untuk mencari nafkah, dan juga tanah dapat dinilai
sebagai suatu harta kekayaan yang mempunyai sifat permanen, karena
memberikan suatu kemanfaatan dan mempunyai nilai ekonomis.

Dewasa ini tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi terlebih
dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dan semakin meningkatnya kebutuhan
masyarakat, sedangkan jumlah luas tanah yang tersedia adalah tetap sehingga
kedudukan hak atas tanah menjadi semakin penting. Mengingat persoalan tanah
sangat penting dan strategis, negara mengakui hak tersebut secara konstitusional.
Pengaturan secara konstitusional memberi kewenangan kepada Pemerintah dalam
masalah pertanahan yang diatur berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang
pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sebagai bagian permukaan bumi

merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat. Mengingat besarnya peranan dan

! Abdurahman, Ketentuan-ketentuan Pokok TentangMasalah Agraria, Kehutanan, Transmigrasi dan
Pengairan, Penerbit Alumni, Bandung, 1999, him. 13




kedudukan tanah dalam hukum kebendaan, maka ketentuan tersebut dijabarkan
dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, pada tanggal 24 September 1960 (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun
1960), selanjutnya disebut UUPA.

Permasalahan di bidang pertanahan, pada gilirannya sering menimbulkan
sengketa pertanahan. Dalam praktik sehari-hari masyarakat sering menafsirkan
istilah masalah identik dengan sengketa, pada kenyataannya pengertian kedua
istilah tersebut saling berbeda. Suatu masalah pertanahan adalah suatu peristiwa,
persoalan, dan hambatan yang terjadi karena kesalahan teknis semata-mata yang
penyelesaiannya cukup berupa petunjuk-petunjuk teknis/instruksi yang biasanya
merupakan cara pemecahan apabila aparat pelaksana menemukan kesuliian
teknis peraturan. Sedangkan sengketa pertanahan adalah suatu tuntutan perdata
dari suatu pihak yang merasa lebih berhak dari pihak lain terhadap pemilikan atas
tanah.” Timbulnya sengketa pertanahan adalah bermula dari pengaduan pihak
yang beisikan keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah’ baik terhadap
status tanah, prioritas maupun pemilikannya dengan harapan dapat memperoleh
penyelesaian yang sebaik-baiknya.

Dari alasan tersebut diatas sebenarnya tujuan pihak yang merasa keberatan
akan berakhir kepada tuntutan bahwa ia adalah lebih berhak dari yang lain atas
tanah sengketa. Karena itu penyelesaian sengketa pertanahan tergantung dari sifat

sengketa yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Penyelesaian sengketa

2 Dirjen Agraria, Sub Direktorak Penyusunan program dan Bimbingan Teknis Direktorat Pengurusan
Hak Tanah, Tata Laksana Pengurusan Hak Tanah, 1985. him 8



yang dapat diselesaikan adalah sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan
peraturan perundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.’

Salah satu tujuan UUPA yang diuraikan dalam penjelasannya, adalah untuk
menciptakan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah. Kepastian hukum
itu pengaturannya diwujudkan dalam Pasal 19 Ayat (1) yang berbunyi .4

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah dilaksanakan

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal tersebut, diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 10
Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang diganti, dengan PP Nomor 24
Tahun 1997. Ketentuan ini menyatakan bahwa pendaftaran tanah tersebut adalah
pendaftaran hukum (rechtskadaster) bukan pendaftaran pajak (fiscal kadaster).
Prinsip yang terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1961 dipertegas dan diperjelas oleh
PP No. 24 Tahun 1997. Penegasan yang diatur dalam PP No 24 Tahun 1997
merupakan upaya penyempurnaan terhadap peraturan yang ada sekaligus
penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat yang telah
diamanatkan UUPA. Ketentuan baru pendaftaran tanah dimaksud menampung
konsep hukum adat yang hidup dan berakar dalam masyarakat, sehingga dengan
demikian memperkuat kerangka tujuan UUPA, yaitu untuk menciptakan unifikasi
hukum tanah nasional.’

Dalam kegiatan pendaftaran tanah guna memenuhi asas publisitas dewasa

ini terdapat 2 (dua) sistem yang merupakan kelompok utama. Sistem yang

3 Pasal 5 Ayat 1 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

* AP.Parlindungan, Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria ,Bandung, Mandar Maju,1998
him. 123

3 Soni Harsono, Sambutan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada seminar

nasional, Kebijakan baru Pendaftaran Tanah dan Pajak Tanah yang terkait, Fakultas Hukum

Universitas Gajah Mada, Yojakarta, 13 September 1997, him. 6



dipergunakan akan menentukan corak dan nilai akibat hukum (rechtsgevold) dari

pengumuman (openbaarheid) tersebut. Kedua sistem tersebut adalah 5

1. Sistem positif, segala yang tercantum dalam Buku Pendaftaran Tanah dan
Surat Tanda Bukti yang dikeluarkan merupakan suatu hal yang bersifat
mutlak dan merupakan alat bukti yang mutlak. Fungsi dari pendaftaran tanah
adalah untuk memberikan jaminan bahwa nama orang yang terdaftar dalam
buku tanah sudah tidak dapat dibantah lagi, sekalipun orang tersebut bukan

pemilik yang sebenarnya dari tanah yang bersangkutan.

b

Sistem negatif, jaminan lebih kuat diberikan kepada pemilik, dalam hal ini
pemilik dapat menggugat sebidang tanah dari mereka yang terdaftar. Hal ini
disebabkan terdaftarnya seseorang dalam daftar umum sebagai pemegang
yang sah menurut hukum. Sehubungan dengan hal itu, bagi pejabat pendaftar
tanah tidak ada keharusan untuk memeriksa atas nama siapa pendaftaran
haknya.

UUPA menganut sistem yang kedua, yaitu sistem negatif di mana pada
sistem ini jaminan lebih kuat diberikan kepada pemilik. Dalam hal ini pemilik
dapat menggugat haknya atas sebidang tanah dari mereka yang telah terdaftar.

Dengan adanya pendaftaran tanah ini haruslah dapat dijamin tentang hak-
hak seseorang di atas tanah. Pihak ketiga pun secara mudah dapat melihat hak-
hak apa atau beban-beban apa yang terletak di atas sebidang tanah. Dengan

demikian terpenuhinya asas publisitas yakni tentang pengumuman

% Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Departemen dalam Negeri, Perkembangan
Pendaftaran Tanah (KADASTER), Jakarta , 20 Juni 1974, him. 4.




(openbaarheid), yang merupakan salah satu syarat hak-hak yang bersifat
kebendaan.”

Pendaftaran tanah dapat memberikan kepastian hukum, mencegah timbul
permasalahan dan masyarakat akan lebih mudah mendapat informasi yang akurat
tentang keberadaan suatu bidang tanah. Dalam penelitian ini penulis melakukan
penelitian tentang bagaiman penyelesaian sengketa tanah milik adat yang
didaftarkan menurut PP No. 24 Tahun 1997 di Kota Bukittnggi. Karena adanya
pihak yang keberatan/gugatan dari pihak yang berkepentingan merasa tidak puas
dengan proses pendaftaran tanah.

Pendaftaran Tanah yang berasal dari tanah hak milik adat berdasarkan PP
No. 24 Tahun 1997 diproses melalui penegasan/pengakuan hak (Konversi), untuk
memenuhi asas publisitas dilakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari,
yang merupakan salah satu syarat hak-hak yang bersifat kebendaan.
Pengumuman dimaksud untuk memberi kesempatan kepada pihak yang
berkepentingan mengajukan keberatan. Jika dalam waktu pengumuman ada yang
mengajukan keberatan, Kepala Kantor Pertanahan mengusahakan agar
secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk
mufakat. Jika telah diusahakan penyelesaian sengketa secara musyawarah untuk
mufakat tidak dapat dilakukan atau tidak mendapatkan hasil damai dari pihak-
pihak yang bersengketa. Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) dan Pasal 30 PP No. 24
Tahun 1997 Kepala Kantor Pertanahan memberitahukan secara tertulis kepada
pihak yang mengajukan keberatan, agar mengajukan gugatan ke Pengadilan

dalam masa tenggang 90 (sembilan puluh) hari. Jika pihak yang merasa

7 R.Soedargo Gautama dan Sukahar Badwi, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Jakarta, CV.
Rajawali ,1993, hlm. 39
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keberatan dalam masa tenggang 90 (sembilan puluh) hari tidak mengajukan
keberatannya ke Pengadilan, maka Kepala Kantor Pertanahan melajutkan proses
penerbitan sertipikat.

Ketentuan ini dirasakan oleh pihak yang merasa keberatan dan sebagian
pemuka masyarakat adat merasa tidak puas terhadap prosedur maupun waktu
penyelesaian sengketa yang diatur PP No. 24 tahun 1997 dalam pendaftaran
tanah adat di Kota Bukittinggi. Karena para pihak yang bersengketa ada yang
sekaum, sesuku sehingga dirasakan Kantor Pertanahan seolah-olah menyuruh
orang sekaum, sesuku ataupun antar kaum berpekara di Pengadilan. Berpekara
ke Pengadilan antara anak kemenakan sekaum ini dirasakan kurang wajar atau
dianggap orang yang tidak punya raso jo pareso (tidak punya perasaan) sehingga
menimbulkan rasa tidak bermalu dalam hubungan kehidupan berkaum ataupun
bersuku didalam masyarakat hukum adat. 8

Penyelesaian sengketa tanah adat biasanya dilakukan dengan cara
musyawarah dan mufakat yang merupakan asas dalam pergaulan bermasyarakat
Minangkabau sebagaimana di kenal dalam fatwa adat Minangkabau ~Bulek aia
dek pambuluah, bulek kato dek mupakat” (Bulat air karena pembuluh, bulat kata
karena mupakat) dan institusi penyelesaian sengketa adat di Minangkabau
dimulai dari yang terendah sampai yang tertinggi yaitu Kerapatan Kaum,
Kerapatan Suku dan Kerpatan Adat Nagari. Setiap penyelesaian sengketa adat
harus mengikuti prinsip prosudural “Bajajang naik batanggo turun” (Berjenjang

naik bertangga turun).’

® Hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak yang keberatan dan ninik mamak

? Sjofjan Thalib, Hukum Adat Minangkabau, dalam Keputusan Kerapatan Adat Nagari dan
Kerapatan Nagari di Sumatera Barat, Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1980 him.9



Dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat dalam masyarakat
Minangkabau ditetapkan suatu hukum acara perdata adat yakni aturan yang
dipakai dalam proses peradilan adat untuk mempertahankan dan melaksanakan
adat yang berlaku. Penyelesaian sengketa tanah ini berlaku suatu prosedur yang
harus dilalui oleh pihak yang bersengketa, apabila sengketa terjadi di dalam
kaum terlebih dahulu harus diselesaikan dalam kaum, yang biasanya diselesaikan
oleh Mamak Kepala Waris. Apabila perkara tersebut tidak dapat diselesaikan
dalam kaum, maka langkah selajutnya diselesaikan ke tingkat suku, yang
dilakukan oleh pengulu suku. Apabila masih belum selesai maka selanjutnya
diajukan ke Kerapatan Adat Nagari. Apabila sengketa antar kaum, maka
penyelesaiannya akan dilaksanakan oleh “Penghulu Nan Ampek” (Penghulu yang
Empat) dan jika tidak mampu diselesaikan oleh penghulu nan ampek maka
penyelesaiannya dilaksanakan oleh Kerapatan Adat Nagari. i

Menurut Soekanto, suatu peraturan perundang-undangan yang dikatakan
baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan
filosofis/ideologis dan yuridis saja, secara sosiologis aturan tadi juga harus
berlaku.'' Aturan hukum sangat besar pengaruhnya pada perubahan sosial
masyarakat. Terjadinya perubahan sosial masyarakat, maka keberadaan hukum
tersebut akan mengalami pergeseran. Soekanto, menyatakan hukum akan
tertinggal, bila hukum tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat
pada suatu waktu dan tempat tertentu, ini sangat besar hubungannya dengan
filsafat hukum. Berdasarkan teori inilah para ahli hukum, mempunyai beberapa

pertimbangan untuk terjun ke dalam bidang filsafat hukum antara lain, yaitu

' Hasi wawancara penulis dengan Prima Yuda sekretaris KAN Guguk Panjang tgl.6 Mei 2008.
"' Soekamto.S, Struktur Masyarakat, Jakarta, Rajawali,1983, him.30



timbulnya kebimbangan akan kebenaran dan keadilan (dalam arti kesebandingan)
dari hukum berlaku. Lagi pula timbul pendapat-pendapat yang berisikan
ketidakpuasan terhadap hukum yang berlaku, oleh karena hukum tersebut tidak
sesuai dengan keadaan masyarakat yang diatur. 12

Ketidakpuasan tersebut diatas dapat dikembalikan pada beberapa faktor,
antara lain ketegangan-ketegangan yang timbul antara adat dan hukum yang
sedang berlaku. Hal ini disebabkan oleh karena tidak jarang peraturan-peraturan
adat yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, atau sebaliknya.
Dengan demikian maka timbul usaha-usaha untuk mengatasi kepincangan yang
ada dengan jalan mencari pengertian-pengertian tentang dasar-dasar hukum yang
berlaku untuk disesuaikan dengan adat kebiasaan. Oleh sebab itu penyelesian
sengketa tanah adat ini perlu mengedepankan rasa keadilan terhadap penduduk
lokal dengan cara memperhatikan kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat. "’

Kota Bukittinggi walaupun terletak pada posisi silang di antara beberapa
Propinsi dan Kabupaten Kota, kehidupan masyarakatnya masih bernuansa
pedesaan sehingga hukum adat tentang tanah masih cukup kuat dianut oleh
masyarakat. Sengketa tanah yang terjadi baik antara anggota kaum maupun antar
kaum dengan kaum yang penyelesaian sengketanya hanya berdasarkan PP No.24
Tahun 1997 hasilnya tidak memuaskan para pihak khususnya pihak yang merasa
keberatan yang diajurkan penyelesaiannya melalui Pengadilan, karena dari pada
berpekara sekaum di pengadilan yang nantinya akan menimbulkan rasa kurang

wajar ataupun dianggap orang yang tidak punya raso jo pareso (tidak punya

12 g

Ibid
" Afrizal, Sosiologi Konflik Agraria, Protes-protes Agraria dalam masyarakat Indonesia
Kontemporer, Padang, Andalas University Press, 2006 him.110




perasaan) di dalam pergaulan masyarakat adat. Sehingga pihak yang merasa
keberatan dengan sangat terpaksa kadang-kadang merelakan haknya hilang.

Hal ini dapat dilihat dari data Kantor Pertanahan Kota Bukitinggi
permohonan pendaftaran tanah yang ada keberatannya dan yang masuk ke
Pengadilan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Jumlah sengketa yang
masuk ke Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi dengan perkara yang masuk ke
Pengadilan setiap tahun perbandingannya turun naik. Pada tahun 2005 jumlah
sengketa yang masuk pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi 4 (empat) kasus
sedang perkara sebanyak 6 (enam) kasus, tahun 2006 sengketa 5 (lima) kasus
perkara 9 (sembilan) kasus, pada tahun 2007 jumlah sengketa 11 (sebelas)
perkara 7 (tujuh) kasus dan tahun 2008 sengketa 1 (satu) kasus perkara 7 (tujuh)
kasus. Ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan PP No.24
Tahun 1997 ada yang tidak ditindak lanjuti para pihak baik berperkara ke
Pengadilan maupun membuat perdamaian dalam penyelesaian sengketa. Disini
dapat terlihat bahwa pihak-pihak terutama pihak yang merasa keberatan
menunjukan ketidakpuasannya dalam penyelesaian sengketa Pendaftaran tanah
menurut PP No. 24 tahun 1997 di Bukittinggi .

Suatu asumsi dasar yang harus dipahami di dalam pentaatan hukum
terutama bagi individu bahwa fungsinya hukum bukan semata-mata karena segi-
segi yuridisnya dan sanksinya belaka. Tetapi suatu norma hukum akan berfungsi
secara efektif apabila ditunjang oleh bidang-bidang yang lain seperti kehidupan
ekonomi, perkembangan politik, pergeseran-pergeseran sosial, dan kondisi-
kondisi lainnya yang relevan. Jika bidang-bidang yang relevan telah memberi

dukungan yang positif serta faktor pendorong di atas telah dllmllkl oleh

r n AR
N e B 1 404 1N
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masyarakat, maka dapat dipastikan bahwa hukum akan mampu memelihara

hubungan baik diantara individu dalam masyarakat.

. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang penelitian ini, maka rumusan masalahnya
adalah:
1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa yang muncul dalam pendaftaran
tanah adat berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 di Bukittinggi?
2. Apakah hambatan/kendala dalam penyelesaian sengketa pendaftaran tanah

adat berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 di Bukittinggi?

. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa yang muncul dalam
pendaftaran tanah berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 di Bukittinggi.

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian sengketa

tanah.

. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :
a. Manfaat secara teoretis
Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan
pemikiran dan informasi bagi akademisi serta bahan perbandingan bagi para

peneliti lainnya yang hendak melaksanakan penelitian lebih lanjut terhadap
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penyelesaian sengketa, terutama tentang partisipasi masyarakat peduli terhadap
implementasi penyelesaian sengketa tanah adat menurut PP No. 24 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah di Kota Bukittinggi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
ataupun sumbangan pemikiran dan rekomendasi terhadap instansi terkait di
lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional RI Provinsi Sumatera
Barat dan Khususnya Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi sebagai Pelayanan

Publik (Public Service).

E. Kerangka Teoretis dan Konseptual.
1. Kerangka Teoretis
a. Teori Konflik
Konflik ‘dapat timbul karena berbagai sebab. Para sarjana telah
mencoba membangun teori tentang sebab-sebab konflik, masing-masing
dengan metode pemecahan yang berbeda:'!

1. Teori Hubungan Masyarakat
Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi
yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara
kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Sasaran yang
ingin dicapai dalam teori ini adalah:
- Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-
kelompok yang mengalami konflik.
- Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling
menerima keragaman yang ada didalamnya.
2. Teori Negosiasi Prinsip
Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi
yang tidak selaras dari perbedaan pandangan tentang konflik oleh
pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran yang ingin dicapai
dalam teori ini adalah:

' Simon Fisher et al, 2001, Mengelola Konflik ketramilan dan strategis untuk bertindak, alih bahasa
oleh S.N. Karikasari dkk, Zed Books, British Counsil, 2001, Jakarta, him. 8-9.
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-Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk
memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu
dan memampukan mercka untuk melakukan negosiasi
berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi
tertentu yang sudah tetap.

-Melancarkan  proses  pencapaian  Kesepakatan  yang
menguntungkan kedua belah pihak.

3. Teori Kebutuhan Manusia

Bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan

dasar manusia, fisik, mental, dan sosial yang tidak terpengaruh atau

dihalangi keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi
sering merupakan inti pembicaraan. Sasaran yang ingin dicapai
dalam teori ini adalah:

- Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk
mengidetifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka
yang tidak dipenuhui, dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk
memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu.

- Agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan

untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

4. Teori Identitas

Berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang

terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau

penderitaan dimasa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin
dicapai dalam teori ini adalah:

- Melalui fasilitasi lokakarya dan dialog antara pihak-pihak yang
mengalami konflik mereka diharapkan dapat mengidentipikasi
ancaman-ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-
masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi diantara
mereka.

- Meraih kesepakatan bersama yang mengakui kebutuhan identitas
pokok semua pihak.

5. Teori Kesalahpahaman antar Budaya

Bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara

komunikasi di antara berbagai kelompok yang berbeda. Sasaran

yang ingin dicapai dalam teori ini adalah:

- Menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik
mengenai budaya pihak lain

- Mengurangi streotie negatif yang mereka miliki tentang pihak lain

- Meningkatkan keaktifan kemunikasi antar budaya.

6. Teori Tranformasi konflik
Bahwa  Konflik  disebabkan  oleh  masalah-masalah
ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-
masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran yang ingin dicapai
dalam teori ini adalah:

- Mengubah berbagai struktur dan kerangka kerja yang
menyebabkan ketidasetaraan dan ketidakadilan, termasuk
kesejangan ekonomi.
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- Meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang
diantara pihak-pihak yang mengalami konflik.

- Mengembangkan  berbagai proses dan  sistem  untuk
mempromosikan  pemberdayaan , keadilan, perdamaian,
pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

b. Kepastian Hukum.

Dalam teori konvesional mengangap tujuan hukum hanya semata-mata
satu tujuan saja, dengan ajaran'’:

a. ajaran etis, yang mengangap bahwa pada asasnya tujuan hukum
adalah semata-mata untuk mencapai keadilan.

b. ajaran utilities yang mengangap bahwa pada asasnya tujuan hukum
adalah semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan atau
kebahagian warga.

c. ajaran normative-dogmatik yang menggangap bahwa pada asasnya
tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian
hukum

Kepastian hukum adalah adanya jaminan bahwa hukum dijalankan,
bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa
putusannya  dapat dilaksanakan'®. Kepastian hukum merupakan
perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan

sewenang-wenang, sehingga seseorang akan dapat memperoleh sesuatu

yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

S TAKAAN

¢. Teori Efektifitas Hukum ER: e :
e < ANDALAS

Menurut Bagir Manan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi unfuk

menegakan hukum yang berkeadilan yaitu : '’

1. Aturan hukum yang ditegakkan
Penegakan hukum yang adil akan dicapai apabila hukum yang akan
ditegakan atau demikian pula hukum yang mengatur cara-cara
penegakan hukum adalah benar dan adil. Suatu aturan hukum akan

'S Ahmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Toko Gunung
Agung Tbk, Jakarta, 2002, him 73

16 MertoKesumo, S, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Penerbit Liberty, Yogjakarta 1996, him.160
' Bagir Manan, 2007. Sistem Peradilan yang berwibawa , FH UII Press.hlm. 14
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benar dan adil apabila dibuat dengan cara-cara yang benar dan

materi muatannya sesuai dengan kesadaran hukum dan memberi

manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan perorangan dan
masyarakat banyak.

Pelaku penegakan hukum

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pelaku penegakan

hukum dapat menegakan hukum secara adil yaitu :

Perlakuan terhadap hukum yang ditegakkan ada 3 pilihan peranan

yang dapat dilakukan pelaku penegakan hukum yaitu :

a) Pelaku penegakan hukum hanya bertindak sebagai corong
peraturan kecuali apabila penerapan itu menimbulkan
ketidakadilan, bertentangan dengan suatu kepentingan umum.

b) Pelaku penegakan hukum berlaku sebagai penerjemah suatu
aturan hukum agar suatu aturan hukum dapat menjadi suatu
instrumen keadilan. Hal ini terjadi jika aturan hukum yang ada
tidak sempurna baik bahasa maupun objek yang diaturnya
lengkap.

¢) Pelaku penegakan hukum menjadi pencipta hukum. Dalam hal
hukum yang ada tidak mengaturnya atau terdapat kekosongan
hukum.

Lingkungan sosial sebagai tempat hukum yang berlaku

Hukum baik dalam pembentukannya maupun penegakannya sangat

dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan sosial, ekonomi, politik

ataupun budaya. Oleh sebab itu perlu diciptakan berbagai
persyaratan sosial yang kondusif agar penegakan hukum dapat
ditegakan secara benar dan adil.

d. Hukum yang hidup dalam masyarakat

Menurut Ehrlich, bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras

dengan

disebut

hukum yang hidup dalam masyarakat, Yatau dengan apa yang

oleh para antropolog sebagai pola-pola kebudayaan (culture

patterns). Ehrlich mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum

bukanlah terletak pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan

judikatif ataupun ilmu hukum, akan tetapi justeru terletak didalam

masyarakat itu sendiri.

8 1bid, hlm 9-11

" Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Tiori Hukum, Bandung, PT.Citra Aditya

Bhakti, 2001, hal.66
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2. Kerangka Konseptual
a. Masalah Pertanahan

Masalah Pertanahan meliputi permasalahan teknis, sengketa, konflik
dan perkara pertanahan yang memerlukan pemecahan atau penyeles.ajan.20
Dalam praktek sehari-hari masyarakat sering menafsirkan istilah masalah
identik dengan sengketa, pada kenyataannya pengertian kedua istilah
tersebut saling berbeda. Suatu masalah pertanahan adalah suatu peristiwa,
persoalan, dan hambatan yang terjadi karena kesalahan teknis semata-mata
yang penyelesaiannya cukup berupa petunjuk-penjuk teknis/instruksi yang
biasanya merupakan cara pemecahan apabila aparat pelaksana menemukan
kesulitan teknis peraturan.

Didalam pelaksanaan pedaftaran tanah, sering ditemui benturan-
benturan antara sesama warga masyarakat dan antara warga masyarakat
dengan pemerintah yang berkaitan dengan masalah hak atas tanah.
Benturan-benturan tersebut apabila diabaikan begitu saja atau tanpa
ditangani secara sungguh-sungguh akan melahirkan suatu persengketaan
yaitu sengketa hukum atas tanah atau disebut juga sengketa pertanahan.
Yang dimaksud sengketa pertanahan adalah suatu tuntutan perdata dari
suatu pihak yang merasa lebih berhak dari pihak lain terhadap pemilikan
atas tanah.”!

Konflik yang berarti perselisithan atau percekcokan, atau

pertentangan sesuatu terjadi antara dua orang atau lebih. Konflik nyaris

% petunjuk Teknis Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.01/JUKNIS/D.V/2007 tentang Pemetaan
Masalah dan Akar Masalah. him. 2

2! Dirjen Agraria, Sub Direktorak Penyusunan program dan Bimbingan Teknis Direktorat Pengurusan
Hak Tanah, Loc. cit.
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tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sehingga sulit membayangkan
ada orang yang tidak pernah terlibat dalam konflik apapun dalam kehidupan
bermasyarakat. Pada umumnya konflik akan terjadi dimana saja sepanjang
terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia, baik antara individu
dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dalam melakukan
sesuatu.”
Sedangkan Perkara Pertanahan adalah sengketa dan atau konflik pertanahan
yang penyelesaiannya dilakukan melalui badan peradiian23 1
b. Tipologi Masalah Pertanahan

Tipologi Masalah Pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan atau
perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani
Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
terdiri dari masalah yang berkaitan dengan -

1. Penguasaan dan Pemilikan Tanah

2. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah.

3. Batas atau letak bidang tanah

4. Pengadaan Tanah

5. Tanah obyek Landreform

6. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir

7. Tanah Ulayat

8. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

22 Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian sengketa luar pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsolisiasi,
dan arbitrase), PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, him. 24
Z Petunjuk Teknis Kepala BPN RI No.01/JUKNIS/D.V/2007 Op cit him.3

Ibid
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¢. Bentuk-bentuk Penyelesaian sengketa

Dalam kepustakaan dapat ditemukan berbagai bentuk penyelesaian
sengketa dengan karakternya masing-masing:

Pertama adalah proses ajudikatif. Pengadilan dan arbitrasi termasuk
kedalam proses penyelesaian sengketa yang bersifat ajudikatif karena dalam
kedua proses tersebut terdapat pihak ketiga netral, yaitu hakim atau arbiter
yang memiliki kewenangan memutus atas dasar berbagai fakta dan
argumen yang dikemukan oleh para pihak yang bersengketa. Hasil akhir
dari proses pengadilan dan arbitrasi adalah berupa putusan. Perbedaan
antara keduanya adalah, bahwa proses pengadilan lebih bersifat formal
karena sangat terikat dengan ketentuan hukum acara. Proses pengadilan
disebut juga dengan proses letigasi. Sebaliknya, proses arbitrasi bersifat
tidak terlalu formal dan hukum acara yang mengaturnya agak lebih luwes
dari pada hukum acara dalam proses letigasi.

Kedua adalah bentuk penyelesaian sengketa bersifat investigative,
yaitu pencari fakta (Fact finding). Dalam pencari fakta, pihak ketiga netral
yang biasanya terdiri dari beberapa orang, dalam jumlah ganjil ditujuk oleh
para pihak yang bersengketa untuk mengumpulkan dan memperjelas fakta-
fakta sekitar permasalahan yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan
sengketa. Hasil dari sebuah tim pencari fakta adalah rekomendasi yang
dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat tergantung pada kesepakatan
diantara para pihak.

Kategori penyelesaian sengketa yang ketiga adalah atas dasar

pendekatan kolaboratif dan konsensus atau mufakat para pihak. Tipologi
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ketiga ini dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu negosiasi (negotiation)
dan mediasi (mediation). Negosiasi adalah bentuk penyelesaian sengketa
melalui proses perundingan diantara pihak-pihak tanpa dibantu oleh pihak
lain. Selain sebagai bentuk penyelesaian sengketa, negosiasi juga berfungsi
sebagai mekanisme pembuatan perjanjian-perjanjian dalam hukum
Internasional. Mediasi adalah bentuk penyelesaian sengketa melalui
perundingan dengan batuan pihak ketiga yang netral yang disebut Mediator.
Esensi dari negosiasi dan mediasi adalah perundingan untuk mencapai
mufakat atau konsensus yang memenuhi kepentingan para pihak.

Kategori penyelesaian sengketa keempat adalah gabungan antara dua
bentuk yang ada. Dalam kepustakaan asing gabungan ini disebut hybrid
prosess. % Oleh karenanya penyelesaian sengketa dimana disebutkan bahwa
sengketa yang dapat diselesaikan adalah sengketa mengenai Hak-Hak yang
menurut hukum dan peraturan perundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak
yang bersengketa.”®

d. Norma Sebagai Aturan Sosial
Norma tumbuh dari proses kemasyarakatan, yang menentukan
batasan-batasan dari perilaku dalam kehidupan masyarakat. Individu
dilahirkan dalam suatu masyarakat dan disosialisasikan untuk menerima
aturan-aturan dari masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Individu
menginternalisasikan aturan-aturan, menerima aturan-aturan itu sebagai
standard tingkah laku yang benar dan yang salah dan dikendalikan oleh

norma-norma itu tidak saja melalui rasa takut untuk merugikan sesamanya

25 Takdir Rahmadi, Mediasi sebagai Proses Penyelesaian sengketa, Upaya Pelembagaannnya dan
Peran Fakultas Hukum di Indonesia, Pidato Dies Natalis Ke 50 Fakultas Hukum Padang.hlm 5-6.
% Pasal 5 Ayat 1 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
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tetapi juga dengan melalui perasaan bersalah bila melanggar norma-norma
tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Emile Durkheim (1964) norma-norma
sosial adalah sesuatu yang berada diluar individu. Membatasi mereka dan
mengendalikan tingkah laku mereka. Individu-individu mungkin tidak
merasa mendapat tekanan atau paksaan, karena mereka sudah
menginternalisasi norma-norma itu, sudah menerima norma-norma itu
sebagai standar tingkah laku mereka sendiri.”” Proposi umum seperti itu
tidak memperhitungkan luasnya keragaman norma-norma dari kelompok
yang berbeda dalam setiap masyarakat, namun ia membantu memantapkan
prinsip umum, hakikat kemasyarakatan dari norma sosial. Sepanjang
hidupnya individu disosialisasikan untuk menerima bermacam-macam
norma dari kelompok yang beraneka ragam seperti keluarga, kelompok
teman sebaya, perkumpulan sekerja, dan sebagainya. 4

PP No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jika dalam
penyelesaian sengketa oleh Kantor Pertanahan hanya mengusahakan agar
secepatnya keberatan diselesaikan menurut peraturan yang berlaku, tanpa
memperhatikan norma-nerma sosial ataupun kebiasaan masyarakat adat.
Aturan tersebut tidak memberikan kepuasan para pihak, terutama pihak
yang merasakan keberatan dan sebagian pemuka/masyarakat adat dalam

peyelesaian sengketa tanah adat di Kota Bukitinggi.

? David Berry, Pokok-pokok Pikiran dalam sosiologi, Penerjemah Paulus Wirutomo, PT.Raja
Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him 49

2 Ibid
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e. Pengertian Pendaftaran Tanah
Penggunaan istilah kadaster di Indonesia menunjukkan pendaftaran
tanah menurut PP No. 10 Tahun 1961 yang hanya berupa pengukuran,
pemetaan, dan pembukuan tanah, yang kemudian disempurnakan dengan
PP No. 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah adalah berdasarkan Pasal 19
Ayat (2) yang meliputi :
1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah.
2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pernbuktian yang kuat.
PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah memuat pengertian
tentang:>’
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian dan
pemeliharaan data fisik dengan data yuridis, dalam bentuk peta dan
daftar, mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan
hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
menbebaninya.
Pendaftaran tanah di Indonesia sekarang ini adalah suatu “rechtskadaster”
atau “Legal cadastere” yaitu pendaftaran yang diadakan dalam rangka
menjamin kepastian hukum serta kepastian hak atas tanah (Pasal 19 ayat (1)

UUPA). Pendaftaran tanah atau “Land registration” ternyata tidak hanya

mendaftarkan tanahnya secara fisik, melainkan juga mendaftarkan hak-hak

¥ AP, Parlindungan , op.cit, hlm. 70
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atas tanah yang menentukan status hukum serta hak-hak lain yang
membebaninya. 9

Berkaitan dengan ruang lingkup pendaftaran tanah yang disebutkan
dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA tersebut di atas sebagai berikut:

Pendaftaran tanah yang dimaksud meliputi :

1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah yang rnenghasilkan peta
pendaftaran dan surat ukur. Dari pendaftaran dan surat ukur dapat
diperoleh kepastian mengenai letak, batas, dan luas tanah-tanah yang
bersangkutan, inilah yang disebut “asas specialiteit”.

2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut termasuk dalam
kegiatan ini pendaftaran atas tanah atau pencatatan dan pada hak-hak
lain (baik hak-hak lainnya yang membebani hak-hak atas tanah yang
didaftar itu). Selain mengenai status dan pada tanahnya, pendaftaran ini
memberikan keterangan tentang subyek dan haknya. Siapa yang berhak
atas tanah yang bersangkutan. Inilah yang disebut “asas openbaarheid”.

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang menurut Pasal 19 ayat (2)
berlaku sebagai alat pernbuktian yang kuat “Sf:rtipikat”.31

4. Pendaftaran tanah di Negara Republik Indonesia (RI) yang
diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA menggunakan sistem publikasi
negatif. Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA dinyatakan bahwa
pendaftaran tanah meliputi “pemberian surat-surat tanda bukti hak yang

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”. Dalam Pasal 23 ayat {2},

% Budi Harsono, Segi-Segi Teoritis dan Implikasi yuridis Pendafiaran Tanah, Makalah , yogjakarta,
1992, him. 1

4 Eddy Ruchiyat, Sistem Pendaftaran Tanah Sebelu dan Sesudah Berlakunya UUPA, Bandung.
Armico, 1994, him. 3
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dan Pasal 38 ayat (2) UUPA juga dinyatakan bahwa pendaftaran
“merupakan alat pembuktian yang kuat™ 32

Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah didefinisikan sebagai suatu rangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh permerintah secara terus menerus, berkesinambungan
dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian
serta permeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan
daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk
pemberian surat tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah
ada haknya dan milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
merabebaninya.

Untuk keperluan itu sistem pendaftaran tanah adalah sistem Yang
digunakan dalam publikasi positif yaitu bukan sistem pendaftaran akta,
melainkan apa yang disebut sistem pendaftaran hak (registration of titles).”
Pengumpulan data yuridis dilakukan melalui alas hak (surat-surat tanah)
/pembuatan akta, tetapi bukan akta tersebut yang didaftar, alas hak dan akta
hanya merupakan sumber data yuridis yang diperlukan untuk pendaftaran.
Data tersebut diolah dan dibukukan dalam suatu buku yang disebut buku
tanah (register), sedangkan yang merupakan surat tanda bukti adalah
sertipikat.

Definisi pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997
mengandung berbagai aspek teknis, dan yuridis, bahkan apabila definisi

tersebut ditinjau lebih mendalam lagi, ternyata definisi tersebut merupakan

*2 Budi Harsono, Op.Cit. hlm. 24
* Ibid him.5
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penyempurnakan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah
berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimana yang dimaksud dalam
Pasal 19 Ayat (2) UUPA, yang hanya meliputi pengukuran, perpetaan dan
pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, surat
pemberian surat tanda bukti hak dan sertipikat.
f. Asas-Asas Pendaftaran Tanah
Asas-asas pendaftaran tanah meliputi 5 (lima) asas, yaitu =
1. Sederhana
Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedur
pendaftaran tanah dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, terutama para pemegang hak.
2. Aman
Pengertian asas aman ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan dengan teliti dengan cermat,
sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai
dengan tujuannya.
3. Terjangkau
Pengertian asas terjangkau di sini dimaksudkan agar pihak-pihak yang
memerlukan, terutama golongan ekonomi lemah, dan terjangkau
pemberian pelayanan pendaftaran tanah.
4. Mutakhir
Pengertian asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai

dalam pelaksaan dan kesinambungan pemeliharaan dan pendaftaran

* Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah.
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tanah. Data yang tersedia harus menunjukkan yang mutakhir, sehingga
perlu diikuti kewajiban mendafiar dan pencatatan perubahan-perubahan
yang terjadi. Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah
secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang
tersimpan di Kantor Pertanahan selalu up to date sesuai dengan kenyataan
di lapangan.
5. Keterbukaan
Maksudnya dengan asas mi masyarakat dapat memperoleh keterangan
mengenai data yang benar setiap saat sesuai dengan kenyataan di
lapangan.
h. Sistem Pendaftaran tanah
Sistem pendaftaran yang digunakan adalah sistem pendaftaran hak
(registration of titles), sebagaimana digunakan dalam penyelenggaraan
pendaftaran tanah menurut PP No.10 Tahun 1961. Bukan Sistem pendaftaran
akta. Hal tersebut tampak dengan adanya buku tanah sebagai dokumen yang
memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta
diterbitkannya sertipikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.
Hak Atas tanah, Hak Pengelolaan , tanah wakaf dan Hak Milik Atas Rumah
Susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah, yang memuat
data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan dan sepanjang ada
surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut. Pembukuan dalam buku
tanah serta pencatatannya pada surat ukur tersebut merupakan bukti, bahwa

hak yang bersangkutan berserta pemegang hak haknya dan bidang tanah yang
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diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah didaftar menurut PP No.24

Tahun 1997.%

i. Sistem Publikasi

Sistem publikasi yang digunakan yaitu sistem negatif yang
mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti
hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti dinyatakan pada
Pasal 19 ayat (2) huruf ¢, Pasal 23 ayat (2), pasal 32 ayat (2) dan pasal 38
ayat (2). Bukan Sistem publikasi negatif murni, sistem negatif murni tidak
menggunakan pendaftaran hak. Ketentuan yang mengatur  prosedur
pengumpulan sampai penyajian data fisik dan data yuridis yang diperlukan
serta pemeliharaannya dan penerbitan sertipikat haknya, walaupun sistem
publikasinya negatif, tetapi kegiatan-kegiatan yang tersebut dilaksanakan
secara seksama, agar data yang disajikan sejauh mungkin dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis
sosiologis (socio legal reseach)’’, yaitu merupakan penelitian empiris yang
berusaha menggambarkan segala fakta dan gejala, sehubungan dengan

penerapan penyelesaian sengketa menurut PP No.24 Tahnu 1997 di Kantor

35 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 480

3 Ibid

37 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, PT.Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1997, him. 43.
Sosiolegal research yaitu berupa studi-studi empiris dalam rangka untuk menemukan teori-teori
mengenai proses terjadi dan proses bekerjanya hukum didalam kehidupan masyarakat.
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Pertanahan Kota Bukittinggi. Pendekatan yang bertitik tolak dari data primer
dan data sekunder, sehingga nantinya penelitian ini dapat menggambarkan
jawaban permasalahan secara cermat dan sistematis sehingga bersifat deskriptif
yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis,
faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu. Guna
memaparkan semua gejala dan fakta yang dapat disimpulkan sehubungan
dengan penyelesaian sengketa di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi
2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Bukittinggi, Kantor Pertanahan Kota

Bukittinggi dan seluruh Kerapatan Adat Nagari di Bukittinggi.

Adapun alasan pemilihan Kota Bukitinggi sebagai lokasi penelitian
adalah:

a. Aspek historis dan kultural, dimana Kota Bukittinggi secara historis
merupakan bahagian dari wilayah Luhak Agam, salah satu dari tiga lubak
atau daerah asal Minangkabau, disamping luhak Tanah Datar dan Luhak
Limo Puluah.

b. Secara historis dan kultural Kota Bukittinggi telah mencatat beberapa
lembaran sejarah dalam perkembangan kebudayaan masyarakat adat
Minangkabau, bahkan telah memberikan warna dan memiliki pengaruh
yang cukup besar terhadap perkembangan kebudayaan masyarakat
Minangkabau, seperti cara berpikir, tingkah laku dan berbuat, sehingga
menghasilkan suatu kebudayaan baik dalam mengelola harta benda maupun

seni.
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¢. Sumber Daya Manusia di Kota Bukittinggi, pada masa lalu dikenal potensial
yang tidak diragukan lagi baik secara intlektual maupun secara adat. Untuk
menggapai kembali kemasyhuran yang pernah ada dalam masyarakat Kota
Bukittinggi, masyarakat adat yang bersandi syarak, syarak besandi
Kitabulah, pepatah ini merupakan dasar hukum bagi berlaku tidaknya
hukum adat dan hukum Islam di Minangkabau®®. Pepatah ini panduan yang
mesti ditempuh dalam menyelesaikan sengketa sako dan pusako, yang
mengembalikan kepada nilai-nilai luhur adat Minangkabau dengan
memfungsikan lembaga adat/ninik mamak dalam masyarakat.
3. Data Penelitian dan Alat Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri atas:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini,
penulis peroleh dengan mendatangi sumber-sumber data yang relevan
dengan masalah penelitian.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan pustaka
maupun dari dokumen berupa bahan hukum. Data ini penulis peroleh dari :
1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan
terdiri atas :
a. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang telah

diamandemen)

3% Bactiar Abna, Tuanku Imam Bonjol, Paderi, Wahabi dan Adat Basadi Syarak sebagai Jati Diri
Masyarakat Minangkabau, Makalah, Padang 2008, Fakultas Hukum Unand/Biro Advokasi Adat dan
Syarak LKAAM Propinsi Sumatera Barat. hlm 8.
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b. Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria.

¢. Undang-undang No. 16 Tahun 1985 Tentang Rumah Susun

d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tangunggan Atas

Tanah berserta Benda yang berkaitan dengan Tanah.

[¢’]

. Undang-undang No. 30 Tabun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.
f. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak-hak Asasi
Manusia
g. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah.
h. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan
Nasional
i Peraturan Daerah Tk I Propinsi Sumatera Barat No.13 Tahun 1983
tentang Nagari sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
j. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 9 Tahun 2000
Tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.
k. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No.02 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Ka BPN No . 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 (Pendaftarn

Tanah).
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2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan
hukum primer berupa hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari
kalangan ahli hukum

3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus
hukum.

Untuk memperoleh data yang relevan atau sesuai dengan permasalahan
yang diteliti, dikumpulkan melalui :
1. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan tanya
jawab secara lisan. Dalam wawancara ini dilakukan secara terstruktur
atau tidak terstruktur terhadap pihak-pihak yang berkompeten seperti
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi berserta staf, dan masyarakat
(pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa), pemuka
masyarakat, ninik mamak (te-tua adat) dan pejabat instansi terkait di
Kota Bukittinggi.
2. Studi Dokumen
Studi dokumen dilakukan untuk memperoleh data dari bahan hukum
seperti yang dikemukan diatas.
4. Analisis Data
Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang
berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian

dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas
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atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat
regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).”
Setelah data dikumpulkan dari 40 (empat puluh) informan yang terdiri
dari pihak yang merasa keberatan(penyanggah), pemuka adat dan masyarakat,
maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Artinya
catatan dari hasil wawancara dengan informan, peneliti akan melakukan
recheck kepada orang yang memang ahli dalam bidangnya. Uraian dan
kesimpulan dalam menginterpretasikan data hasil penelitian akan
dihubungkan dengan teori-teori, pendapat-pendapat dan aturan formal yang

telah diketemukan pada bagian sebelumnya.

% Burhan Bungi, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis
Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, him 53.




BAB I1

TINJAUAN TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA
PENDAFTARAN TANAH ADAT MENURUT PP NO. 24 TAHUN 1997 DI
KOTA KITTINGGI

A. Pengertian Konflik dan Sengketa

Istilah konflik berasal dari kata bahasa Inggris conflict, yang berarti
perselisihan atau percekcokan, atau pertentangan sesuatu terjadi antara dua
orang atau lebih. Konflik nyaris tidak terpisahkan dari kehidupan manusia
sehingga sulit membayangkan ada orang yang tidak pernah terlibat dalam
konflik apapun dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya konflik akan
terjadi dimana saja sepanjang terjadi interaksi atau hubungan antara sesama
manusia, baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan
kelompok dalam melakukan sesuatu.*’

Namun perlu kita renungkan apabila setiap konflik merupakan sesuatu
yang tidak baik atau merupakan ganguan. Mengenai hal ini ada dua aspek yang
kita renungkan. Pertama, suatu konflik adalah suatu indikasi yang salah atau
bahwa ada sesuatu permasalahan yang perlu ditentukan. Kedua, bahwa konflik
merupakan konsekuensi merusak yang meluas. Tetapi, paradigma fikir tersebut
harus dilenyapkan perlu dikritisi karena beberapa alasan. ' Pertama, secara
konseptual konflik harus dipisahkan dari tindakan kekerasan. Tindakan
kekerasan sebenarnya merupakan ekses atau akibat dari tidak terkelolanya

sebuah konflik dengan baik. Kedua, konflik merupakan suatu kenyataan hidup

** Joni Emirzon, Loc Cit, him. 24
“! Siman Fiser et al, 2001. Mengelola Konflik keterampilan dan strategi untuk bertindak, alih bahasa
oleh Karikasari, dkk, Zed Books, British Counsil, 2001, Jakarta, him.4-5
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dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang seringkali tidak
terhidarkan. Ketiga, konflik seringkali timbul karena adanya ketidakadilan atau
ketidakseimbangan sosial sehingga munculnya konflik justru diperlukan untuk
mengubah ketidakadilan atau ketidakseimbangan sosial memjadi lebih
berkeadilan sosial. Keempat, munculnya konflik dapat membuat pemerintah
para pembuat kebijakan dan kaum intelektual menyadari adanya masalah-
masalah yang memerlukan pemecahan masalah dan perubahan kebijakan.
Dalam bidang pertanahan sering ditemui benturan-benturan maupun
pertentangan karena terjadi interaksi atau hubungan antara sesama manusia,
baik antara individu dengan individu maupun kelompok dengan kelompok dan
juga dengan pemerintah dalam melakukan sesuatu yang berkaitan masalah hak
atas tanah. Benturan-benturan maupun pertentangan apabila diabaikan begitu
saja tanpa ditangani secara sungguh-sungguh akan melahirkan suatu
persengketaan hukum atau disebut juga sengketa pertanahan. Yang dimaksud
sengketa pertanahan adalah suatu tuntutan perdata dari suatu pihak yang

merasa lebih berhak dari pihak lain terhadap pemilikan atas tanah. "

B. Tipologi Masalah Pertanahan
Tipologi Masalah Pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan atau
perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani Pemerintah
dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, terdiri dari

masalah yang berkaitan dengan:*

*2 Dirjen Agraria, Sub Direktorak Penyusunan program dan Bimbingan Teknis Direktorat Pengurusan
Hak Tanah, Tata Laksana Pengurusan Hak Tanah, 1985. hlm,25.
* Petunjuk Teknis Kepala BPN RI No.01/JUKNIA/D.V/2007 loc. cit
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. Penguasaan dan Pemilikan Tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu
yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah
dilekati hak oleh pihak tertentu.

. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran
tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak
sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan.

. Batas atau letak bidang tanah yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan
mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang
telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
maupun yang masih dalam proses penetapan batas.

. Pengadaan Tanah yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai
mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan
tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau
pengadaan tanah dan ganti rugi.

. Tanah obyek Landreform yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat,
kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan
pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan
pembagian tanah obyek Landreform.

. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir yaitu perbedaan persepsi, pendapat,
kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang kesediaan pemerintah

untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi.
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7. Tanah Ulayat yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan
mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas areal tertentu
baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi
dikuasai oleh pihak lain.

8. Pelaksanaan Putusan Pengadilan yaitu perbedaan persepsi, nilai atau
pendapat, kepentingan mengenai putusan badan peradilan yang berkaitan
dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur
penerbitan hak atas tanah tertentu.

Dari 8 (delapan) tipologi sengketa tersebut diatas khususnya di Kota

Bukittinggi jenis sengketanya kebanyakan mengenai Penguasaan dan

Pemilikan Tanah dan Tanah ulayat. **

C. Pengaturan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di lnar Pengadilan.

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa di luar pengadilan
adalah suatu pranata penyelesaian sengketa yang berdasarkan kesepakatan para
pihak bersengketa, dengan cara mengenyampingkan penyelesaian sengketa
secara litigasi berbentuk mediasi, berdasarkan kepada Pasal 130 HIR/154
RBG.*0Oleh karena itu persetujuan perdamaian yang telah dibuat para pihak
yang bersengketa, merupakan norma hukum positif yang mengikat para pihak.
Perdamaian apapun menjadi hukum bagi kedua belah pihak untuk mematuhi isi

persetujuan damai tersebut. Menurut Moore sebagaimana dikutip oleh Rahmadi

* Hasil wawancara dengan Akmal, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittingi, tgl.29 Mei 2009
5 Konsideran Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003.
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Usman*® yang dimaksud dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah
berbentuk:
a. Mediasi
Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh
pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak (netral) dan tidak
mempunyai kepentingan untuk mengambil keputusan dalam upaya
mencapai kesepakatan secara sukarela.
b. Negosiasi
Negosiasi adalah proses upaya pencapaian kesepakatan pihak lain, suatu
proses interakasi sosial dan komunikasi yang dinamis dan beraneka
ragam dapat lembut dan bernuansa sebagai manusia itu sendiri orang
berorganisasi, dalam situasi yang tidak terhitung jumlahnya dimana
mereka atau menginginkan, memperoleh kerjasama, bantuan atau
persetujuan orang lain atau ingin menyelesaiankan perselisihan.
Pengaturan alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem hukum di

Indonesia dapat ditemui dalam berbagai perundang-undangan di antaranya

sebagai berikut:*’

1. Pancasila sebagai dasar filosofi kehidupan masyarakat Indonesia telah
mengisyaratkan bahwa asas penyelesaian sengketa melalui musyawarah
untuk mupakat lebih diutamakan seperti tersirat juga dalam pembukaan
Undang-undang Dasar 1945. Susunan Negara Republik Indonesia yang
terbentuk dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha
Esa, Kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.

% Crithotper D. Moore, dalam Rahmadi Usman” Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan”, Citra
Adytia Bandung, 2003 hlm 98
47 Joni Emirzon, op cit hlm 25
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2. Pengaturan Alternatif penyelesaian sengketa dapat dilihat pada Reglemen op
de Burgelijke Rechtvordering (RV) ketentuan ini tetap berlaku sebelum ada
peraturan baru, karena peraturan peralihan UU 1945 memungkinkan
ketentuan ini tetap berlaku setelah kemerdekaan Indonesia, hanya saja RV
dianggap sebagai pedoman. Ketentuan RV yang berasal dari abad ke 19
selama ini berlaku tanpa adanya perubahan, sehingga tidak dapat mengikuti
perkembangan yang terus menerus terjadi selama ini. Salah satu
kekurangan dari peraturan tersebut tidak mengatur arbitrase terutama aspek-
aspek Internasional dari arbitrase, padahal itu merupakan hubungan-
hubungan perdagangan internasional. Untuk menjembantani kekurangan
RV maka Indonesia telah merativikasi beberapa konvensi Internasional
yang berkaitan dengan arbitrese Internasional.

3. Dalam UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Aternatif Penyelesaian
Sengketa (APS). UU ini mengatur proses penyelesaian sengketa atau beda
pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang
telah mengadakan perjanjian, arbitrase yang secara tegas menyatakan
bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul dari hubungan
hukum akan diselesaikan dengan cara arbitrase atan melalui alternatif
penyelesaian sengkt:ta.43 Hanya saja dalam penerapannya UU No.30 Tahun
1999 tidak mengatur secara rinci dan tegas tentang bentuk-bentuk alternatif
penyelesaian sengketa kecuali mengenai arbitrase, dalam pelaksanaannya
juga tidak dijelaskan dengan tegas hasil kesepakatan dari para pihak-pihak

apakah telah mempunyai kekuatan hukum.

% | ihat pasal 2 UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrse dan Alternatif Penyelesian Sengketa
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D. Mekanisme Penangangan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Banyak aturan yang telah dilahirkan, guna mengatur mekanisme
penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan, namun apakah aturan-
aturan tersebut masih relevan atau tidak karena aturan-aturan baru tidak dengan
tegas mencabut aturan yang lama, terutama aturan-aturan yang berada dibawah
Peraturan Pemerintah (PP). Gambaran umum pelaksanaan penanganan dan
penyelesaian masalah pertanahan dalam pendaftaran tanah di  Provinsi
Sumatera Barat dapat di kemukakan sebagai berikut:*’

1. Pada era berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

a. Pola penyelesaian Sengketa dilakukan atas dasar musyawarah mufakat.

b. Kepala Kantor Agraria sekarang Kepala Kantor Pertanahan menyurati
KAN untuk dapat membantu penyelesaian sengketa secara musyawarah
mufakat. Keputusan KAN tersebut harus berbentuk perdamaian
sepanjang adat, dan keputusan tersebut disampaikan kepada Kapala
Kantor Agraria/ Pertanahan sebagai pedoman proses selanjutnya.

c. Apabila KAN tidak berhasil menyelesaikan dengan cara perdamaian
sepanjang adat maka Kepala Kantor Agraria/Pertanahan memanggil para
pihak untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah.

d. Mekanisme dan tata cara penyelesaian di KAN diatur lebih lanjut dalam
keputusan Gubernur KDH Tk I Sumatera Barat No. 08 tahun 1994
tentang Pedoman Acara Penyelesaian Sengketa Adat Di Lingkungan
Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Daerah Propinsi Tingkat I

Sumatera Barat .

% Kanwil BPN Propinsi Sumatera Barat Bidang Pengkajian Dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan, Mekanisme Penaganan Dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, Makalah disampaikan
pada rapat kerja tgl.28 s/d 29 Mei 2008, Padang, 2008
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e. Apabila Kepala Kantor Agraria/Pertanahan tidak berhasil mendamaikan
para pihak, maka kepada penggugat disarankan mengajukan gugatan
melalui Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 1 bulan terhitung sejak
ditandatangani Berita Acara penyelesaian sengketa.

f. Apabila penggugat (mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri) maka
proses permohonan ditangguhkan, akan tetapi apabila sebaliknya maka
proses permohonan dilanjutkan.

2. PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

a. Pola penyelesaian masalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat (Pasal 27 Ayat (1) PP No. 24 tahun 1997).

b. Mekanisme dan tata cara penyelesaian masalah masih memanfaatkan
lembaga adat (KAN) yaitu dengan dasar mempedomani Surat Edaran
Gubernur KDH Tk. I Sumatera Barat tgl. 1 September 1983 No.
593.2/4268/PUM-83 yang dipertegas kembali dengan Surat Edaran
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat tgl. 21 Desember
1998 No. 610.1745/BPN-1998 dengan perubahan tenggang waktu
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dari 1 (satu) bulan menjadi 90
(sembilan puluh) hari dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan, ini
mengacu kepada ketentuan Pasal 30 (1) huruf ¢ PP No. 24 Tahun 1997.

c. Apabila upaya penyelesaian KAN tidak menghasilkan suatu perdamaian,
maka Kepala Kantor Pertanahan akan memanggil para pihak untuk
mengupayakan penyelesaian secara damai dengan berpedoman

sepenuhnya kepada ketentuan pasal 30 PP No. 24 tahun 1997.
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3. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 1 Tahun 1999 tentang

Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan

a.

Penanganan Sengketa menurut ketentuan ini dilakukan secara
terkoordinasi antara unit kerja di lingkungan Kantor Menteri Negara
Agraria / BPN dan Instansi lain.

Di tingkat pusat dibentuk Sekretariat Sengketa Pertanahan dan Tim
Kerja Pengolah Sengketa Pertanahan.

Di tingkat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan
Kantor Pertanahan tidak diatur dengan tegas bagaimana

mekanisme/tata cara penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan.

4. Instruksi Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 1 Tahun 1999 tentang

Penyelesaian Tunggakan Pekerjaan Permohonan Masyarakat di Bidang

Pertanahan.

a.

C.

Instruksi ini lahir dalam rangka untuk .menyelesaikan tunggakan
pekerjaan permohonan pelayanan pada masyarakat.
Salah satu yang diinstruksikan adalah apabila terdapat keberatan dari
pihak lain, sengketa agar diselesaikan secara musyawarah. Apabila
tidak dapat diselesaikan agar diselesaikan melalui badan peradilan dan
berkasnya dikembalikan pada yang bersangkutan.

Instruksi ini juga tidak memberi petunjuk/mengatur bagaimana

mekanisme/tatacara penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan.

5. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN.

RI) No.34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan

Penyelesaian Masalah Pertanahan .
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a. Keputusan Kepala BPN RI ini memberlakukan 10 (sepuluh) petunjuk
teknis Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan
Konflik Pertanahan. Petunjuk teknis ini mengatur dengan jelas
mekanisme/tatacara penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan.

b. Penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan dilaksanakan melalui
bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya berdasarkan win-win solution
yang diharapkan dapat memuaskan dan diterima semua pihak.

c. Mediasi dilaksanakan oleh penjabat/pegawai yang ditunjuk dengan surat
tugas/surat perintah oleh Kapala Kantor Wilayah BPN untuk Provinsi
dan oleh Kepala Kantor Pertanahan untuk Kabupaten/Kota.

d. Apabila mediasi berhasil menyelesaikan sengketa dengan suatu
perdamaian. maka dibuatlah perjanjian penyelesaian sengketa
(perdamaian). Apabila mediasi tidak berhasil dengan perdamaian, tidak
dijelaskan lebih lanjut langkah-langkah apa yang akan ditempuh.

e. Waktu penanganan masalah pertanahan diatur dalam 3 (tiga) kategori
yaitu 0 s/d 2 tahun, 2 s/d 5 tahun dan lebih dari 5 tahun.

6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok

Pokok Pemerintahan Nagari.

a. Dalam Ketentuan Umum pasal 1 Angka 13 disebutkan bahwa Kerapatan
Adat Nagari yang selanjutnya disebutkan KAN adalah lembaga
Kerapatan dari Ninik Mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun
temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat

serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako.
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b. Penyelesaian sengketa menyangkut sako dan pusako diupayakan melalui
musyawarah dan mufakat menurut ketentuan yang berlaku sepanjang
adat, penyelesaian dilaksanakan bajanjang naik batanggo turun.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2008 Tentang

Tanah Ulayat dan Pemamfaatannya.

Dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasioanal (PMNA/Ka BPN) No. 5 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat,
dengan maksud menyediakan pedoman dalam pengaturan dan pengambilan
kebijaksanaan operasional di bidang pertanahan serta langkah-langkah
penyelesaian masalah yang menyangkut tanah ulayat.

Sesuai dengan pasal 6 PMNA/Ka BPN No. 5 Tahun 1999, perlu
diatur keberadaan tanah ulayat, penentuan dan penetapan keberadaan tanah
ulayat, jenis pengusaan, kedudukan dan fungsi tanah ulayat, pemamfaatan
dan penggunaan tanah tanah ulayat dalam pendaftaran tanah serta
penyelesaian sengketa tanah ulayat. Pemerintah Propinsi Sumatera Barat
menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008  diharapkan
permasalahan tanah ulayat di Sumatera Barat dapat diselesaikan melalui
musyawarah dan mufakat menurut ketentuan yang berlaku yang

memberikan kepastian hukum kepada semua pihak-pihak.




BAB III
TANAH MILIK ADAT DAN PENDAFTARANNYA

A. Tanah Hak Milik Adat
1. Norma Sebagai Aturan Sosial.

Perspektif masyarakat telah mengarahkan perhatian kita pada norma-
norma sosial, karena dalam bentuk norma inilah “masyarakat” berhadapan
dengan individu sebagai unsur luar dan unsur yang membatasi perilaku mereka.

Norma adalah, aturan prosedural dan aturan perilaku dalam kehidupan

sosial pada hakikatnya adalah bersifat kemasyarakatan. Yang dimaksud

bersifat kemasyarakatan adalah bukan saja karena norma-norma tersebut

berkaitan dengan kehidupan sosial tetapi juga karena norma-norma

tersebut adalah pada dasarnya merupakan hasil dan kehldupan

bermasyarakat. Norma-norma adalah bagian dari masyarakat

Norma-norma tumbuh dari proses kemasyarakaian, yang menentukan
I:{atasan-batasan dari perilaku dalam kehidupan masyarakat. Individu dilahirkan
dalam suatu masyarakat dan disosialisasikan untuk menerima aturan-aturan
dari masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Individu menginternalisasikan
aturan-aturan, menerima aturan-aturan itu sebagai standard tingkah laku yang
benar dan yang salah dan dikendalikan oleh norma-norma itu tidak saja melalui
rasa takut untuk merugikan sesamanya tetapi juga dengan melalui perasaan
bersalah bila melanggar norma-norma tersebut.

Seperti yang dikatakan oleh Emile Durkheim norma-norma sosial
adalah sesuatu yang berada di luar individu. Membatasi mereka dan

mengendalikan tingkah laku mereka. Individu-individu mungkin tidak merasa

mendapat tekanan atau paksaan, karena mereka sudah menginternalisasi

% David Berri, Op Cit, him. 48
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norma-norma itu, sudah menerima norma-norma itu sebagai standar tingkah
laku mereka sendiri’’. Proposi umum seperti itu tidak memperhitungkan
luasnya keragaman norma-norma dari kelompok yang berbeda dalam setiap
masyarakat, namun ia membantu memantapkan prinsip umum, hakikat
kemasyarakatan dari norma sosial. Sepanjang hidupnya individu
disosialisasikan untuk menerima bermacam-macam norma dari kelompok yang
berancka ragam seperti keluarga, kelompok teman sebaya, teman sepabrik,
perkumpulan sekerja, dan sebagainya.

Norma-norma sosial kadang muncul karena sengaja dirumuskan oleh
seorang individu, seperti misalnya ketika Dewan Perwakilan Rakyat membuat
undang-undang; Diktator Militer mengumumkan dekrit atau ketika anggota-
anggota pendiri suatu perkumpulan sosial menyusun suatu anggaran dasar atau
peraturan-peraturan. Akan tetapi bila aturan-aturan itu tidak dikuvatkan oleh
desakan sosial maka ia tidak dapat dianggap sebagai norma sosial. Suatu rezim
diktator militer dapat memaksakan suatu aturan jam malam, barang siapa yang
tidak mematuhinya akan ditembak; aturan ini mungkin akan dipatuhi, tetapi
aturan itu bukanlah aturan sosial, karena tidak mempunyai landasan dalam
keteraturan sosial; aturan ini hanya merupakan hasil dari ancaman fisik. Akan
tetapi bukan maksudnya untuk mengatakan bahwa aturan-aturan yang
berdasarkan pada kekuatan fisik tidak dapat menjadi norma-norma sosial.
Seringkali dibuat aturan-aturan atau undang-undang yang tidak sesuai dengan
norma-norma sosial, maka aturan semacam itu tidak didukung oleh desakan

sosial.

5 1bid
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2. Hukum yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Ehrlich, bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila
selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, 5Zatau dengan apa yang
disebut oleh para antropolog sebagai pola-pola kebudayaan (culture patterns).
Ehrlich mengatakan bahwa pusat perkembangan dari hukum bukanlah terletak
pada badan-badan legislatif, keputusan-keputusan badan judikatif ataupun ilmu
hukum, akan tetapi justeru terletak didalam masyarakat itu sendiri.

Menurut Sockanto, suatu peraturan perundang-undangan yang
dikatakan baik, belum cukup apabila hanya memenuhi persyaratan-persyaratan
filosofis/ideologis dan yuridis saja, secara sosiologis aturan tadi juga harus
bertaku.”

Aturan hukum sangat besar pengaruhnya pada perubahan sosial
masyarakat. Terjadinya perubahan sosial masyarakat, maka keberadaan hukum
tersebut akan mengalami pergeseran. Soekanto, menyatakan hukum tertinggal,
bila hukum tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat pada suatu
waktu dan tempat tertentu, ini sangat besar hubungannya dengan filsafat
hukum. Berdasarkan teori inilah para ahli hukum, mempunyai beberapa
pertimbangan untuk terjun ke dalam bidang filsafat hukum antara lain, yaitu
timbulnya kebimbangan akan kebenaran dan keadilan (dalam arti
kesebandingan) dari hukum berlaku. Lagi pula timbul pendapat-pendapat yang
berisikan ketidakpuasan terhadap hukum yang berlaku, oleh karena hukum

tersebut tidak sesuai dengan keadaan masyarakat yang diatur. "

52 ili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Op.Cit, him.66
%3 Soekamto.S, loc.Cit. him .30

54 Ibid
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Ketidakpuasan tersebut diatas dapat dikembalikan pada beberapa faktor,
antara lain ketegangan-ketegangan yang timbul antara adat dan hukum yang
sedang berlaku. Hal ini disebabkan oleh karena tidak jarang peraturan-
peraturan adat yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, atau
sebaliknya. Dengan demikian maka timbul usaha-usaha untuk mengatasi
kepincangan yang ada dengan jalan mencari pengertian-pengertian tentang
dasar-dasar hukum yang berlaku untuk disesuaikan dengan adat kebiasaan.

3. Tanah Milik Adat

Tanah adat/ulayat di Minagkabau terjadi seiring dikuasainya daerah yang
disebut Minangkabau, tanah adat/ulayat timbul seiring dengan proses lahirnya
Nagari di Minangkabau. Bahwa salah satu harta kekayaan nagari adalah ulayat
(nagari), di luar itu terdapat ulayat suku dan kaum yang merupakan harta
kekayaan suku dan kaum yang bersangkutan. Artinya, ulayat suku dan kaum
merupakan bentuk-bentuk tanah adat selain ulayat nagari. Ulayat suku dan
ulayat kaum yang dikenal oleh masyarakat adat Minangkabau bukanlah seperti
pemahaman ulayat tetapi sebagai milik adat yang besifat komunal dan
obyeknya berupa tanah.”

Suku merupakan gabungan atau biasanya terdiri atas beberapa kaum.
Kalau kaum terbentuk berdasarkan hubungan genealogis (menurut alur
matrilineal) dan teritorial, sedangkan suku terbentuk semata-semata
berdasarkan hubungan genealogis, jadi orang sesuku hisa saja tinggal di kaum

dan daerah yang berbeda-beda. jika suatu suku mempunyai tanah yang

55 Rumusan workshop Tanah Ulayat Sumatera Barat, tgl.23-24 Oktober 2000
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merupakan kepunyaan bersama bagi seluruh anggota suku maka tanah tersebut
dikenal dengan tanah ulayat suku.

Keberadaan tanah ulayat suku juga ditentukan oleh besar kecilnya
jumlah anggota sukunya. Jika jumlah anggota suatu suku masih relatif kecil
dan tanah mereka belum terbagi, maka kedudukan tanah ulayat suku dalam hal
ini sama dengan tanah ulayat kaum, dengan kata lain posisinya sebagai pusako
tinggi (pusaka tinggi). Pada beberapa wilayah juga terdapat bahwa antara
ulayat suku dan ulayat kaum ini berbeda. Walaupun secara konkrit bagian-
bagian dari tanah ulayat suku sudah terbagi menjadi ulayat masing-masing
kaum namun tetap ada sebidang atau beberapa bidang tanah yang masih
berstatus sebagai tanah ulayat suku yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh
anggota suku yaitu dari kaum-kaum yang berbeda dalam suku tersebut. Di
samping itu, juga ada kenyataan bahwa seluruh tanah ulayat suku sudah terbagi
habis menjadi tanah ulayat kaum, sehingga pada daerah yang seperti ini tidak
dikenal lagi adanya tanah ulayat suku, tetapi mungkin hanya ada ulayat kaum
dan ulayat nagari. *°

Sistem kehidupan bernagari di Sumatera Barat pada umumnya terdin
atas 3 (tiga) variasi yang dikenal dengan “kelarasan” dan nilai-nilai ini juga
dapat berpengaruh terhadap kedudukan tanah ulayat suku’’.

Pertama, nagari yang memakai sistem kelarasan kofo piliang. Pengambilan
keputusan dalam pengelolaan nagari menurut kelarasan ini dilakukan secara

otokrasi atau berhirarki, bajanjang naiek batanggo turun (berjenjang naik

% Kurnia Warman, Kurnia Warman, Pengaturan Sumber Daya Agraria pada Era Desentralisasi
Pemerintahan di Sumatera Barat (Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif
keanekaraga m dalam kesatuan hukum) Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Gajah Mada Yogyakarta, 2009, him

57 A.A. Navis, Alam Takambang jadi guru, Grafiti Press, Jakarta, 1984 him. 129
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bertangga turun). Nagari yang berkelarasan koto piliang ini mengenal adanya
pucuk adat atau raja adat yang memegang kekuasaan tertinggi, termasuk
terhadap ulayat (nagari). Pada nagari seperti ini keberadaan tanah ulayat suku
mungkin agak lemah apalagi jika seluruh tanah ulayat suku sudah terbagi
menjadi tanah ulayat kaum. Oleh karena itu, pada daerah ini yang lebih eksis
adalah ulayat kaum dan ulayat nagari.

Kedua, nagari-nagari yang memakai sistem kelarasan bodi caniago. Sistem ini
lebih mencerminkan pola pengambilan keputusan dalam pengelolaan nagari
yang bersifat demokratis. Asas dalam bermusyawarah yang dipakai adalah
tagak samo tinggi, duduak samo randah (tegak sama tinggi, duduk sama
rendah). Setiap suku mempunyai kedudukan yang sama dalam proses
pengambilan kebijakan di nagari, mereka tidak mengenal pucuk adat; karena
setiap penghulu suku (penghulu andiko) mempunyai posisi dan kedudukan
yang sama. Sistem seperti ini juga berpengaruh terhadap penguasaan tanah
ulayat terutama tanah ulayat suku. Kedudukan tanah ulayat suku pada daerah
seperti menjadi lebih kuat bahkan bisa lebih kuat dari ulayat nagari, atau
mungkin saja seluruh tanah ulayat nagari dikuasai dan terdistribusi kepada
suku-suku.

Ketiga, nagari-nagari yang memakai sistem kelarasan campuran dan juga
berdiri sendiri. Daerah campuran seperti ini digambarkan sebagai pisang
sikalekkalek hutan, pisang timbatu nan bagatah, dikatokan kotopiliang inyo
bukan, dikatakan bodi can iago inyo antah (dikatakan koto piliang Ia bukan,

dikatakan bodi caniago pun ia entah). Pada sistem campuran seperti ini tentu
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saja kedudukan tanah ulayat suku menjadi lebih kuat bila dibandingkan dengan
nagari yang berkelarasan koto piliang.

Tanah ulayat kaum merupakan tanah yang dimiliki secara bersama,
menurut hukum adat oleh suatu kaum untuk kelangsungan hidup mereka, baik
sebagai tempat tinggal, pertanian maupun sebagai tempat mereka berusaha di
luar sektor pertanian. Pengaturan dan pengurusan mengenai pemanfaatan tanah
ulayat kaum ini berada di bawah kewenangan mamak kepala waris (MKW)
atau kepala kaum, yang biasanya adalah laki-laki tertua dalam kaum yang
bersangkutan. Jika laki-laki tertua dianggap kurang cakap, maka suatu kaum
akan bermusyawarah untuk menyepakati seorang laki-laki anggota untuk
diangkat sebagai MKW atau kepala kaum. Dalam istilah lain tanah ulayat
kaum biasanya disebut juga dengan tanah pusako tinggi (pusaka tinggi).s’8

Bentuk pemanfaatan tanah ulayat kaum oleh seluruh anggota kaumnya
juga bervariasi, biasanya tergantung kepada besar-kecilnya jumlah anggota
kaum yang bersangkutan. Jika jumlah anggota kaum terlalu besar dan terdiri
beberapa jurai atau paruik (perut), maka ada kecenderungannya bahwa
pemanfaatan tanah ulayat kaum ditentukan batas-batasnya berdasarkan jurai
atau paruik yang ada. Konsekuensi dan tindakan ini adalah timbuinya tanah
ganggam bauntuak (genggam beruntuk) bagi masing-masing jurai atau paruik.
Mereka tidak boleh saling mengganggu tanah mereka masing-masing kecuali
bila diadakan kesepakatan baru di antara mereka.

Jika jumlah anggota kaumnya belum terlalu banyak dan jumlah jurai atau

paruik juga sedikit, maka biasanya pemanfaatan tanah ulayat kaum tidak

¥ H.N.Dt.Perpatih Nan Tuo, op cit, him.3
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dibagi-bagi berdasarkan ganggam bauntuak. Semua anggota kaum mempunyai
hak yang sama dalam memanfaatkan tanah ulayat kaum. Pembagian
pemanfaatan hanyalah bersifat sementara sampai ditentukan kemudian
berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan dan seluruh anggota kaum.
Tar}ah ulayat .kaum atau _pgsal.(a tinggi ini m_erupaka.n tanah adat yans%
paling eksis di antara jenis-jenis tanah adat lainnya di Sumatera Barat.
Dapat dikatakan bahwa hampir semua orang Minang yang tinggal di
Sumatera Barat, yang tidak bertempat tinggal di atas tanah hak milik
mereka sendiri dan tidak menyewa rumah, dapat dipastikan bahwa
mereka tinggal di atas tanah milik kaum.
Setiap nagari pasti mempunyai ulayat kaum, baik nagari yang berada di daerah
kabupaten maupun nagari yang berada di wilayah kota. Walaupun Pemerintah
Daerah Sumatera Barat mengeluarkan Perda Nagari yang menjadikan nagari
sebagai pemerintahan terendah (village government) di daerah kabupaten,
namun kedudukan tanah milik kaum tidak berubah. Jadi dapat dikatakan bahwa
ada atau tidak adanya pemerintahan nagari seperti di daerah kota dengan
pemerintahan kelurahannya keberadaan tanah milik kaum tetap sama yaitu
tanah yang sepenuhnya berada di bawah pemilikan bersama dan seluruh
anggota kaum.

Dalam kegiatan pendaftaran tanah di Sumatera Barat khususnya di Kota
Bukittinggi, status tanah kaum tidak terakomodasi atau tidak disebutkan
sebagai sejarah lahirnya (asal hak) sertipikat hak milik. Oleh karena itu, kantor-
pertanahan melakukan pengakuan/penegasan hak (konversi hak) terhadap tanah
kaum dengan menyebutnya dengan tanah milik adat. Kebijakan seperti ini

agaknya relatif tepat, sebab jika dinyatakan bahwa tanah tersebut sebagai tanah

ulayat maka dengan mengacu kepada definisi hak ulayat secara yuridis, bisa

%% Kurnia Warman, , 2009, op cit hlm.63.
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jadi asal hak atau asal persil dan tanah seperti ini menjadi “pemberian hak™.
Artinya, sertipikat itu diberikan atas tanah yang sebelumnya merupakan tanah
negara bukan tanah milik adat. Kebijakan seperti inilah yang akhirnya secara
perlahan-lahan membuat kegiatan pendaftaran tanah tetap berjalan di Sumatera
Barat. ° Hal di atas menunjukkan, walaupun hak ulayat dalam hukum adat
merupakan hak induk atas tanah pada umumnya, bukan berarti bahwa hak
perorangan tidak dikenal di kalangan masyarakat hukum adat. Pandangan
tentang hak perorangan ini diawali dan tinjauan Ter Haar.

Menurut Ter Haar,” terdapat hubungan antara hak ulayat dan hak
perorangan. Hubungan tersebut adalah mengembang-menguncup secara timbal
balik tiada henti (teori bola). Semakin kuat hubungan antara perorangan
tertentu dengan tanah dalam wilayah beschikkingsrecht tersebut, Semakin kuat
hubungan antara perorangan tertentu dengan tanah dalam wilayah
beschikkingsrecht tersebut, makin remperdalam hubungan antara orang
tersebut dengan tanahnya. Sebaliknya, jika hubungan perseorangan dengan
tanah itu berkurang atau hubungan itu diabaikan terus menerus, maka pulihlah
kembali hak ulayat.

Dengan bertambah jumlah penduduk maka semakin besar pula kebutuhan

akan tanah. Kondisi ini tentu akan semakin mendorong atau mempertegas

hubungan antara perorangan dengan bidang tanah tertentu. Semakin hari
hak perorangan akan tumbuh dengan sendirinya dan fenomena ini tentu
akan menggerogoti terus hak ulayat; terjadilah apa yang dinamakan
dengan penggerogotan terhadap hak ulayat. Hanya saja di Sumatera Barat

proses individualisasi tersebut tidak berjalan cepat karena peran komunal
kaum masih sangat besar.*

60 Kurnia Warman, Konversi Hak Atas Tanah Gaggam Bauntuak menurut UUPA di Sumatera Barat,
Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1998, him. 118-120).

%! Terhaar, Asas asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan Soebakti Poesponoto, cetakan keenam,
Pradya Paramita, Jakarta, 1981 hlm. 72-73

52 Kurnia Warman Op. Cit.
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Pergeseran pemilikan tanah persekutuan (ulayat) kepada perorangan juga
terjadi di Minangkabau. Pergeseran ini hanya terjadi pada hak ulayat nagari
dan mungkin juga pada ulayat suku kalau ada, tetapi tidak serta merta terjadi
pada tanah milik komunal (kaum), kecuali kalau tanah-tanah tersebut
disepakati untuk dibagi di antara para anggotanya. % Bagi “anak nagari” yang
tidak mempunyai tanah olahan dapat mengajukan permohonan kepada
penguasa nagari (waktu itu kerapatan adat nagari/KAN) untuk diizinkan
mengolah bagian tanah ulayat nagari. Kalau menurut penguasa nagari, kepada
yang bersangkutan layak untuk diberikan izin maka baik dengan uang
pemasukan maupun tidak yang bersangkutan diizinkan mengolah tanah
tersebut. Bahkan, kalau yang bersangkutan terus-menerus mengolah tanahnya
dengan baik, kepada mereka dapat diberikan hak milik. Kantor Pertanahan di
Sumatera Barat telah mengakui proses ini yaitu melalui pemberian hak bukan
penengasan/pengakuan hak. Dengan demikian, ulayat nagari tadi dianggap
sebagai tanah negara. Layak tidaknya untuk diberikan hak milik kepada
pemohon sangat ditentukan oleh rekomandasi dan nagari melalui KAN.

Hukum Adat Minangkabau juga mengenal adanya hak perorangan,
walaupun posisinya tidak sepopuler hak milik kaum (pusaka tinggi)64
menyatakan, bahwa berdasarkan ketentuan, harta pusaka tidak boleh dijual atau
dihilangkan. ini menunjukkan adanya hak lain atas tanah selain pusaka tinggi
(hak milik kaum) seperti hak milik. Adat mengatakan, hak nan banampu, arato

nan bamiliak hak tagangtuang, miliak takabiah, arati miliak nan disauaki (hak

% Ibid hlm 41- 44
® M. Nasroen, Dasar Falsafah Adat Minangkabau, Cetakan Kedua, Bulan Bintang, Jakarta. 1971,
him. 197
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adalah bersama, harta adalah dimiliki, hak adalah tergantung, milik adalah
masing-masing, arti milik adalah diambil).

Hak perorangan itu, menurut Nasroen hanya bersifat sementara, lalu
akhirnya juga kembali menjadi milik bersama. Hak perorangan di
Minangkabau pada umumnya merupakan harta pencaharian, tetapi setelah
pemiliknya meninggal dunia maka harta pencaharian tersebut akan kembali
menjadi harta pusaka, baik melalui anak maupun melalui kemenakannya yang
mewarisi. Perubahan dan harta pencarian menjadi milik bersama ini, adalah
konsekuensi dan kecenderungan orang Minangkabau yang tidak lazim
membagi-bagi tanah atau harta warisan. Kalau harta tersebut turun kepada
kemenakan akan menjadi milik bersama bagi seluruh kemenakan (hal ini
merupakan tambahan bagi harta pusaka kemenakan). Begitu juga kalau anak-
anak yang menerima warisan orang tuanya, tidak mernbagi-bagi tanah tersebut,
sehingga menambah harta pusaka lagi bagi anak dan istrinya® .

Menurut Ter Haar hubungan hak ulayat dengan hak perorangan adalah
mengembang-mengempis, tetapi bagi Nasroen hubungan tersebut terjadi dalam
perputaran terus menerus yang tidak berujung-pangkal karena pada mulanya
harta pencaharian tersebut pun berasal dan harta pusaka.

4. Kedudukan Hukum Adat dalam Hukum Nasional

Pada dasarnya pluralisme hukum telah berlaku pada masyarakat
Indonesia khususnya masyasarakat adat, mereka telah mengenal cara
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan pihak lain atau dengan pihak

yaﬁg bersengketa melalui musyawarah dan mufakat. Upaya-upaya yang

5 Ibid hlm. 200
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dilakukan tersebut guna untuk mencari perdamaian atas terjadinya sengketa
yaitu dengan cara mediasi, konsiliasi dan negosiasi.66

Pluralisme hukum itu adalah sebagai satu situasi atau keadaan dalam hal
ini ada dua atau lebih sistem hukum berdampingan dalam lapangan sosial yang
sama, dalam kontek Indonesia, sistem hukum dimaksud adalah hukum negara
dan hukum adat. Menurut Datuk Usman, dalam perkembangannya hukum adat
di Indonesia ada beberapa sifat yang harus diperhatikan diantara sifat itu
adalah:

Hukum adat itu menjadi lebih tajam dan lebih terang dan lebih mudah

rasional sifatnya, tetapi disamping kita melihat hukum adat itu teratas

sekali, set')ab pertama apa yang merlé?akan hukum adat yaitu apa yang

nampak di dalam fungsionaris hukum
Pengertian hukum adat adalah hukum asli yang dinyatakan sebagai hukum
sesuai dengan kesadaran dari rakyat banyak, dengan demikian hukum adat
akan melahirkan hukum yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hukum
Adat dalam perkembangannya sejak tahun 1945 sampai tahun 1950 sangat
siknifikan sekali karena hukum adat adalah bahagian dari hukum dasar di
Indonesia, sedangkan mengenai aturan-aturan lain yang berlaku atau hal-hal
yang diluar dari apa yang tertulis yaitu mengenai aturan-aturan dasar yang
timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara masih diperlukan
hukum dasar tidak tertulis.*®

Menurut UUD Sementara Tahun 1950, kedudukan hukum adat perlu
dilihat pada ketentuan Pasal 25 Ayat (2) perbedaan kebutuhan masyarakat dan

kebutuhan golongan rakyat akan diperbaiki. Pada tahun 1959 sampai sekarang

% Purnadi Purba Caraka”Kaedah-kaedah hukum Positif’Rajo Grasindo Bandung, 1982, him 1
" Datuk Usman, Hukum Adat Il diktat di Pakai dalam lingkungan sendiri Fakuitas Hukum USU,
Medan 1993, him. 72

 Ibid
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hukum adat dalam pelaksanaannya adalah bertujuan segala kegiatan dan

diarahkan untuk mencari apa yang lahir sesuai dengan kepribadian nasional

yaitu Pancasila dengan demikian maka perhatian harus difokuskan kepada

Pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kita

temukan beberapa ketentuan yang secara eksplisit memberikan pengakuan

terhadap hukum adat antara lain:

1.

TAP MPR No. XVII/MPR/1989 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 41
Piagam Hak Asasi Manusia sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari
ketetapan ini menyatakan identitas budaya masyarakat tradisional,
termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan
zaman, dengan adanya penegasan ini, maka hak-hak dari masyarakat adat
yang ada ditetapkan sebagai salah satu hak asasi manusiayang wajib
dihormati. Pemaknaan terhadap ketentuan ini dikaitkan dengan pasal 18 B
ayat (2) dan pasal 28 i ayat (3) UUD 1945 setelah diamandemen.

Pasal 18 B Ayat (2) UUD 1945 Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan mansyarakat adat berserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip-prinsip Negara Kesatuan RI.

Pasal 28 I Ayat (3) UUD 1945 Identitas budaya dan Hak-hak masyarakat
tradisonal dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak hak Asasi Manusia, Pasal 6 secara
tegas menyatakan, (a) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia.

Pperbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus
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diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dam Pemerintah. (b)
Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat
dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Penjelasan Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa hak adat yang secara
nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat
hukum adat harus dihormati dan dilindungi dan rangka perlindungan dan
penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan
memperhatikan hukum dan perudang-undangan. Sedangkan penjelasan Pasal 6
Ayat (2) menyatakan dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas
budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata
dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan
dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang
berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan hukum adat di Indonesia pada umumnya dan di
Sumatera Barat pada khususnya, Pemerintah Nagari di Minangkabau, telah ada
sebelum masuknya Belanda ke Indonesia. Kedudukan nagari waktu itu adalah
suatu wilayah yang mempunyai otonomi penuh. Nagari dilihat seakan-akan
sebagai republik kecil di bawah pimpinan penghulu yang teroganisir dalam
kerapatan Adat Nagari (KAN) yang tugasnya berdasarkan mufakat alur dan
patut.*’

Ketentuan adat Minangkabau di mana seorang penghulu adalah Andiko
dari kaumnya atau “Kemenakan Barajo kamamak, Mamak Barajo Ka

Panghulu, Panghulu Barajo Kanan Bana” artinya mamak berfungsi sebagai

5 Ass.Suhaiti”Fungsi Kerapatan Adat Nagari di Minangkabau sebelum dan Sesudah Berlakunya
Undang-undang No.5 tahun 1996, hlm. 1
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kepala pemerintahan dan menjadi pemimpin dalam kaumnya dan juga menjadi
hakim juga pendamai di dalam kaumnya, ia juga menjadi jaksa dan pembela
kaumnya terhadap orang luar.”® Mengenai status tanah dan ulayat di Sumatera
Barat, merupakan hak tertinggi di Minangkabau yang terpegang dalam tangan
penghulu, nagari, kaum atau federasi beberapa nagari, tanah dan ulayat tidak
boleh diperjual belikan atau dihilangkan begitu saja.”’

Masyarakat hukum adat juga memiliki mekanisme peyelesaian sengketa,

2 Penghulu, dalam

termasuk di Minagkabau, Menurut Idrus Hakimi Dt. Rajo,’
penyelesaian sengketa di Minangkabau fungsi dan peranan Ninik Mamak
sangat dominan, karena suatu perbuatan atau tindakan yang akan diambil guna
kepentingan bersama harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Mamang adat
menyatakan “ Ba iye-iyo jo adik, batido jo kakak, nan ketek dibari tahu nan
gadang dibao baiyo, bulek aia kapambuluh bulek kato dek mupakek” (Beriya-
iya dengan adik, bermusywarah dengan kakak, bulek air karena pembuluh,
bulat kata karena mufakat).

Memperhatikan pada mamang adat di atas, terlihat bahwa struktur
kekeluargaan di Minangkabau yang matrilineal itu memerlukan adanya
permusyawaratan dalam suatu kaum. Individu dalam suatu kaum sebagai
bagian dari masyarakat hukum, paruit (perut) kaum dan suku tidak dibenarkan
mengambil putusan sendiri-sendiri. Kemenakan adalah seperintah mamak yang

tunduk kepada penghulu dan penghulu inilah yang membuat keputusan

berdasarkan musyawarah dan mufakat.”

70 A.A
" Ibid

Navis, op cit, hlm.18
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Kerapatan Adat Nagari yang keanggotaannya terdiri dari penghulu dalam
Nagari merupakan perwujudan dari pelaksanaan kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ajaran adat
tradisional tentang pengambilan keputusan tanpa adanya oposisi yakni bulek
air oleh pembuluh bulat kata karena mufakat, pelaksanaannya adalah * Bulek
lah buliah digalongkan picak lah buliah dilayangkan”, artinya kalau sudah
bulat dapat digolongkan kalau picak/datar sudah dapat dilayangkan.

Cara mengambil keputusan yang didasarkan musyawarah dan mufakat,
sebagai karakter bangsa Indonesia mementingkan kebersamaan dianut dalam
mengambil suatu keputusan dengan musyawarah dan mufakat telah merupakan
darah daging dan telah memasuki dalam segala bidang pada masyarakat

Minangkabau.

B. Pendaftaran Tanah
1. Pengertian Pendaftaran Tanah.

Dalam pembangunan jangka panjang peranan tanah bagi pemenuhan
berbagai keperluan terus akan meningkat, baik sebagai tempat bermungkin;
maupun untuk kegiatan usaha. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula
kebutuhan akan dukungan berupa jaminan kepastian hukum di bidang
pertanahan. Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan,
pertama-tama memerlukan tersedianya perangkat hukum yang tertulis, lengkap
dan jelas yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan isi
ketentuan-ketentuannya. Selain itu dalam menghadapi kasus-kasus konkrit

diperlukan juga terselenggaranya pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi
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para pemegang hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan haknya atas
tanah yang dikuasainya.

Sehubungan dengan itu UUPA, dalam Pasal 19 memerintahkan
diselenggarakannya pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian
hukum dimaksud. Pendaftaran tanah tersebut kemudian diatur lebih lanjut
dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada saat ini
menjadi dasar kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Dalam peraturan pemerintah yang menggantikan PP No. 10 Tahun
1961 ini, tetap dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan, yang pada
hakikatnya sudah ditetapkan dalam UUPA. Pendaftaran tanah tetap
diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di
bidang pertanahan. Sistem publikasi adalah sistem negatif, tetapi yang
mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti
hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan
dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c, Pasal 23 Ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal
38 Ayat (2) UUPA. Pendaftaran tanah dilaksanakan melalui 2 cara, yaitu
pertama secara sistematik yang meiiputi wilayah satu desa atau kelurahan atau
sebagiannya yang terutama dilakukan atas prakarsa pemerintah dan kedua
secara sporadik, yaitu pendaftaran rnengenai bidang-bidang tanah atas
permintaan pemegang atau penerima hak yang bersangkutan secara individual
atau massal.

Disamping pendaftaran tanah secara sistematik, pendaftaran tanah secara

sporadik juga akan ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya

akan bertambah banyak permintaan untuk mendaftarkan secara individual dan
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massal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, yang akan semakin
meningkat kegiatannya. Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan karena
melalui cara ini akan mempercepat perolehan data mengenai bidang-bidang
tanah yang akan didaftarkan dari pada melalui pendaftaran tanah secara
sporadik.

Tetapi karena prakarsanya datang dari pemerintah, diperlukan waktu
untuk memenuhi dana, tenaga dan peralatan yang diperlukan. Maka
pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu rencana kerja meliputi jangka
waktu yang agak panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan
melalui uji kelayakan agar berjalan lancar.

PP No. 24 Tahun 1997, pengganti PP No. 10 Tahun 1961 ini, tetap
dipertahankan tujuan dan sistem yang digunakan. Peraturan pemerintah ini
dituangkan dalam Lembaran Negara 1997 Nomor 59 tanggal 8 Juli 1997 dan
berlaku pada tanggal 8 Oktober 1997 sebagai perintah dari Pasal 19 UUPA,
yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi;

a. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan hak atas tanah.

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

c. Pemberian Surat-Surat Tanda Bukti Hak, yang berlaku sebagai alat
pernbuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara
dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri
Agaria.

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya biaya yang ber sangkutan
dengan pendaftaran termaksud dalam Ayat (1) di atas, dengan
ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebankan dan
pembayaran biaya-biaya tersebut.
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Untuk pelaksanaan Pasal 19 Ayat (1) UUPA tersebut pemerintah telah
menerbitkan PP No. 10 Tahun 1961 yang juga telah diganti dengan PP No. 24
Tahun 1997. Pada hakikatnya sudah ditetapkan dalam UUPA yaitu bahwa
pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jamin kepastian
hukum di bidang pertanahan. Begitu juga dengan sistem publikasinya adalah
sistem negatif, tetapi yang cenderung positif karena akan menghasilkan surat-
surat bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Penggunaan istilah kadaster di Indonesia menunjukkan pendaftaran
tanah sebelum berlakunya PP No. 10 Tahun 1961 yang hanya berupa
pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, yang kemudian diganti dengan
PP No. 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah adalah berdasarkan Pasal 19 Ayat
(2) yang meliputi:

1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah.

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat

pembuktian yang kuat.

Pasal 1 angka (1) PP No. 24 Tahun 1997 menyatakan:
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur,
meliputi pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian dan
pemeliharaan data fisik dengan data yuridis, dalam bentuk peta dan
daftar, mengenai bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan
hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang
membebaninya.
Pendaftaran tanah di Indonesia sekarang adalah suatu

“rechtskadaster” atau “legal cadastere” yaitu pendaftaran yang diadakan

dalam rangka menjamin kepastian hukum serta kepastian hak atas tanah
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(Pasal 19 Ayat (1) UUPA). Pendaftaran tanah atau “land registration”
ternyata tidak hanya mendaftarkan tanahnya secara fisik, melainkan juga
mendaftarkan hak-hak atas tanah yang menentukan status hukum serta hak-
hak lain yang membebaninya. 7

Berkaitan dengan ruang lingkup pendaftaran tanah yang disebutkan
dalam Pasal 19 Ayat (2) UUPA tersebut di atas sebagai berikut:

Pendaftaran tanah yang dimaksud meliputi :

1. Pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah yang menghasilkan peta
pendaftaran dan surat ukur. Demi pendaftaran dan surat ukur dapat
diperoleh kepastian mengenai letak, batas, dan luas tanah-tanah yang
bersangkutan, inilah yang disebut “asas specialiteit”.

2. Pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak tersebut termasuk dalam
kegiatan ini pendaftaran atas tanah atau pencatatan dan pada hak-hak lain
(baik hak-hak lainnya yang membebani hak-hak atas tanah yang didaftar
itu).

Selain mengenai status dari pada tanahnya, pendaftaran ini memberikan
keterangan tentang subyek dan haknya. Siapa yang berhak atas tanah
yang bersangkutan. Inilah yang disebut “asas openbaarheid”.

3. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang menurut Pasal 19 ayat (2)
berlaku sebagai alat pernbuktian yang kuat “Sertipikat™.”

4. Pendaftaran tanah di negara RI yang diperintahkan oleh Pasal 19 UUPA

menggunakan sistem publikasi negatif. Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf ¢

7 Boedi Harsono, Segi-Segi Teoritis dan Implikasi yuridis Pendaftaran Tanah, Makalah , yogjakarta,
1992, him. 1

. Eddy Ruchiyat, Sistem Pendafiaran Tanah Sebelu dan Sesudah Berlakunya UUPA, Bandung.
Armico, 1994, him. 3
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UUPA dinyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi “pemberian surat-
surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat”.
Dalam Pasal 23 Ayat (2), dan Pasal 38 Ayat. (2) UUPA juga dinyatakan
bahwa pendaftaran “merupakan alat pembuktian yang kuat” =

Untuk keperluan sistem pendaftaran tanah adalah sistem yang
digunakan dalam publikasi positif yaitu bukan sistem pendaftaran akta,
melainkan apa yang disebut sistem pendaftaran hak (registration of titles).”
Pengumpulan data yuridis dilakukan melalui surat-surat, alas hak, atau
pembuatan akta, tetapi bukan surat, alas hak dan akta tersebut yang didaftar,
surat alas hak/ akta hanya merupakan sumber data yuridis yang diperlukan
untuk pendaftaran. Data tersebut diolah dan dibukukan dalam suatu buku
yang disebut buku tanah (register), sedangkan yang merupakan surat tanda
bukti adalah sertipikat.

Definisi pendaftaran tanah menurut PP No. 24 Tahun 1997
mengandung berbagai aspek teknis, dan yuridis, bahkan apabila definisi
tersebut ditinjau lebih mendalam lagi, ternyata definisi tersebut merupakan
penyempurnaan dari ruang lingkup kegiatan pendaftaran tanah berdasarkan
PP No. 10 Tahun 1961 sebagaimama yang dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2)
UUPA, yang hanya meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah,

pendaftaran dan peralihan hak atas tanah, serta pemberian surat tanda bukti

hak dan sertipikat.

7® Boedi Harsono, Op.Cit. him. 24
"7 ibid him. 5
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2. Asas-Asas Pendaftaran Tanah

Menurut PP No. 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah mempunyai 5 (lima) asas,

yaitu:78

1. Sederhana
Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedur
pendaftaran tanah dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, terutama para pemegang hak.

2. Aman
Pengertian asas aman ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa
pendaftaran tanah perlu diselenggarakan dengan teliti dengan cermat,
sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai
dengan tujuannya.

3. Terjangkau
Pengertian asas terjangkau di sini dimaksudkan agar pihak-pihak yang
memerlukan, terutama golongan ekonomi lemah, dan terjangkau pemberian
pelayanan pendaftaran tanah.

4. Mutakhir
Pengertian asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam
pelaksaan dan kesinambungan pemeliharaan dan pendaftaran tanah. Data
yang tersedia harus menunjukkan yang mutakhir, sehingga perlu diikuti
kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi.

Asas ini menuntut dipeliharanya data pendaftaran tanah secara terus

7 penjelasan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah.
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menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang tersimpan di Kantor
Pertanahan selalu up to date sesuai dengan kenyataan di lapangan.
5. Keterbukaan
Maksudnya dengan asas ini masyarakat dapat memperoleh keterangan
mengenai data yang benar setiap saat sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Disamping dalam UUPA dan PP No.24 Tahun 1997, ketentuan
pendaftaran hak atas tanah juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri
Agraria Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan Hak
Pengelolaan, UU No. 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan UU No. 4
Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang
Berkaitan Dengan Tanah. Berikut ini dikemukakan cuplikan pasal-pasal
undang-undang tersebut terkait pendaftaran tanah:
1. Pasal 23 ayat (1) UUPA, mengatakan:
“Hak Milik demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut
ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19”.
2. Pasal 32 ayat (1) UUPA, mengatakan:
“Hak Guna Usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga
setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalarn Pasal 19”.
3. Pasal 38 ayat (1) UUPA, mengatakan:
“Hak Guna Bangunan termasuk syarat-syarat pemberiannya demikian
juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan

menurut ketentuan-keterituan yang dimaksud dalam Pasal 19”.




65

4. Pasal 9 UU No. 16 Tahun 1985 mengatakan:
Ayat (1) Sebagai tanda bukti hak milik atas satuan rumah susun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan Sertipikat

Hak Milik atas satuan rumah susun.

Ayat (2) Sertipikat Hak Milik atas satuan rumah susun sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas:

(1) Salinan buku tanah dan struktur atas hak atas tanah
bersama menurut ketentuan peraturan pemerintab
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960;

(2) Gambar denah tingkat rumah susun yang bersangkutan,
yang menunjukkan satuan rurnah susun yang dimiliki

(3) Pertelaan mengenai besarnya bagan hak atas benda
bersama dan tanah bersama benda.

Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan.
5. Pasal 13 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, mengatakan:
Ayat (1) : Pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor
Pertanahan.
Ayat (3) : Pendaftaran hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan oleh Kantor Pertanahan dengan membuatkan
buku tanah hak tanggungan dan mencatat dalam buku tanah

atas yang menjadi obyek hak tanggungan serta menyalin
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catatan tesebut pada sertipikat hak atas tanah yang
bersangkutan.
6. Pasal 14 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah
Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, mengatakan :

Ayat (1) : Sebagai tanda bukti adanya hak tanggungan Kantor Pertanahan
menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3) : Sertipikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse akte hypotheek
sepanjang rengenai hak atas tanah.

Pasal-pasal diatas merupakan ketentuan yang menjadi dasar hukum
pendaftaran hak tertentu atas tanah. Pasal tersebut adalah ditujukan kepada
pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk mendaftarkan hak atas
tanahnya masing-masing dalam rangka memperoleh surat tanda bukti hak atas
tanah atau sertipikat yang berlaku sebagai alat pernbuktian yang kuat terhacap
pemilikan hak atas tanah.

Mulai tanggal 8 Oktober 1997 pendaftaran tanah di Indonesia
diselenggarakan menurut ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara
1997 Nomor 59, TLN Nomor 3696). Semula yang mengatur penyelenggaraan
pendaftaran tanah adalah PP No. 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara 1961
Nomor 28, TLN Nornor 2171). Sebelumnya berlaku ketentuan Overschrijvings

Ordonantie (S. 1834 : 17) dan berbagai peraturan kadaster, khusus untuk tanah-
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tanah hak barat. Sejak berlakunya UUPA hak-hak tersebut dikonversi menjadi
Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Di
samping itu berlaku juga Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1962
untuk tanah hak milik adat dan peraturan-peraturan pendaftaran tanah yang
diterbitkan oleh berbagai swapraja, untuk tanah-tanah tertentu di daerahnya
masing-masing.

. Tujuan Pendaftaran Tanah

Sejak dahulu orang sudah berusaha untuk menciptakan dan mendapatkan
serta mnemperjuangkan kepastian hukum. Hal ini dilakukan dengan berbagai
upaya. Demikian juga dengan Pemerintah Belanda yang pada tanggal 21 April
1834 mengeluarkan suatu peraturan tentang kewajiban pendaftaran tanah yaitu
“Orerschrijvings Ordonantie” (S. 1834 - 27), namun yang wajib didaftarkan
menurut ordonansi ini hanyalah tanah barat yang pemilikannya sebagian besar
orang Belanda.

Bagi tanah adat, tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan tanahnya,
meskipun ada tujuannya berbeda dengan Overschrijvings Ordonantie tersebut,
yaitu hanyalah untuk kepentingan pembayaran pajak, bukan kepastian hukum
bagi pihak yang bersangkutan sedangkan tanah adat tidak mempunyai
kepastian hukum sama sekali. Hal ini ditegaskan lagi oleh Yurisprudensi
Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 No. 34/K/SIP/1960 yang
menyatakan babwa :

Surat petunjuk pajak bumi tidak merupakan suatu bukti mutlak bahwa

sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam

petunjuk pajak bumi tersebut akan tetapi petunjuk itu hanya merupakan

tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang
bersangkutan.
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Dengan adanya yurisprudensi ini semakin mendesaklah keinginan untuk
menciptakan kepastian hukum bagi hak atas tanah yang juga merupakan salah
satu tujuan UUPA. Kepastian mengenai hukumnya, hak atas tanah, subyek
maupun objek tanahnya, berusaha diwujudkan melalui dasar hukum yang
dikemukan diatas.

Menurut Pasal 4 PP No. 24 Tahun 1997 bahwa untuk memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang
bersangkutan (hak atas tanah, pemilik satuan rumah susan dan pemegang hak
tanggungan) maka diberikan sertipikat hak atas tanah. Dalam rangka
menyediakan informasi kepada pihak yang berkepentingan dan pemerintah
untuk memperoleh data fisik dan data yuridis dari sebidang tanah dan satuan
rumah susun yang sudah terdaftar untuk umum.

Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan, setiap bidang
tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya
hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.”

Obyek pendaftaran tanah menurut Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997,
meliputi:

1. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai.

2. Tanah Hak Pengelolaan.

3. Tanah Wakaf

4. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

5. Hak Tanggungan ; dan

™ Maria SW. Soemardjono, Ceramah, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukumn Dalam
Pendaftaran Tanah, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. 13 September 1997, him. 4.
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6. Tanah Negara

Keuntungan dari pendaftaran tanah dapat ditinjau dari segi pemegang
hak atas tanah, karena haknya sudah termasuk dalam peta dan jelas terdafiar.
Dengan demikian akan memberi jaminan positif atas haknya, sehingga
memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa. Hal ini juga akan
mempengaruhi proses pemindahan hak karena adanya bukti sehingga
memperingan biaya, prosedur, dan persyaratan lain, dengan sendirinya
transaksi tanahnya menjadi lebih mudah, murah dan aman. Selain itu tujuan
masyarakat maupun pemerintah melakukan pendaftaran tanah adalah untuk
mendapatkan kepastian hukum bagi subyek maupun obyek yang akan
diwujudkan dengan sertipikat. Hal ini merupakan suatu keuntungan bila
ditinjau dari segi sertipikat sebagai alat bukti yang kuat.

Pemberian sertipikat merupakan produk akhir dari suatu kegiatan
pendaftaran tanah menurut Pasal 19 Ayat (2) UUPA. Sertipikat menurut PP
No. 24 Tahun 1997 merupakan Surat Tanda Bukti Hak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf ¢ UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,
tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang
masing-masing sudah dibuktikan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Selain itu menurut PP No. 24 Tahun 1997 pendaftaran bertujuan untuk
meughimpun dan menyediakan informasi yang lengkap mengenai bidang-
bidang tanah ini dipertegas dengan dimungkinkannya dalam PP No. 24 Tahun
1997, pembukuan bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya belum
lengkap atau masih sengketa, namun sertipikat belum diterbitkan sebagai tanda

bukti haknya. Untuk memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak
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atas tanah juga ditegaskan sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat. Untuk
itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data
fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima
sebagai data yang benar, baik dalam pembuatan hukum sehari-hari maupun
dalam sengketa di Pengadilan sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) dan (2) PP No.
24 Tahun 1997.
4. Sistem Pendaftaran Tanah
Guna memenuhi asas publisitas dewasa ini terdapat 2 (dua) sistem yang
merupakan kelompok utama. Sistem yang dipergunakan akan menentukan
corak dan nilai akibat hukum (rechisgevold) dari pengumuman (openbaar
warking) tersebut®. Kedua sistem tersebut adalah :
1. Sistem Positif
Ciri-ciri sistem positif antara lain adalah:
a. Apa yang sudah didaftarkan dijamin sebagai keadaan yang sebenarnya.
b. Seseorang yang sudah terdaftar sebagai yang berhak atas sebidang tanah
tidak dapat diganggu gugat, begitu pula mengenai batas-batas bidang
tanah tersebut.
c. Instansi yang mempunyai tugas mendaftar tidak hanya mendaftar saja,
melainkan harus meneliti sahnya apa yang didaftar itu.
d. Dalam menyelesaikan permasalahan/persoalan, segala sesuatu yang
seharusnya menjadi ~ wewenang pengadilan menjadi kekuasaan

administratif.

8 Departemen Dalam Negeri Op. cit ..
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Menurut sistem positif, segala yang tercantum dalam Buku
Pendaftaran Tanah dan Surat Tanda Bukti yang dikeluarkan merupakan suatu
hal yang bersifat mutlak dan merupakan alat bukti yang mutlak. Fungsi dari
pendaftaran tanah adalah untuk memberikan jaminan bahwa nama orang yang
terdaftar dalam buku tanah sudah tidak dapat dibantah lagi, sekalipun orang
tersebut bukan pemilik yang sebenarnya dari tanah yang bersangkutan.gl

Setiap pendaftaran hak dalam sistem positif memerlukan pemeriksaan
yang sangat teliti dan seksama sebelum orang tersebut didaftarkan sebagai
pemilik dalam daftar tersebut. Para petugas pendaftar memainkan peranan yang
sangat aktif disamping harus adanya peralatan yang cukup. Sistem positif ini
memberikan jaminan kepastian hukum yang sangat besar kepada pihak yang
terdaftar dari pihak ke-3. ini merupakan kelebihan sistem positif. Di samping
kelebihan, sistem positif mempunyai kekurangan sebagai berikut:

(1) Memerlukan waktu yang lama;
(2) Dapat mengakibatkan seorang pemilik yang benar-benar berhak akan
kehilangan haknya di luar perbuatannya dan di luar kesalahannya.
2. Sistem Negatif
Ciri-ciri sistem negatif antara lain adalah
a. Agar pemindahan sesuatu hak mempunyai kekuatan hukum akte
pemindahan hak harus dibubuhkan dalam daftar-daftar umum.

b. Apa yang tidak diumumkan tidak diakui.

¥ Abdurrahamn Op.Cit. him 90.
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c. Dengan publikasi tidak berarti bahwa hak itu sudah beralih dan yang
mendapatkan hak sesuai akte belum berarti menjadi pemilik yang
sebenarnya.

d. Tidak seorang pun yang dapat mengalihkan sesuatu hak lebih dari yang
dimiliki, sehingga seseorang yang bukan pemilik tidak dapat menjadikan
orang lain karena perbuatannya mnenjadi pemilik.

e. Pemegang hak tidak dapat kehilangan hak tanpa perbuatannya sendiri.®

Dalam sistem negatif, pendaftaran sesuatu hak atas nama orang yang
tidak berhak dapat merugikan pemegang hak yang sebenarnya. Hal ini
disebabkan terdaftarnya seseorang dalam daftar umum sebagai pemegang yang
sah menurut hukum. Sehubungan dengan hal itu, bagi pejabat pendaftaran
tanah tidak ada keharusan untuk memeriksa atas nama siapa pendaftaran
haknya.*

Pejabat pendaftaran tanah mendaftarkan hak dalam daftar umum atas
nama pemohonnya tanpa mengadakan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap
pemohonnya, sehingga pekerjaan pendaftaran hak dalam sistem negatif dapat
dilakukan secara cepat dan lancar. Sistem negatif selain memiliki kelebihan,
juga memiliki kekurang yaitu tidak terjaminnya kebenaran daftar umum yang
diadakan dalam pendaftaran tanah, orang yang terdaftar dalam daftar umum
sebagai pemegang hak harus menanggung sendiri resiko jika tanda bukti

haknya dibatalkan apabila ternyata bukan pemegang hak yang sebenarnya.

82 Abdurahman, Op.Cit., him. 2.
¥ Hermanses, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Tanpa Tahun diperbanyak khusus untuk perkuliahan
Akademi Pertanahan Nasional
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5. Sistem Publikasi

Sistem publikasi yang digunakan UUPA adalah sistem negatif yang
mengandung unsur positif sebagaimana dimaksud dalam PP No. 10 Tahun
1961 dan PP No. 24 Tahun 1997, yang akan menghasilkan Surat Tanda Bukti
Hak seperti yang dinyatakan dalarn Pasal 19 Ayat (2), Pasal 32 Ayat (2), dan
Pasal 38 Ayat (2) UUPA No. 5 Tahun 1960. Dalam sistem publikasi positif
setiap orang boleh mempercayai sepenuhnya data yang disajikan dalam
register/sertipikat hak tanah yang bersangkutan dengan dibukukannya oleh
seorang/badan hukum dalam register, maka orang/badan hukum tersebut akan
memperoleh hak dengan “Indefeasible Titles” (sesuatu hak yang diterbitkan di
dalam negara yang menganut sistem publikasi positif mempunyai kekuatan alat
bukti yang mutlak).

Sedang dalam sistem publikasi negatif didasarkan pada asas nemo plus
Jjuris, di sini pendaftar tidak membuat orang/badan hukum yang secara keliru
telah didaftarkan, sebagai pemegang hak yang sebenarnya tidak kehilangan
haknya dan berhak menuntut dibatalkannya sertipikat tersebut dan meminta
pengembalian tanah yang bersangkutan kepadanya, jika terbukti bersalah data
pendaftaran haknya selalu dapat dibetulkan. Pernyataan uraian dari sistem
publikasi negatif di atas ditegaskan dalam penjelasan umum PP No. 10 Tahun
1961 angka 7 huruf B:

Pembukuan suatu hak dalam Daftar Buku Tanah atas tanah seseorang
tidak rnengakibatkan bahwa orang yang sebenarnya atas tanah itu akan
kehilangan haknya, orang tersebut pasti dapat menggugat hak dari orang
yang mendaftar dalam buku tanah sebagai orang yang berhak.
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Oleh karena itu walaupun sistem publikasi yang digunakan negatif bukan
berarti negatif murni melainkan sistem negatif yang mengandung unsur tidak
murni/sistem negatif dengan unsur positif. Dalam hal prosedur pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta
penerbitan sertipikat diusahakan memperoleh dan menyajikan data yang benar,
sebelum tanah dan haknya dibukukan diadakan pengumuman dengan maksud
memberikan kesempatan dan kepada pihak ketiga dan pihak lain untuk
mengajukan keberatan dan sejauh mungkin diadakan usaha-usaha agar
keterangan-keterangan yang terdapat pada Tata Usaha Kantor Pertanahan
selalu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Menurut Pasal 32 ayat (2) PP
No. 24 Tahun 1997 pemegang hak atas tanah yang sudah terdaftar dalam
keadaan aman yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak atas
nama orang lain, jika selama 5 tahun sejak dikeluarkan sertipikat dia tidak
mengajukan gugatan pada pengadilan (asas rechtsverweking) sedangkan tanah
tersebut dengan itikat baik dan secara fisik dan nyata dikuasai olehnya atau
orang lain atau badan hukum yang mendapat persetujuan dari pemiliknya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPA akibat
hukum dalam pendaftaran hak atas tanah berupa surat tanda bukti hak yang
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap pemegang hak atas tanah.
Sertipikat tanah yang diberikan akan memberikan arti dan peranan penting bagi
pemegang hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap

pemegang hak atas tanah bersangkutan yakni sebagai berikut:**

% penjelasan Umum PP No.24 Tahun 1997
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1. Alat bukti kepemilikan atas tanah apabila ada persengketaan terhadap tanah
yang bersangkutan.
2. Jaminan pelunasan hutang pada Bank Pemerintah atau Swasta.
Sertipikat merupakan alat bukti hak, maka yang harus dibuktikan antara
lain:
1. Jenis hak atas tanah.
2. Pemegang hak.
3. Keterangan fisik dan yuridis tentang tanah.
4. Beban-beban di atas tanah.
5. Perbuatan hukum yang dilakukan.

6. Peristiwa hukum yang terjadi.
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BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA PENDAFTARAN TANAH ADAT MENURUT
PP NO. 24 TAHUN 1997 DI KOTA BUKITTINGGI

A. Gambaran umum daerah penelitian .
1. Keadaan Geografis

Kota Bukittinggi yang terletak pada posisi’ silang antara beberapa Provinsi
dan ibu kota Kabupaten/Kota, yang karenanya bisa berperan sebagai kota
transito/kota perdagangan, kota industri dan kota parawisata. Letak Geografis
Bukittinggi yang diambil pada peta topografi, terletak antara 100° 21°-100° 25°
Bujur Timur dan 01° 16’ - 00°19” Lintang Selatan dengan ketinggian sekitar
909 — 914 Meter dari permukaan laut. Bukittinggi terletak sebelah Utara
Padang (Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat) dengan jarak lebih kurang 91
(sembilan puluh satu) kilo meter (Km).

Kota Bukittinggi terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Guguk
Panjang, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan Kecamatan Aur Birugo
Tigo Baleh. Topografi Kota Bukittinggi tidak rata, bergelombang dan berbukit.
Di Kota Bukittinggi terdapat 2 (dua) buah sungai kecil yaitu Batang Agam
yang mengalir di tengah kota dan Batang Tambuo mengalir disebelah Timur
dalam kota. Kota Bukittinggi mempunyai luas 25.239 Km? (kilo meter persegi),
luas tersebut 0,06 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Dengan jumlah
penduduk 105.278 jiwa (terdiri dari 51.496 laki-laki dan 52.782

perémpuan. e

% Bukittinggi Dalam Angka 2007
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2. Pengunaan tanah.

Pengunaan tanah di Kota Bukittinggi terdapat 2 (dua) jenis klasifikasi
yaitu:86
Pertama, penggunaan tanah yang sudah di bangun (Urban Land Use),
penggunaan tanah yang bersifat urban terlihat di bagian tengah kota (Pusat
Kota). Penggunaan tanah kota didominasi oleh pusat perdagangan dan jasa,
baik jasa pemerintah/militer maupun perusahaan swasta dan industri kecil.
Daerah yang berciri urban yang terletak di bagian pusat kota mendapat
fasilitas yang lengkap, seperti jalan, listrik, air minum, riol, telpon dan
trotoar. Di Kota Bukittinggi yang merupakan pusat kota ini adalah
kecamatan Guguk Panjang. Di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dan
Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, daerah yang sudah dibagun cukup besar,
namun fasilitas kotanya tidak selengkap yang ada di pusat kota.
Kedua, pengunaan tanah yang bersifat pedesaan (Rural Land Use), terdapat
dibagian barat, timur dan utara Kota Bukittinggi. Penggunaan tanah sawah
luasnya 672,08 Ha (26,6 %), terutama terdapat di Kecamatan Aur Birugo
Tigo Baleh dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian barat dan utara.
Kota ini mempunyai kebun campuran seluas 793,22 Ha (31,43 %) tersebar di
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan bagian barat dan sedikit di Kecamatan
Guguk Panjang bagian selatan.

Tanah yang tidak diusahakan berupa hutan luasnya cukup banyak
yakni 327,63 Ha (12,98 %) yang paling banyak terdapat di Kecamatan

Mandiangin Koto Selayan 168,55 Ha (13,87 %) dan Kecamatan Guguk

% Rencana Persediaan, Peruntukan dan Pengunaan Tanah (RP3T) Kota Bukittinggi 1993
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Panjang 109,53 Ha. Sedangkan di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh hanya
49,55 Ha.
Untuk jelasnya Penggunaan Tanah di Kota Bukittingi dapat di lihat Tabel 1

berikut:

Tabel 1 Perincian Penggunaan Tanah di Kota Bukittinggi

= Kecamatan
NO Jenis Penggunaan |=3u Hingo | % Guguk % Mandiangin | % Jumlah 0%
Tanah Tigo Baleh Panjang Koto Selayan (Ha)
(Ha) (Ha) (Ha)

1 Perumahan 125,56 20,08 214,35 31,38 206,06 16,95 545,97 21,54
2 Jasa 23,54 377 35,53 5,20 31,20 2,56 90,27 3,58
3. Perusahaan 2,57 0,41 16,13 2,54 5,18 0,43 25,13 0.99
4 Industri 2,28 038 5,7 0,84 20,38 1,68 28,36 1,12
5 Tanah kosong yang - - 5,10 0,75 - - 5,10 0,20

sudah diperutukan

Tanah Perikanan
6. Tansh yang tidak 2,85 0,46 3,50 0,51 32 0,26 9,55 0,38
7. diusahakan/hutan 49,55 7,93 109,53 163 168,55 13,87 327.63 12,98

Kebun Campuran
8. Tegalan 42,88 6,86 231,24 33,85 519,10 42,70 793,22 31,43
9, Sawah 1,44 0,23 - - 16,25 1,34 17,69 0,70
10. 373,85 59,80 58,48 8,56 239,75 19.712 672,08 26,63

Jumlah 625,20 100 683,10 100 1.225,60 100 2.523.90 100

Sumber Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tahun 2008

3. Status Tanah

Pada umumnya status pemilikan tanah di daerah Sumatera Barat dan
Bukittinggi pada khususnya merupakan tanah ulayat (milik bersama), baik
milik suku ataupun milik kaum, namun dengan bertambah jumlah penduduk
maka semakin besar pula kebutuhan akan tanah. Kondisi ini tentu akan semakin
mendorong atau mempertegas hubungan antara perorangan dengan bidang
tanah tertentu. Semakin hari hak perorangan akan tumbuh dengan sendirinya
dan fenomena ini tentu akan menggerogoti terus hak ulayat, terjadilah apa yang
dinamakan dengan penggerogotan terhadap hak ulayat menjadi hak perorangan
(anggota kaum)*’, tanah-tanah tersebut sebagian besar telah terdaftar..

Anggota kaum atau suku yang memiliki tanah tersebut, ada yang tidak

berada di tempat tanah tersebut, mereka terpencar-pencar karena merantau

%7 Hasil melakukan recchek dengan Kurnia Warnan tgl. 10 Juni 2009 dan M.Dt. Pamuncak Alam tgl. 2
Juni 2009
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keluar daerah. Tanahnya diurus oleh salah seorang anggota kaum atau suku
yang menetap di kampung halaman. Dalam rangka pemanfaatan tanah dan
mendapatkan jaminan kepastian hukum terhadap tanah-tanah tersebut,
seharusnya ditentukan penguasaan dan pemilikkannya yang ditegaskan dalam
atau berupa sertipikat hak atas tanah dan merupakan bukti hak atas tanah yang
dilindungi oleh hukun menurut UUPA. Di atas telah dijelaskan bahwa
penguasaan dan pemilikan tanah di Bukittinggi merupakan tanah ulayat kaum
maupun suku yang bersifat komunal (hak milik bersama) dan ada juga hak
milik perorangan baik yang telah terdaftar maupun yang belum terdaftar.

Dari luas wilayah Bukittinggi 2523,90 Ha yang terdiri dari luas budidaya
2145,89Ha dan luas non budidaya 378,01Ha, dengan jumlah persil sebanyak
29,651 persil. Tanah-tanah yang telah terdaftar menurut ketentuan UUPA atau
telah mempunyai sertipikat hak atas tanah, data dari Kantor Pertanahan Kota
Bukittinggi, sebanyak 23.438 persil (1.025,78ha) atau 44 81 % dan luas

seluruh Kota Bukittinggi .**

B. Proses Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Adat Menurut PP No. 24
tahun 1997 di Kota Bukittinggi.

Penelitian ini difokuskan pada bentuk penyelesaian sengketa oleh Kantor
Pertanahan terhadap keberatan yang disampaikan oleh pihak yang
berkepentingan dalam proses permohonan pendaftaran tanah (pensertipikatan
tanah) khususnya tanah milik adat. Berdasarkan hasil wawancara penulis

dilapangan penyelesaian sengketa pendaftaran tanah adat menurut PP No. 24

# Sumber Data Kantor Pertanahana Kota Bukittinggi
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tahun 1997 di Kota Bukittinggi, dirasakan tidak puas oleh pihak yang merasa
keberatan atas penyelesaian yang dilakukan.

Karena lahirnya sengketa ini dalam pendaftaran tanah, maka terlebih
dahulu dikemukan proses pendaftaran tanah adat menurut PP No. 24 tahun 1997

di Kota Bukittinggi:

1. Persyaratan Pendaftaran Tanah Hak Milik Adat di Kota Bukitinggi

Pada tulisan ini dikemukakan mengenai pendaftaran tanah di Kota
Bukittinggi, khusus yang berkaitan dengan Tanah Adat di Kota Bukitinggi.
Bukitinggi yang merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Barat yang
hukum adatnya masih kuat. Oleh karenanya membicarakan masalah tanah di
daerah ini, maka kita tidak akan terlepas dari membicarakan masalah adat
Minangkabau, khususnya masalah hukum adat pertanahan, karena masalah
tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan hukum adat itu sendiri.

Lembaga-lembaga adat masih tetap mempunyai pengaruh yang kuat dan
berdiri kokoh serta tetap dihormati baik oleh anggota masyarakat hukum adat
maupun Pemerintah Daerah dalam penanganan pertanahan. Lembaga adat
dimaksud adalah Kerapatan Adat Nagari (KAN) yaitu lembaga perwakilan
permusyawaratan dan pemufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi
secara turun temurun sepanjang adat di tengah-tengah masyarakat Nagari ini
dibentuk pada mula berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Barat No. 13 Tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan
Masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Dalam rangka kembali ke Nagari, Perda ini kemudian yang diganti dengan
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Perda No. 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari yang telah diganti pula
dengan Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Nagari.

Untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum kepada setiap
pihak yang melaksanakan pendaftaran tanah, Instansi Pertanahan tidak bisa
mengabaikan begitu saja keberadaan Lembaga Adat (KAN). Hal ini
dikarenakan tanah-tanah di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya dan
khususnya Kota Bukittinggi adalah tanah ulayat/Adat yang sistim pemilikan
tanahnya adalah didasarkan pada sistim penguasaan pemilikan tanah secara
bersama-sama (communal bezit) dengan sistim pewarisan menurut garis
keturunan ibu (matrilineal). Sistim pemilikan dan penguasaan tersebut diatur
oleh Hukum Adat Minangkabau.

Tanah Adat/ulayat adalah tanah yang berada di Nagari yang meliputi
antara lain tanah, hutan, tebat, tambak dan lain-lain sebagainya yang dimiliki
oleh suatu kelompok masyarakat hukum tertentu (Nagari, suku dan kaum) dan
umumnya tanah-tanah tersebut  dipergunakan  untuk kepentingan
umum/masyarakat yang dikuasai dan diawasi oleh pemimpin masyarakat
tersebut dengan berpedoman kepada Hukum Adat yang berlaku. Tanah-tanah
Adat/ Ulayat kenal atas beberapa jenis yaitu "

1. Tanah Ulayat Nagari.
Yaitu tanah, hutan yang ada disekitar Nagari baik yang belum dimanfaatkan
seperti tebat, tambak, pasar Nagari, Masjid, Gelanggang Pemedanan,

Medan Nan Bapaneh dan lapangan yang dikuasai secara adat oleh dan

% H.DT.Perpatih Nan Tuo, Status Tanah Ulayat di Minangkabau dan Sistem Kekerabatan Masyarakat
Minangkabau, Makalah, Padang , 23 Oktober 2000, him.4
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dalam pengawasan Nagari yang dipergunakan bagi kepentingan masyarakat
Nagari/kepentingan umum.

2. Tanah Ulayat Suku.
Yaitu tanah yang dikuasai oleh suatu Suku dalam suatu Nagari, dimana
hanya anggota Suku inilah yang dapat memperoleh dan mempergunakan
tanah tersebut.

3. Tanah Ulayat Kaum (Pusaka Tinggi)
Yaitu tanah-tanah yang dimiliki oleh suatu kaum dan merupakan milik
bersama dan seluruh anggota kaum tersebut yang diperoleh secara turun-
temurun dan pengawasannya berada pada tangan Mamak Kepala Waris.

Disamping ketiga jenis Tanah Adat/Ulayat tersebut diatas, dikenal pula
istilah tanah pusaka rendah yaitu tanah-tanah yang diperoleh seseorang/sebuah
paruik (keturunan) berdasarkan pemberian, hibah ataupun pembelian oleh suatu
keluarga dari harta pencahariannya.

Untuk memperoleh kepastian Hak Atas Tanah (pendaftaran hak) dan
jenis-jenis tanah tersebut di atas, ® hanya ada 2(dua) diantaranya yang dapat
didaftarkan secara langsung melalui acara pengakuan hak yaitu Tanah Ulayat
Kaum (Pusaka Tinggi) dan tanah Pusaka Rendah. Sedangkan terhadap Tanah
Ulayat Nagari dan Ulayat Suku terlebih dahulu harus ada pelepasan
hak/penyerahan oleh Penguasa Adat atau Kerapatan Adat Nagari (KAN), Ninik
Mamak Penghulu Suku, Kepala Waris/Kaum yang bersangkutan kepada pihak
yang membutuhkan melalui Walikota Kepala Daerah, Apabila diperlukan

untuk kepentingan Pemerintah/Swasta dan apabila diperlukan untuk

% Hasil wawancara penulis dengan Roy Septiadi Kasi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor
Pertanahan Kota Bukittinggi tgl.29 Mei 2008
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kepentingan perorangan maka pelepasan haknya dapat dilakukan langsung
kepada yang bersangkutan, yang lazimnya dilakukan dengan cara “Adat diisi
limbago dituang/siliah jariah” berdasarkan musyawarah dan mufakat.
Selanjutnya, tanah tersebut dapat diajukan permohonan pendaftaran haknya
dengan melalui proses acara Pemberian Hak Atas Tanah.

Pelaksanaan tugas pertanahan terhadap Tanah ulayat Nagari, Suku dan
Kaum, disamping berpedoman/mengacu kepada peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, maka unsur-unsur lembaga adat tidak dapat dikesampingkan
begitu saja. Hal ini dikarenakan status tanah-tanah ulayat tersebut pada
umumnya tidak mempunyai bukti tertulis, sehingga yang banyak mengetahui
tentang status pemilikan dan penguasaannya adalah unsur-unsur lembaga Adat
di samping Kepala Kelurahan dan Camat setempat dengan mempelajari
Ranji/Tambo dari suatu Nagari, Suku maupun Kaum.

Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat
Nomor SK.189-104-191 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah
Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat (Perda) Nomor 13 tahun 1983
tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat dalam Provinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Lebih lanjut didalam pasal 5 Keputusan
tersebut dikatakan bahwa; Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan
Ulayat Nagari, Suku dan Kaum untuk kesejahteraan masyarakat Nagari, dapat
dilakukan sebagai berikut:

Ayat (3) Memanfaatkan kekayaan Nagari, ulayat suku dan kaum oleh
masyarakat /anak Nagari harus mendapat persetujuan dalam

bentuk legalisasi oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN);
a. Terhadap pemanfaatan harta. kekayaan Nagari terlebih dahulu

mendapat persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN);
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b. Terhadap pemanfaatan ulayat suku dan kaum terlebih dahulu
mendapat persetujuan dan Ninik Mamak Penghulu Suku,
Kepala Waris/Kaum yang bersangkutan.

Ayat (4) Pemanfaatan harta, kekayaan Nagari, ulayat suku dan kaum
oleh pemerintah untuk kepentingan umum dan sosial harus
mendapat persetujuan dalam bentuk legalisasi oleh Kerapatan
Adat Nagari;

a. Terhadap pemanfaatan harta kekayaan Nagari terlebih dahulu
mendapat persetujuan dan Kerapatan Adat Nagari (KAN);

b. Terhadap pemanfaatan ulayat suku dan kaum terlebih dahulu
mendapat persetujuan dan Ninik Mamak Penghulu Suku,
Kepala Waris/Kaum yang bersangkutan.

Ayat (5) Pemanfaatan harta kekayaan Nagari, Ulayat Suku dan Ulayat
Kaum oleh Pemerintah untuk kepentingan umum dan sosial
dilakukan dengan cara; adat diisi limbago dituang/siliah
jariah berdasarkan musyawarah mufakat.

Pemanfaatan harta kekayaan Nagari, Ulayat Suku dan Ulayat
Kaum oleh investor/swasta, BUMN, BUMD, Koperasi dan
Yayasan harus mendapat persetujuan dalam bentuk legalisasi
oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN):
a. Terhadap pemanfaatan harta kekayaan terlebih dahulu
mendapat persetujuan Kerapatan Adat Nagari (KAN);
b. Terhadap pemanfaatan Ulayat Suku dan Kaum terlebih
dahulu mendapat persetujuan dan Ninik Mamak
Penghulu Suku, Mamak Kepala Waris/Kaum yang
bersangkutan.

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa di antara jenis tanah-tanah
milik adat di Bukittinggi hanya dua yang dapat didaftarkan secara langsung
untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) yaitu tanah ulayat kaum (pusaka
tinggi) dan tanah pusaka rendah. Sesuai dengan kenyataan yang ada dimana
tanah-tanah adat/ulayat tersebut pada umumnya belum mempunyai bukti-bukti
tertulis, maka pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dilakukan melalui proses
Pengakuan/Penegasan konversi Hak Atas Tanah Milik Adat sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA)

No.2 tahun 1962, tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak

Indonsia Atas Tanah.
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Oleh karena hukum adat masih hidup dan kuat di Bukittinggi serta
peranan penguasa adat yang kukuh dan dihormati, maka proses pensertipikatan
tanah adat/ulayat harus dilengkapi dengan surat-surat bukti pemilikan dan
penguasaan tanah yang dijadikan sebagai alas hak. Pembuatan dan pengadaan
alas hak sebagai bukti pemilikan dan penguasaan tanah adat/ulayat telah diatur
didalam Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Cq
Kepala Direktorat Agraria tanggal 26 Agustus 1983 Nomor
DA.6980/I11/2F/1983 tentang Tertib Prosedur Penyelesaian Permohonan Hak
Atas Tanah yang berasal dan Tanah Adat, dan Surat Edaran Kepala Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat tanggal 31
Januari 1992 No.500/189 A-BPN/1992 tentang Keseragaman bentuk alas
hak/pernyataan pemilikan tanah asal milik adat.

Sehubungan dengan Surat Edaran tersebut diatas, maka pelaksanaan
pensertipikatan tanah adat/ulayat disamping dilaksanakan berdasarkan PMPA
No.2 tahun 1962 jo Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.
SK.26/DDA/1970 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas Hak-hak
Indonesia Atas Tanah, permohonan tersebut juga harus dilengkapi dengan
surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah oleh pemohon yang berisikan identitas
dan subjek hak, objek hak antara lain jenis penggunaan tanah, asal usul
perolehan, luas, letak dan batas-batas tanah. Surat Pernyataan tersebut harus
ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh; Ahli waris/anggota
kaum, Mamak Kepala Waris dalam kaum, Penghulu Sukuw/Orang IV Jinih,

Ketua Kerapatan Adat Nagari, Pemilik tanah yang berbatasan, Kepala
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Desa/wali Nagari untuk di Kabupaten, Kelurahan dan Camat Kepala
Wilayah Kecamatan letak tanah.

2. Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, yang isinya antara lain
menyetujui tanah adat/ulayat tersebut untuk didaftarkan guna mendapatkan
Sertipikat Hak Atas Tanah, yang ditanda tangani oleh ahli waris/anggota
kaum, diketahui oleh; Mamak Kepala Waris, Penghulu Suku/Orang IV
Jinih, Kepala Desa/Kelurahan letak tanah dan Camat Kepala Wilayah
Kecamatan letak tanah.

3. Ranji (silsilah) keturunan (jika tanah berasal dan ulayat kaum/pusaka tinggi)
minimal tiga generasi/tingkatan keatas dari pemohon. Ranji tersebut dibuat
oleh Mamak Kepala Waris diketahui oleh Penghulu Suku, Ketua Kerapatan
Adat Nagari, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat setempat.

4. Surat Keterangan dari Wali Nagari/Kepala Desa/Kelurahan letak tanah,
yang isinya antara lain menerangkan tentang subjek dan objek hak atas
tanah dimaksud yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan
letak tanah.

Surat Pernyataan Pemilikan Tanah oleh pemohon yang berisikan
identitas dan subjek hak, objek hak antara lain jenis penggunaan tanah, asal
usul perolehan, luas, letak dan batas-batas tanah. Merupakan alas hak, bukti
kepemilikan hak atas tanah seseorang (sebagai anggota)/ kaum secara adat.
Sebagai dasar kepemilikan untuk pendaftaran tanah.

Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, yang isinya antara lain
menyetujui tanah adat/ulayat tersebut untuk didaftarkan. Ini merupakan bukti

persetujuan semua anggota kaum kepada seseorang/beberapa anggota kaum
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guna mendapatkan sertipikat hak atas tanah. Tanpa persetujuan semua anggota
kaum pendaftaran tanah tidak dapat dilaksanakan pendaftaran haknya, karena
masyarakat Minangkabau adalah masyarakat komunal, maka pemegang tanah
milik adat adalah seluruh anggota kaum. Tanah milik adat sejak berlaku UUPA
sudah diakui keberadaannya, dalam permohonan pendaftaran tanah adalah
proses pengakuan/pengakuan (konversi) hak atas tanah milik adat mejadi hak
milik sesuai dengan UUPA.

Sesuai dengan rekomendasi hasil rumusan seminar tentang tentang
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah menurut PP No.24 Tahun 1997 tgl. 22 Maret
1999. Ranji/silsilah keturunan adalah merupakan bukti tertulis keberadaan
anggota kaum, untuk menjelaskan bahwa tanah yang akan didaftarkan berasal
dari tanah milik adat/pusaka tinggi yang telah turun temurun. Ranji/sisilah
tersebut harus dibuat sekurang-kurangnya tiga generasi keatas.”"

Surat Keterangan dari Wali Nagari/Kepala Desa/Kelurahan letak tanah,
yang isinya antara lain menerangkan tentang subjek dan objek hak atas tanah.
Surat keterangan ini diperlukan dalam pendaftaran tanah, untuk menerangkan
secara formal bahwa secara nyata hak atas tanah tersebut memang dikuasai dan
pdiakui oleh pihak yang berbatasan.

Dengan diberlakukan PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri
Agraria/ Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Khusus
tanah milik adat di Sumatera Barat sesuai dengan surat Menteri Negara
Agraria/ Kepala BPN No. 600-2287-D.IV tanggal 2 Juli 1999 yang merupakan

tanggapan dari surat tertanggal 20 April 1999 Nomor 06/BKS/KAN-

91

Surat Edaran Kantor wilayah Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Barat tgl.21 Juli 1999
No.630/936/BPN-99
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PDG/IV/99, ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera
Barat dan tembusannya antara lain ditujukan kepada Menteri Negara Agraria/
Kepala BPN.

Surat Badan Kerjasama Kerapatan Adat Nagari (KAN) se Kota Padang
tersebut adalah tanggapan terhadap Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah BPN
Propinsi Sumatera Barat tanggal 31 Desember 1997 No.610.1/1771/BPN-1997
yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor se Sumatera Barat tentang
Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 dan
contoh Blanko Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah (Sporadik).
Dimana Menteri Negara Agraria/Kepala BPN menanggapi dan menyetujul
terhadap tanah milik adat di Sumatera Barat tetap memperhatikan lembaga adat
(Ninik Mamak dan KAN).” Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.500/88/BPN-2007 tanggal 8
Februari 2007 perihal alas hak untuk keperluan penetapan hak dan pendaftaran
tanah, yang memyempurnakan dan melengkapi bentuk alas hak sebelumnya.

Dari ketentuan tersebut diatas, jelas terlihat bahwa segala bentuk
pelaksanaan tugas dibidang pertanahan yang menyangkut dengan tanah
adat/ulayat, tidak bisa terlepas dengan keberadaan penguasa-penguasa adat,
unsur-unsur lembaga adat. Dalam kaitan dengan peranan lembaga adat ini,
maka dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pertanahan, antara lain,
pembuatan/pengadaan alas hak atas tanah adat/ulayat, penyediaan tanah untuk
pembangunan dan penyelesaian sengketa-sengketa pertanahan adat. Kantor

Pertanahan mengarahkan agar penanganan pertanahan di samping melalui jalur

2 Ibid
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yuridis formil, juga agar melakukan dengan jalan pendekatan
adat/kemasyarakatan. Oleh karenanya pihak pertanahan dalam melaksanakan
tugas harus memperhatikan lembaga-lembaga adat yang ada, karena
bagaimanapun juga eksistensi tanah hak ulayat diakui didalam Pasal 3 UUPA.
Oleh sebab itu tanah-tanah hak adat/ulayat yang masih ada dihormati dan
dipertahankan oleh masyarakat adat di Sumatera Barat khususnya di Kota
Bukittinggi yang dalam pelaksanaannya sehari-hari masih sejalan dengan
UUPA, dalam arti kata tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan dan
Peraturan-Peraturan lain yang lebih tinggi.
2. Tata cara pendaftaran Tanah Milik Adat.
Tata cara pendaftaran dan pengakuan hak/penegasan hak atas tanah
milik adat di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi sebagai berikut o
1. Pemilik mengajukan permohonan tertulis dengan blanko yang tersedia untuk
itu kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi, dengan lampiran
sebagai berikut:
a. Surat-surat yang berkaitan dengan tanah yang dimohon terutama surat
yang memberi petunjuk status tanah yakni Surat Pernyataan Penguasaan

Fisik Bidang tanah (Sporadik),

o

. Surat pernyataan Pemilikan Tanah

. Surat Kesepakatan/Persetujuan Kaum .

le]

o

. Ranji/silsilah Keturunan

. Surat Keterangan Lurah letak tanah.

a

% Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997
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2. Permohonan dalam keadaan lengkap dalam satu map dengan ditulis nama
pemohon sertipikat tanah berada di Kelurahan mana, Kecamatan atau
wilayah mana, Kota dan Propinsi. Setelah pemohon menyerahkan map
yang berisikan berkas pemohon sertipikat tanah ke loket yang telah

ditentukan. Setelah menerima berkas, petugas loket memberikan Surat

Bukti Tanda Terima berkas pemohon sertipikat tanah yang dibubuhi tanda
tangan si penerima berkas serta membayar :

a) Panjar biaya pengukuran

b) Biaya panitia pemeriksaan tanah

3. Untuk menetapkan batas bidang tanah, pemohon wajib menunjukkan batas-
batas bidang tanah yang dimohonkan. Petugas ukur melakukan pengukuran
dengan disaksikan dan di sepakati pemilik tanah yang berbatasan dengan
hasil penerbitan peta bidang tanah (data fisik) .

4. Berdasarkan surat-surat/alas hak (data Yuridis) dan peta bidang tanah (data
fisik), Panitia Pemeriksaan Tanah mengadakan pemeriksaan, melakukan
penelitian riwayat tanah dan kebenaran terhadap data fisik dan data yuridis
atas tanah yang dimohonkan oleh pemohon.

5. Permohonan kemudian diumumkan di Kelurahan dan Kantor Pertanahan
selama 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari berturut-turut, maksudnya
untuk memberi kesempatan kepada anggota masyarakat/pithak yang
berkepentingan guna mengajukan keberatan-keberatan mengenai data fisik

dan data yuridis yang akan diterbitkannya sertipikat tanah atas nama

pemohon.
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6. Jika pengumuman sudah berakhir dan tidak ada yang berkeberatan atas isi
pengumuman tersebut. maka data fisik data yuridis tersebut disahkan oleh
Kepala Kantor Pertanahan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan
Data Yurisdis.

7. Berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yurisdis,
permohonan hak atas tanah tersebut ditegaskan haknya menjadi hak milik.
Setelah pemohon memenuhi kewajibannya yakni membayar biaya
pendaftaran, Kantor Pertanahan menerbitkan sertipikat hak atas tanah yang
dimohonkan.

Apabila dalam pengumuman ada tanggapan masyarakat atau pihak yang
berkepentingan yang merasa keberatan atas penerbitan sertipikat tanah tersebut,
maka penyelesaian dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Bukitinggi
dengan musyawarah mufakat. *‘Dari data permohonan pendaftaran tanah milik
adat yang dimohonkan di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi sejak tahun 2005
sebanyak 233 persil, yang mengajukan keberatan sebanyak 4 (empat)
permohonan, tahun 2006 sebanyak 168 persil, yang mengajukan keberatan
sebanyak 5 (lima) permohonan, tahun 2007 sebanyak 260 persil, yang
mengajukan keberatan sebanyak 11 (sebelas) permchonan, tahun 2008
sebanyak 104 persil, yang mengajukan keberatan sebanyak 1 (satu)
permohonan”

Dari luas wilayah Kota Bukittinggi 2.523,90 Ha yang terdiri dari 29.651

persil yang telah bersertipikat sebanyak 23.438 persil sekitar 79,05% (tanah

% Sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997
% Hasil penelitian penulis di Kantor Pertanahan Kota Bukittingi tgl.13 Juli 2009.
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milik adat sekitar 70%) perician realisasi penerbitan sertipikat tanah di Kota

Bukittingi dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2 Realisasi Penerbitan Sertipikat tanah Kota Bukittinggi Tahun 2008

No Luas Wilayah Luas Non Luas Jumlah Sudah Belum Persent
(Ha) Budidaya | Budidaya Persil bersertipikat bersetipikat ase
(Ha) (Ha) (persil) (persil) (%)
1. 2.523,90 378,01 2.145,89 29.651 23.438 6,313 79,05

Sumber Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tahun 2008.

3. Penyelesaian Sengketa Pendaftaran Tanah Adat di Kota Bukittinggi

Sengketa hukum atas tanah tidak dapat dilepaskan dalam kaitannya
dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu negara hukum yang
berorientasi kepada kesejahteraan umum sebagaimana tersirat di dalam UUD
1945. Dalam bentuk Negara yang demikian, maka setiap usaha pemerintah mau
tidak mau akan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan dan penghidupan
hajat orang banyak, termasuk di dalam hal ini usaha penanganan masalah
dibidang pertanahan.

Dalam pelaksanaan pedaftaran tanah, sering ditemui benturan-benturan
antara sesama warga masyarakat dan antara warga masyarakat dengan
pemerintah yang berkaitan dengan masalah hak atas tanah. Benturan-benturan
tersebut apabila diabaikan begitu saja atau tanpa ditangani secara sungguh-
sungguh akan melahirkan persengketaan yaitu sengketa hukum atas tanah atau
disebut juga sengketa pertanahan. Yang dimaksud sengketa pertanahan adalah
suatu tuntutan perdata dari suatu pihak yang merasa lebih berhak dari pihak lain
terhadap pemilikan atas tanah.”®

Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden (Perpres)

No.10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional, penanganan

% Dirjen Agraria, Sub Direktorak Penyusunan program dan Bimbingan Teknis Direktorat Pengurusan
Hak Tanah, Tata Laksana Pengurusan Hak Tanah, 1985. Loc, cit
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Penyelesaian sengketa pertanahan merupakan sebagian tugas Badan Pertanahan
Nasional RI (BPN RI). Pada uraian terdahulu telah dikemukakan bahwa
mekanisme penanganan sengketa tersebut lazimnya diselenggarakan dengan
pola atau tata cara menerima pengaduan, mengadakan penelitian, pencegahan
mutasi (status quo), musyawarah mufakat, dan penyelesaian melalui
pengadilan.

Pada umumnya pengaduan masalah pertanahan yang disampaikan oleh
masyarakat berisi hal-hal atau peristiwa yang menggambarkan bahwa pemohon
(yang merasa keberatan/pengadu) adalah yang berhak atas tanah sengketa
dengan melampirkan bukti-bukti. Dan mohon penyelesaian disertai harapan
agar terhadap tanah tersebut dapat dicegah proses sertipikat dan mutasinya,
sehingga tidak merugikan dirinya.

Terhadap penanganan tersebut kemudian dilakukan penelitian baik berupa
pengumpulan data/administratif maupun hasil penelitian fisik di lapangan, hasil
penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah' pengaduan tersebut
beralasan atau tidak untuk diproses lebih lanjut. Jika ternyata terdapat dugaan
kuat, bahwa pengaduan tersebut dapat diproses, maka lebih lanjut diselesaikan
melalui tahap tentang kemungkinan dilakukan pencegahan yang menyatakan
tanah tersebut dalam sengketa. Namun, apabila pengaduan tersebut tidak
mengandung alasan-alasan yang kuat atau masalahnya tidak terlalu prinsipil
dan harus menempuh proses lembaga atau instansi lain, maka kepada yang
bersangkutan diberitahukan hal-hal tersebut dan dinyatakan bahwa pengaduan
tidak atau belum dapat dipertimbangkan. Sebagai tindak lanjut dan

penyelesaian sengketa tersebut di atas, kemudian baik atas dasar petunjuk atau
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perintah atasan maupun berdasarkan prakarsa Kepala Kantor Pertanahan
terhadap tanah sengketa dapat dilakukan langkah-langkah pengamanan berupa
pencegahan/penghentian untuk sementara proses penerbitan sertipikat.”’

Kegunaannya yang pertama adalah untuk kepentingan penelitian dalam
penyelesaian sengketa, karena kalau tidak demikian penyelesaian sengketa
akan mengalami kesulitan dalam meletakkan keputusannya nanti, Misalnya
tanah yang dalam sengketa diperjualbelikan sechingga keputusannya akan
merugikan pihak pembeli yang beritikad baik. Kegunaan yang kedua adalah
untuk kepentingan pemohon sendiri (yang merasa keberatan), sebab apabila
tidak dilakukan penghentian sudah barang tentu pengaduan tersebut tidak akan
ada gunanya.

Istilah-istilah sehubungan dengan pencegahan, kita mengenal istilah
pembeslahan yang biasanya dalam kaitannya dengan proses di Pengadilan,
Penyegelan yang lazimnya dipergunakan oleh instansi Kepolisian atau
Kejaksaan untuk keperluan penyidikan dan istilah pemblokiran, yaitu istilah
yang lazim digunakan oleh masyarakat umum yang maksud dan artinya adalah
sama dengan pencegahan mutasi.

Syarat-syarat untuk dapat dilakukan pencegahan guna menjamin
kelancaran pemeriksaan atau penelitian antara lain, terdapat suatu alasan yang
sah, misalnya si pemohon, atau pihak yang merasa keberatan pengadu akan
terancam haknya, apabila tidak dilakukan pencegahan. Kemudian demi
kepentingan hukum perlu dilakukan pencegahan untuk menjamin kelancaran

pemeriksaan atau penelitian. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi

77 Wawancara penulis dengan Akmal, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tgl 28 Mei 2009
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misalnya sipengadu ternyata tidak mempunyai kepentingan terhadap tanah
yang bersangkutan, maka pengaduan tersebut harus dijawab dengan
memberikan pertimbangan penolakan.

Selanjutnya sebagai watak kepribadian bangsa Indonesia yaitu selalu
menyelesaikan sesuatu masalah dengan musyawarah untuk mufakat, hal i
telah digariskan dalam Pancasila. Penyelesaian sengketa pertanahan secara
musyawarah yaitu mengadakan pendekatan-pendekatan terhadap pihak, dan
upaya musyawarah mufakat tersebut sering berhasil.

Tindakan ini tidak jarang menempatkan pihak Instansi Pemerintah dalam
hal ini Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi untuk menempatkan dirinya sebagai
mediator dalam penyelesaian sengketa tanah secara kekeluargaan. Untuk itu
diperlukan sikap tidak memihak serta tidak melakukan tekanan-tekanan, akan
tetapi tidak berarti bahwa mediator tersebut harus bersikap pasif. Dengan teori
negosiasi prinsip pihak Kantor Pertanahan Kota harus meningkatkan
komunikasi saling pengertian dan saling toleransi menerima keragaman juga
mengemukakan  beberapa cara penyelesaian, menunjukan kelemahan-
kelemnahan serta kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul, yang dikemukakan
kepada para pihak.”® Musyawarah ini apabila dilakukan, harus pula
memperhatikan tata cara formil seperti surat panggilan dan berita acara.

Di kota Bukittinggi penyelesaian sengketa pendaftaran tanah
berpedoman pada Surat Gubernur KDH Tk.I Sumatera Barat tanggal 1
September 1983 Nomor 593.2/4268/PUM/1983 tentang penyelesaian

permohonan penegasan hak atas tanah adat yang ada gugatan, dan tanggal 20

%% Simon Fisher et al, 2001, Op cit
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Juni 1987 Nomor 593.2/3401/PUM-1987 tentang Petunjuk Penyelesaian
Permohonan Penegasan Hak Milik atas Tanah adat yang ada gugatan, serta
Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sumatera Barat tanggal 31 Juli 1992 Nomor 570/2406/BPN/1992 tentang
Keseragaman Tata Cara Penyelesaian Permohonan Hak Milik Tanah Adat yang
ada gugatan. Di samping itu di dalam Peraturan Daerah Tingkat I Sumatera
Barat (Perda) Nomor 13 tahun 1983 dan Perda No.9 Tahun 2000 tentang
Pemerintahan Nagari yang telah diganti dengan Perda No. 2 Tahun 2007,
dikatakan bahwa Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai
fungsi antara lain, memberi kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap
hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat Nagari guna kepentingan
hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara
perdata adat. Sedangkan tugas dan Kerapatan Adat Nagari antara lain
mengusahakan perdamaian dan memberikan kekuatan hukum terhadap anggota
masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap
sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat.

Penyelesaian sengketa pertanahan dalam kaitannya dengan permohonan
hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi  disamping
diselesaikan melalui jalur yuridis formil, terlebih dahulu diselesaikan dengan
jalan musyawarah mufakat dan dengan memanfaatkan keberadaan lembaga
adat. Setelah gugatan/sanggahan diterima, Kepala Kantor Pertanahan Kota
Bukittinggi melalui Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara melakukan
penelitian bukti-bukti/surat yang diajukan para pihak, melakukan pemeriksaan

lapangan, dan memanggil pihak yang keberatan/penyanggah untuk dimintai
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keterangan alasan-alasan mengajukan keberatannya. Penyelesaian dilaksanakan
dengan musyawarah mufakat. Apabila tidak terdapat perdamaian, maka Kantor
Pertanahan segera menyurati KAN dan melimpahkan masalah itu untuk
diselesaikan secara musyawarah sesuai dengan alur dan patut yang berlaku
menurut hukum adat.

KAN setelah menerima pelimpahan penyelesaian sengketa tersebut,
segera menetapkan hari persidangan adat (sidang majelis KAN) dan sekaligus
memanggil para pihak yang bcrsengkc:ta.99 Dalam acara persidangan adat
tersebut disamping dihadiri oleh unsur-unsur Penghulu Adat ada juga dihadiri
lurah setempat. Kehadiran unsur Penghulu Adat sangat membantu sekali dalam
terwujudnya penyelesaian secara musyawarah.

Kewenangan KAN dalam penyelesaian sengketa pertanahan, lebih lanjut
diatur dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.
SK.189-104-1991, fungsi dan tugas Kerapatan Adat Nagari antara lain adalah
memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang menyangkut sako
dan pusako dengan kegiatan, menyelesaikan perkara perdata adat melalui
musyawarah dan mufakat untuk mewujudkan perdamaian yang dilakukan
secara “bajanjang naik batanggo turun” sepanjang adat yang berlaku dengan
mempedomani silsilah/ranji suku dan kaum yang bersangkutan. Kemudian
membuat Risalah kesimpulan perkara perdata adat, didasarkan atas
musyawarah mufakat dalam sidang Majelis Kerapatan Adat Nagari yang
merupakan “kato putuih” (keputusan) KAN untuk dipedomani oleh pihak yang

berkepentingan. Hasil musyawarah sidang Majelis Kerapatan Adat Nagari

% Hasil Wawancara dengan G.Dt. Rajo Basa Ketua KAN Mandangin tgl.30 Mei 2009..




98

tersebut disampaikan kepada Kantor Pertanahan guna dijadikan dasar untuk
proses selanjutnya.

Penyelesaian sengketa ditingkat Kerapatan Adat Nagari adakalanya
menghasilkan suatu perdamaian. Jika tercapai perdamaian maka penggugat
segera mencabut gugatannya. Tetapi apabila tidak tercapai perdamaian dalam
arti kata para pihak yang bersangkutan tetap pada pendiriannya, maka Kantor
Pertanahan akan berusaha menyelesaikannya dengan berpedoman pada
ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) dan 30 Ayat (1)
huruf ¢ PP No.24 Tahun 1997 Kepala Kantor Pertanahan menyurati pihak yang
merasa keberatan untuk mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri
dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak disampaikan
pemberitahuan  Kepala Kantor Pertanahan. Apabila pihak yang merasa
keberatan tidak mendaftarkan perkaranya di Pengadilan dalam tenggang waktu
tersebut, maka berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) huruf (c) permohonan hak atas
tanah tersebut dilanjutkan prosesnya guna mendapatkan bukti hak atas tanah
(sertipikat).

Ketentuan tersebut di atas dirasakan oleh pihak yang merasa keberatan
maupun sebagian pemuka masyarakat adat merasa tidak puas,'” baik terhadap
prosedur maupun waktu penyelesaian sengketa yang diatur PP No. 24 tahun
1997 dalam pendaftaran tanah adat di Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi.
Karena para pihak yang bersengketa ada yang sekaum, dan sesuku sehingga
dirasakan Kantor Pertanahan seolah-olah menyuruh orang sekaum, sesuku

ataupun antar kaum berpekara di Pengadilan. Berpekara ke Pengadilan antara

190 Hasil wawancara dengan Ninik Mamak/tokoh adat H.T. Dt. Majo Labiah tgl.27 Mei 2009, T. Dt
Rajo Intan tgl 1 Juni 2009, H.D.Dt. Mangkuto Basa tgl.. 10 Juni 2009.
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anak kemenakan sekaum ini dirasakan tidak wajar dan menimbulkan rasa malu
terhadap kaum ataupun suku tersebut dalam masyarakat hukum adat.

Data yang diperoleh berdasarkan wawancara terstruktur maupun tidak
terstruktur kepada 40 informan (subjek penelitian) terdiri dari pihak yang
merasa keberatan sebanyak 20 (dua Puluh) informan, Ketua KAN, Ninik
Mamak/Tokoh Adat 10 (sepuluh) informan dan masyarakat (terdin dan
Pejabat/Pegawai Negeri Sipil , Pegawai PPAT, Mahasiswa, Pelajar sebanyak
10 (sepuluh) informan.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukan sebelumnya, maka
hasil penelitian akan dikemukan berdasarkan permasalahan yang telah
disebutkan pada Bab I yaitu bagaimana proses penyelesaian sengketa yang
muncul dalam pendaftaran tanah adat berdasarkan PP No.24 Tahun 1997 di
Bukittinggi dan apakah hambatan/kendalanya. Dari wawancara dan pertanyaan
yang ditujukan kepada pihak-pihak yang merasa ketidakpuasannya, terhadap
proses dan jangka waktu penyelesaian sengketa yang muncul dalam
pendaftaran tanah adat berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 di Bukittinggi.
Yakni dari pihak yang merasa keberatan SWD‘J_)S}-ES)
informan, kepada Ketua KAN, Ninik mamak/tokoh adat sebanyak 8 (delapan)
informan dan kepada masyarakat sebanyak 6 (enam) informan.

Hendaknya pihak terkait harus dapat memahami tentang ketentuan-
ketentuan adat Minangkabau yang masih berlaku mengatur masyarakat hukum
adatnya. Instansi dan lembaga terkait perlu secara profesional, dalam
menangani masalah yang berhubungan dengan tanah /harta kaum/ulayat ini

perlu memperhatikan ketentuan adat yang berlaku dan kalau sampai tidak
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memperhatikan ketentuan hukum adat ini akan teidapat karuah tidak akan

dapat di pajanih, kusuit tidak akan dapek disalasaian (keruh tidak dapat di

jernihkan, kusut tidak dapat diselesaikan). Akibatnya anggota masyarakat akan

selalu tidak tenang. Apalagi kalau  pihak yang keberatan dianjurkan
memasukan keberatannya ke pengadilan, karena putusan pengadilan harus ada
hitam atau putih ada pihak yang menang dan pihak yang kalah.'"”’ Penyelesaian
sengketa tanah adat sebaiknya ibarat mencabuir rambuit dalam tapuang,
rambuit indak putuil tapung indak taserah (mencabut rambut dalam tepung,
rambut tidak putus fepung tidak terserak) dengan putusan tidak hitam maupun
putih tetapi abu-abu, maksudnya penyelesaian sengketa tanah adat diselesaikan
secara musyawarah mufakat dan pihak-pihak tidak ada vang merasa dirugikan.
Penyelesaian sengketa tanah adat biasanya di lakukan dengan cara
musyawarah dan mufakat yang merupakan asas dalam pergaulan
bermasyarakat Minangkabau sebagaimana di kenal dalam fatwa adat
Minangkabau “Bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mupakar™ (Bulat air
karena pembuluh, bulat kata karena mupakat) serta meperhatikan institusi
penyelesaian sengketa adat di Minangkabau yang dimulai dari yang terendah
sampai yang tertinggi yaitu Kerapatan Kaum, Kerapatan Suku dan Kerpatan
Adat  Nagari. Setiap penyeiesaian seketa adat harus mengikuti prinsip
prosudural  “Bajajang naik batanggo turun” (Berjenjang naik bertangga

turun). e

"' Rusdi Zen, KAN, Eksistensi Masyarakat Adat Minangkabau, Koran Singgalang tanggai | Oktober
1991.
"2 Sjofjan Thalib, Loc cit.
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Dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat masyarakat Minangkabau
menetapkan suatu hukum acara perdata adat yakni aturan yang dipakai dalam
proses peradilan adat untuk mempertahankan dan melaksanakan adat yang
berlaku. Penyelesaian sengketa tanah ini berlaku suatu prosedur yang harus
dilalui oleh pihak yang bersengketa. Apabila sengketa terjadi di dalam kaum
terlebih dahulu harus diselesaikan dalam kaum, yang biasanya diselesaikan
oleh Mamak Kepala Waris dan apabila perkara tersebut tidak dapat
diselesaikan dalam kaum. Langkah selajutnya diselesaikan ketingkat suku,
disini akan dilakukan oleh pengulu suku, dan apabila masih belum diselesaikan
maka selanjutnya diajukan ke Kerapatan Adat Nagari. Di Kenagarian Guguk
Panjang apabila sengketa antar kaum, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan
oleh *Penghulu Nan Ampek” (Penghulu yang Empat) dan jika tidak mampu
diselesaikan oleh penghulu nan ampek maka penyelesaiannya dilaksanakan
oleh Kerapatan Adat Nagari.

Kota Bukittinggi walaupun terletak pada posisi silang di antara
beberapa Propinsi dan Kabupaten Kota, kehidupan masyarakatnya masih
bernuansa pedesaan sehingga hukum adat tentang tanah masih cukup kuat
dianut oleh masyarakat. Sengketa tanah yang terjadi baik antara anggota kaum
maupun antar kaum dengan kaum yang penyelesaian sengketanya berdasarkan
PP No. 24 Tahun 1997 dirasakan tidak memuaskan para pihak khususnya pihak
yang merasa keberatan, yang diajurkan penyelesaiannya melalui Pengadilan,
karena dari pada berpekara di pengadilan yang nantinya menimbulkan rasa
kurang wajar di lingkungan masyarakat yang masih kuat adat istidatnya karena

berpekara sekaum takut dikatakan tidak punya raso jo pariso (tidak punya
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perasaan), sehingga yang bersangkutan dengan sangat terpaksa merelakan
haknya hilang.

Tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) huruf ¢ PP No.24
Tahun 1997, dengan memberi waktu 90 (sembilan puluh) hari kepada pihak
yang merasa keberatan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila tidak
ada perdamaian, ini membuat masyarakat merasa dipaksa untuk berpekara di
pengadilan apabila dalam suatu sengketa tanah adat penyelesaiannya tidak
ditemukan perdamaian, karena dalam penyelesaian sengketa tanah adat juga
harus sesuai ketentuan-ketentuan adat Minangkabau yang masih berlaku
mengatur masyarakat hukum adat.

Hal ini dapat dilihat dari data Kantor Pertanahan Kota Bukitinggi dari
tahun 2005 sampai dengan tahun 2008, sengketa yang masuk ke Kantor
Pertanahan Kota Bukittinggi dengan perkara yang masuk ke Pengadilan setiap
tahun perbandingannya turun naik, seperti dalam tabel berikut ini :

Tabel 4, Sengketa dan Perkara Tanah adat ke Pengadilan di Kota Bukitinggi dari tahun 2005
s/d 2008

BENTUK PERMASALAHAN 2005 | 2006 | 2007 | 2008 Ket

Sengketa 4 5 11 1
Perkara 6 9 7 1
Jumlah 10 14 18 8

Sumber : Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tahun 2008

Ini menunjukan bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan PP No. 24 Tahun
1997 ada yang tidak ditindak lanjuti para pihak, untuk berpekara ke Pengadilan
disamping alasan-alasan tersebut diatas berpekara di pengadilan juga

memerlukan biaya, tenaga dan waktu. Dan para pihakpun kebanyakan tidak
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1% Oleh karenanya

membuat perdamaian dalam penyelesaian sengketa.
berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan pihak yang merasa
keberatan merasakan ketidakpuasannya terhadap prosedur dan jangka waktu
dalam penyelesaian sengketa pendaftaran tanah menurut PP No. 24 tahun 1997
di Bukittinggi. Walaupun dengan proses dan jangka waktu yang diatur dalam
PP No. 24 Tahun 1997, yakni jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut
untuk memberikan kepastian hukum tentang kepastian waktu penyelesaian
pendaftaran tanah kepada pihak pemohon. Juga agar tercapainya target
pendaftaran tanah di Indonesia dan khususnya di Kota Bukittingi, namun
apabila isu hukum ini atau rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan ini
dikesampingkan nanti akan menimbulkan konflik besar dalam masyarakat
hukum adat.

Pada saat ini negara memang dijadikan tempat di mana cita-cita
menimbulkan hukum harus diwujudkan. Walaupun demikian, hukum harus
diposisikan tidak sebagai bagian dari negara melainkan tetap sebagai bagian
dari kehidupan manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam pandangan
ini peraturan tidak menjadi hukum secara otomatis walau berasal dari
pemerintah. Hanya peraturan yang adil dapat disebut sebagai hukum. Dengan
demikian, hukum adalah peraturan yang dibentuk sebagai norma untuk
mengatur masyarakat secara adil (oleh instansi yang berwenang). Dalam

kondisi seperti itulah kepastian hukum akan dapat dicapai. Menurut Ismail, '*

193 1 aporan Tahunan Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi tahun 2007.

194 Nurhasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik Perubahan
Pilihan kepentingan, Nilai Sosial dan kelompok yang diuntungkan, Huma, Jakarta dan Magister
UGM, Yogyakarta, him. 23-24.
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kepastian hukum dapat dicapai tidak saja dalam hukum perundang-undangan

tetapi juga dapat diciptakan oleh hukum kebiasaan dalam kelompok tradisional.

4. Kendala Pelaksanaan Penyelesaian sengketa Tanah adat berdasarkan PP

No. 24 Tahun 1997 di Kota Bukittinggi

Hasil penelitian penulis dilapangan kendala-kendala terjadi dalam
pelaksanaan penyelesaian sengketa tanah adat adalah :

1. Dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat atau tanah pusako dalam
masyarakat Bukittinggi ditetapkan suatu hukum acara perdata adat yakni
aturan yang dipakai dalam proses peradilan adat untuk mempertahankan
dan melaksanakan adat yang berlaku dengan menerapkan asas "Bulek aia
dek pambuluah, bulek kato dek mupakat” (Bulat air karena pembuluh, bulat
kata karena mupakat) dan “Bajajang naik batanggo turun”. Penyelesaian
sengketa, apabila sengketa terjadi didalam kaum terlebih dahulu harus
diselesaikan dalam kaum, yang biasanya diselesaikan oleh Mamak Kepala
Waris dengan seluruh anak kemenakannya, kendalanya adalah
mengumpulkan seluruh anak kemanakan dalam kaum. Karena ada anak
kamanakan yang dirantau sehingga memerlukan waktu yang lama, apalagi
tidak tercapai kesepakatan dalam kaum tentunya harus dilanjutkan ke
tingkat suku dan KAN. Untuk melaksanakan musyawarah mufakat yang
bisa diterima semua pihak tentu memerlukan waktu yang lama'®”.

2. Apabila sengketa antar kaum, maka penyelesaiannya akan dilaksanakan

oleh ”Penghulu Nan Ampek” (Penghulu yang Empat) dan jika tidak mampu

195 Hasil wawancara penulis dengan Hasan Basri Dt.Rky. Mudo tgl.20 Juni 2009, Hj.Musnimar tgl. 28
Mei 2009 dan pihak-pihak yang merasa keberatan lainnya yang kebertan namanya dicatumkan.
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diselesaikan oleh penghulu nam ampek maka penyelesaiannya dilaksanakan
oleh Kerapatan Adat Nagari, dalam menetapkan hari sidang dan
mengumpulkan penghulu Nan Ampek ini tentu memerlukan waktu dan
biaya untuk pelaksanaan sidang. Terkandang pihak yang merasa keberatan
tidak punya biaya untuk melaksanakan persidangan adat tersebut. e
3. Dalam proses penyelesaian sengketa ke pengadilan yang berpedoman pada
ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan pasal 27 ayat (3) dan 30 ayat
(1) huruf ¢ PP No.24 Tahun 1997, bagi pihak yang merasa keberatan untuk
mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 90
(sembilan puluh) hari terhitung sejak disampaikan pemberitahuan Kepala
Kantor Pertanahan, juga terkendala masalah biaya disamping biaya
pendaftaran perkara dipengadilan, bagi mereka yang buta terhadap beracara
dipengadilan, mereka harus mencari pengacara untuk mendapinginya di
pengadilan yang juga membutuhkan biaya besar. "0
Untuk melaksanakan musyawarah mufakat yang bisa diterima semua pihak-
pihak dalam jangka waktu tidak terlalu lama, sesuai waktu yang ditentukan
oleh PP No.24 tahun 1997, maka penyelesaian sengketa yang terjadi dalam
kaum, yang ada anak kemanakan (anggota kaum) yang berada dirantau supaya
tidak memerlukan waktu yang lama, pihak yang berkeberatan harus aktif
menghubungi anggota kaum tersebut. Apalagi tidak tercapai kesepakatan dalam
kaum tentunya harus dilanjutkan ke suku dan KAN. Dan Kantor Pertanahan

dalam hal seperti ini harusnya tidaklah kaku melaksanakan aturan khususnya

1% Hasil wawancara penulis dengan H.T Dt Majo Labiah tgl 27 Mei2009, H.Z Dt. Tumanggung tgl.22
Juni 2009 dan pihak-pihak yang merasa keberatan lainnya yang kebertan namanya dicatumkan
17 Hasil wawancara penulis dengan Hasan Basri Dt Rky. Mudo tgl. 20 Juni 2009, Hj Musnimar tgl. 28
Mei 2009 dan pihak-pihak yang merasa keberatan lainnya yang kebertan namanya dicatumkan
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jangka waktu yang diberikan dalam penyelesaian sengketa pendaftaran tanah
adat.

Dalam penyelesaian sengketa antar kaum, penyelesaiannya akan
dilaksanakan oleh penghulu nan empat, untuk menetapkan hari sidang dan
mengumpulkan penghulu nan Ampek tersebut, agar bisa dilaksanakan dengan
waktu yang tidak begitu lama dan biaya murah. Pihak yang merasa keberatan
harus aktif menghubungi ninik mamak maupun penghulu nan ampek, yang
memberikan pengertian dan mengingatkan ninik mamak terhadap anak surang
kemenakan satu, tibo di nan dangkek basitingkek, tibo nan dalam basikalam
bahwa penyelesaian sengketa tanah adat ini adalah tanggung jawab ninik
mamak juga penghulu nan ampek. walaupun anak kamanakan punya biaya atau
tidak, untuk melaksanakan persidangan adat tersebut bukan alasan bagi ninik
mamak untuk tidak menyelesaikan sengketa, agar tidak terjadinya konflik yang
lebih besar baik dalam kaum maupun antar kaum dan suku dalam pergaulan
masyarakat hukum adat

Terhadap pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari, bagi pihak yang merasa keberatan harus
berusaha menyelesaikan sengketa tersebut dengan upaya damai kembali baik
langsung atau dengan menggunakan pihak ketiga, seperti ninik mamak
maupun pihak Kantor Pertanahan. Juga mohon penangguhan batas waktu ke
Kantor Pertanahan dengan alasan yang dapat diterima, bahwa penyelesaian

sengketa sedang dilaksanakan dalam kaum, suku ataupun KAN.




BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyelesaian sengketa tanah adat diselesaikan secara mmsyawarah dan mufakat
oleh Kantor Pertanahan, apabila tidak tercapai perdamaian, maka
penyelesaiannya dilimpahkan kepada KAN, Apabila sengketa dimaksud
tidak tercapai perdamaian., berdasarkan Pasal 27 ayat (3) dan 30 ayat (1)
huruf ¢ PP No.24 Tahun 1997 oleh Kepala Kantor Perianahan, kepéda
penggugat disarankan untuk mengajukan gugatannya ke Pengadilan dalam
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari. Apabila tidak mendaftarkan
perkaranya di Pengadiian, permohonan hak atas tanah tersebut dilanjutkan
prosesnya guna mendapatkan bukti hak atas tanah (sertipikat).
Ketentuan ini dirasakan oleh pihak yang merasa keberatan maupun sebagian
pemuka/masyarakat adat merasa tidak puas terhadap prosedur maupun waktu
penyelesaian sengketa yang diatur PP No. 24 tahun 1997. Penyelesaian
sengketa pendaftaran tanah adat disamping diselesaikan melalui jalur yuridis
formil, juga diselesaikan dengan jalan pendekatan adat/kemasyarakatan
dengan memanfaatkan keberadaan ninik mamak/ lembaga adat.

2. Kendala dalam penyelesaian sengketa tanah adat adalah mengumpulkan
seluruh anak kemanakan dalam kaum untuk bermusyawarah. Karena ada
anak kamanakan yang dirantau sehingga memerlukan waktu yang lama,

apalagi tidak tercapai kescpakatan dalam kaum tentunya harus dilanjutkan ke
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tingkat suku dan KAN. Untuk melaksanakan musyawarah mufakat yang bisa
diterima semua pihak yang berkepentingan (anak kemenakan dalam kaum)
tentunya dengan memerlukan waktu yang lama, dan juga terkendala masalah
biaya, baik itu biaya dalam sidang adat dan uang transport ninik mamak juga
biaya pendaftaran perkara dipengadilan, bagi mereka yang buta terhadap
beracara dipengadilan, mereka harus mencari pengacara untuk

mendampinginya di pengadilan .

B. SARAN

1.

Hendaknya Pemerintah (khususnya di lingkungan Kantor Wilayah BPN
Propinsi Sumatera Barat) dalam penyelesaian sengketa tanah adat tidak kaku
terhadap aturan yang ada yakni terhadap proses dan tenggang waktu yang
telah diatur dalam PP No.24 Tahun 1997. Maka agar ketentuan yang bersifat
nasional tidak diartikan sebagai upaya menghilangkan dan menghapuskan
nilai-nilai keanckaragaman budaya dan masyarakat hukum adat, jika perlu
ketentuan nasional disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan hukum yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat hukum adat.

2. Hendaknya pemerintah mengakomodasi norma hukum adat dalam PP No.24

3.

Tahun 1997 yakni apabila proses penyelesaian sengketa dalam penyelesaian
lembaga adat yang mengunakan hukum adat, pihak Kantor Pertanahan juga
tidak akan memproses pendaftarannya. Sampai ada penyelesaian damai
secara musyawarah mufakat.

Secara metodelogis, penelitian ini masih terbatas. Oleh karena itu hendaknya

penelitian ini perlu ditindaklanjuti oleh peneliti berikutnya dengan mendalam
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tentang Penyelesaian sengketa pendaftaran tanah adat ini. Supaya tersajikan

semakin komprehensif.
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Lampiren 1

DEPARTEMEN D.AI.M NEGERI
DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA
DIREKTORﬁT.AGRLkIh PRO¥F, SUMATERA BARST
=PADANG = Telp.: 21076

P-d g, 26, Agustus 1983,
..Z:pirr.n: -~ ) Kenada:
-?m,;]. : Tertib prosedure renyelesaian Yth,Sdr. BUPATI / WALIKOTAMADYA
rermohonan renegasan hak atas = KEPALA DAERAH TK, T
tanah yang berassl dari ta.ah ’ d
3] adat.-

Ups Xeprl. Kuntor Agraria
S¢-~

SUMATERA BARAT, -

- Menun juk Surat Edarca kami
13/PH/72, tentang pengumum - n rr:mohor,
dari tanah adnt, maka delawm r: gka menegak:in C: tur Tertib Pertanahan khu- .
susnya di dalam penyelesain re mohonan hzk tis t i h y:ng berasal dari

tanah adat rerl u ditegaskea ke wali ~angkch 1 agk h viig harus difluti se
bagal berikut : - -

tanggul 11 Septerher 1972 No,.DA=-300/
an rmeneg.s i huk milik vang berascl

-

1. 'Setian renyeleszian rermohor.n peregasun h.k -t s t u:h Yang beras:l d.

ri tanah adat harus melslui. ‘sta cara sererti dim ksud didalam Peratur—
an Menteri Dalam Negeri MNomc. 5 tahun 197

3 jo Pdr.turin Menteri-Dalam Rer7
Neg.e% Nomor 2 .tahtin 1962, - ' i
DAV A RAR, A . .

2. Bahan? pembuktian remililan/renguasazn st.s &

i+ h berupa :
/\ a.) Surat pemyataan remilikan tansh deri ying bers:ngkutan yang dikuat-
— kat oleh Camat. 3

@) Surat keterangan Kenala“Desa/Kelur:hin vy. g dikuctkzn oleh Camzt.

@ Surat bukti2 lainnya sererti jual bel

AP
Ly I buh ying ada sebelumvlic,10/
1961 dan sebagainya semuanya dikuatks:

N oich Com:%,
de Untuk t anzh kaum perlu ronji keturunen ko

«un ¥ ng bersangkutan dibuit )
oleh Mamak Kerala Waris disyahk

an oleh Penghulu suku yang bersangkut
an dan Pejabat Pemertnich setgnpat din sur t meraystaan pemiliken toe
nahnya har us mencantumk- Qgma-namz: zaggot. kium Y2ng berhak yang su
dah®dewesa (17 tehun keatas) mad: waktu suw % remyataan ini dibuct,
% e e e 4 e e ——————
Surat pemyataan dan suret keterangan terscbut n-d. . drn b yang asli’
disimrman di Kantor Agraria setemrit untuk dis- Hik. o dengan warkah +tzn:h
nya, sedengken dunmlikatnya ( bukan  fots cowi ~tu s.linan ) dikirim sc-
bagai lamnmirsn rermohonin yang bersengkuti:. ; £

Bukti2 tersebut nmadz o

d:n b harus ditolit’ :nokzh sudah
hak menanda tangani sur. t

semug pi.
memyataan tersebut y Lt s

(&5 Yang membuat mernyztsan ‘
&> Para, ahli waris . ®
€~ Mamzk Kepala Waris/Kenul: Suku ' ’
@ Senadan . .

g Diketshyi Pemerintah seteusat Lurah/Kew. 1" Des-

_ d n Camat
KAN dan lain2 senanjang U rorlukan, -
FEN
g/ 3.,/Bahan bahan bukti tersebut pada argka 2 diyaogne s sebagal bahen untuk
N\’ n emeriksasn tansh olenh Danitia A, : .

4. )I:Iasil pémeriksaan oleh Pznitiu A harus diumuml- n mel;.lui Pengumuman diten
pat temrut yang telah ditentukan imalalai ch.-.l?:.& depertd tersebut dibewrh
ini : - - &

as Oleh Coamat Kenala Wily yah Kecomaton setomn & dinipan rengumumsn sel -
ma 2 bulan. “ - &

@ Oleh Kemala Desa setemas™ dipa~cn réngumunli selimi, 2 bulan,

. (c» Oleh Pengurus Mesjid di mara tanah terletik diumu m kan selamy 3 x si-
dang Jum'at bertusut i

5



¥ s -2 -

= o Setelah tenggang waktu tersebut lewat, maka Fej.b.t terscbut pads a dan b
- menyamnraikon hasil Pengumuman disertai keterang.ii ~d- -t-u tidaknya pihak
rlhak yang berkeberatan atas Pelgum man tersebut ken>ds Kontor Agrariz
Kubumaten/Kotamadya yang bersangkutan, -* *

5. Setelah semua bahan2 untux rényelesalsn nermohon it lengk:p dan tidak ada
gugatan dari nihak lain setelah tenggang wektu lempzu, moka berkas rermo-
honan diteruskan oleh Kantor Agrarla Kabumaten/Kot.m: dyr: Yang bersangkut-
21 ke Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Barct untuk diselesalkan lebih

6+ Selanjutnya diberi tahukan kepads Saudara, agar d..1:m setap pengeluaran
sertifikat atss nama kaum » harus dicatat secaps lengkip nama Mamak, Keprala
warls don anggota Kaumnya seperti, diuraikan dol.m sur -t keputiasan penega-
san hak atas tanahnya. Jika ruangan untuk mencet.t Hd.g cukup supaya di

nergunakan lembarzn tambahan ( Suplement ) untuk menc:t.t nama nama anggo
ta kaum tersebut,

Demikianlah agar Saudara-szudara menjudi m klum d.n dilaksanaken
sebogaimana mestinya,

BNUR KEPALA DAERAH TINGKAT T
Uy SUMATER!, BARAT
. _KEPALANDIREKTORAT AGRARTA

An (GUBE,

T ey

. | oAy g
SN disampaikan dengan hormat kepsta—v—
A~k Direktur Jenderal Agraria di Jakarta o
@k Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Bur:.t di D d g
ok Pembantu Gubemur Wilayah I 41 Bukittinggi

“Axk Pembantu Gubemur.wuayah IT di Fidang

‘4xk Pegbantu Gubernur Wilayzh ITII di Solok

-ti/Wal:Lkotamadya Kepals Deerah Tingkat IT Se Suma ter: Borigt
“§<t Kerala Wilayah Kecamatan Seluru h Sumatera Bur +

“3uz LKAAM Propinsi Sumatery Barat di Padang

“la Desa/Lurah Seluruh Sumatera Barat

NIF,010024460,
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Lampiran 3

N

o R n 3
N BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
™ ‘:‘; KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA BARAT
(A - )4/:/ Jalan Kartini No. 22 Padang 25112 Tolepon, (0751) 26279 - 281130
\...J_“!Fﬁ Fac. (0751) 28279
Padang, 31 Desembar 1997
Kepada
Nomer : 610.1/1771/BPN-1997 Yth. Sdr. Kepala Kantor Pertanstiin
Lampirar - 1 (satu) lembar. Kabupaten / Kotamadyso
Perihal : Pelaksanaan Peraturan
Menteri MNegara Agraria se- Sumatera Barat
/ Kepala Badan Perta-
nahan Masional MNo. 3
tahun 1997.
PT. 4 ~psabestpa]
i ke _] “ '.:"
3 L 50 SURAT_£DARAN
L

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berlakunya PP.MNo.2?4 tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Megaia
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Ho.3 tansun i597
Lentany ketentuan pelaksanaan PP.No.24 tahun 1997 tersebut,
pada tanggal 8 Oktober 1997, untuk pelaksanaan di kantor
saudara perlu dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

t. Mulai tanggal 1 Januari tahun 1998 proses hak aton
tanah socuara sporadik agar saudara lTaksanakan sesnuni
dengan PP No.24 tahun 1937 dan Peraturan Menteri Negarn
Agraivia/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahi .~
1997 .

2. Bukti kepemilikan / penguasaan tanah sebagaimana yaig
diatur dalam pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri Neyara
Agraria /KBPN No.3 tahun 1997 tidak ada, maka alat bulc: i
panguasaan  Lersebut dapat mempergunakan sebagaimana
contoh terlampir.

Bantuk dJdan contoh surat pernyataan penguaansy, Tinik
bidang tanah 1ini nagar segera saudara sebar lucsotan ko
bDesa / Kelurahen pada wilayah kerja saudar- "Ry ing-
masing.

3. Suksi sobanyak 2 (dua) orang yang membenarkun L vEN
dinyatakan olah pemohon dalam surat pouiiyataan
ronguasaan  fisik bidang tanah, agar saudara . <omen|
pasal 76 ayat (3) huruf b Paraturan Menteri HNegara
Agraria / KBPN No.3 tahun 1997.

4. Penyslesaian gugatan sebagaimana yang diatur pada pasal
30 ayat (1) huruf ¢ PP.No.24 tahun 1397 dalam waktu 30
(sembilan puluh) hari dihitung sejnk disampaikannys
pembaritohuan tersebut, pada tahap pertama masih tatap
menggunakan petunjuk edaran Gubernur Kepala daerah TK.I
Sumatera Rarat tanggal 1 September 1943 No.593.2/
4266/PUM-1983 dan Surat Edaran Kepa'a Kantor wilayal:
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Baral
tanggal 31 Juli 1992 110.570/2406/BPN/1992 yang waktun/a
disesuaikan  dengan  ketentuan peraturan diatas dan
dibuatkan berita acara penyelesalannya.



5. Terhadap proses yang sedang berlangsung pada Kantor
saudara, permohonan penegasan / pengakuan hak yang belum
dikirim ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasionai
Propinsi Sumatera Barat dapat diproses sebagai berikut -

a. Proses penomoran Surat Ukur / Gambar Situasi sampai
tanggal 31 Desember 1997 tetap mempergunakan sistim
penomoran lama (yang sedang ber]angsung), sedangkan
satelah 31 Desember 1997, permohonan dan proses
harus sesuai dengan pasal 156, 157 dan 158 Peraturan

. Menteri Negara Agraria / KBPN No.3 tahun 1997,

b. Terhadap pPermohonan pengakuan hak yang sedang
diumumkan yang berakhir sebelum dan sampai 31
Dosember 1997, proses pengakuan haknya tetap dikirim
ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Sumatera Barat.

C. Bagi permohonan yang sedang diproses dimana waktuy
pengumumannya habis setelah tanggal 31 Desember 1987,
pProsesnya disesuaikan dengan Peraturan Menteri Negara
Agraria /KBPN No.3 tahun 1997 dan memasukkan hasil
penelitian kedalam daftar isian 201.

6. Untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut: diatas perilu
saudara mempersiapkan -

. Porconil teknie pelaksana yang tidak menyimpang dar i
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Hasional No.8 tahun
1993 tentang uraian tugas sub bagian dan seksi pada
Rantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi,
tlan uraian tugas sub baginn, seksi dan urucan serta
sub  saksi pada Kantor Partanahan di Kabupaten /
Kotamadya,

b. Sambi} manunggu  ketentuan lebih lanjut  untuk
pangadaan blanko dan daftar isian yang sesuai dengan
Paraturan Menteri Negara Agraria /kBpN No.3 tahun
1997, untuk nomentara-pengadaannya diserahkan kepadn
Kantor Partanahan Kabupaten/ Kotamadya maeing—maaing.

Domikian untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

i KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI SUMATERA BARAT

AR X

(SYOFY, N JALALUDDIN, sH)

Caprattlt

NIP. 010028698

Tembusan disamplkan kepada Yth

Bapak Gubarnur Kepale Daersh TE. 1 Propinsi Sumatera Barat di Padang.,
Bapak Pembantu Cubernur Wilayah I, IT dan III.

Sdr. Bupati / Wallkotamadya Kepala Daerah Tk.IT se-Sumaters Barat,
Sdr.  Pengur.is 1KkAMM Propinsi Sumatera Rarat d1 Padang.

. Partinggal.

O bW N
. .
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Yang bectandn tangan dibawah g
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“Alnmat :....................................................................
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BRAat ini saya kuasai Becara tecus menerus

tidnk dijadikan/menjadi Jaminan sesuatu hutang dan
Lidak dalam seonpketa. '
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bemikian xurat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung  javah, dan bersedin mengangkn
sumpah =i la diperiuban, Apabila ternyvata pernyatann ini tidak benar. snya bersedia pula Jdituntut

dihivdavpan pihak yanz berwennny, -

Sabsc=sihni

Gy
AR RS AR e v w S e v aie FO% e

R A P o A | R S P R | Yong monhun nernvatann,

dengetanhur

Fopala Desa/be lurahan,

R RN N




Lampiran 4

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH PROPINSI SUMATERA BARAT
JL. R. A. KARTINI No. 22 -

PADANG

‘Telp. Kep. 28279 TU. 2818

Lar s —

Nomor
Lampiran :
Perihal

63036/ BPN-99-

4 (empal) excmplar
Pelaksanaan PP Nomor
24 T'ahun 1997

Padang,2/ Juli 1999

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kolamadya

se- Sumatera Barat

Schubungan , dengan surat Menteri Negara Agraria /. Kcepala
Badan Pertanahan Nasionai Nomor 600-2287-D.1V lang fal 2 Juli l()(.lﬁ'"
yang ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah BadainPeriniahan
Nasional Propinsi Sumatera Barat (lampiran 1), peribal Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaltaran T nah,
dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut

. Sural Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

lersebut diatas adalah sebagai tanggapan dari surat Badan Kerjasama
Kerapatan Adat Nagari (KAN) se-Kotamadya Padang tertanggal 20
April 1999 Nomor 06/BKS/KAN-PDG/IV/99 yang ditujukan kepad:a
Gubernur Kepala Dacrah Tingkat [ Propinsi Sumatera Barat din
tembusannya antara lain ditujukan kepada Menteri Negara Agravia/
Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pelaksanaan PP No.
24/1997 (entang Pendaftaran Tanah.

. Surat Badan Kerjasama Kerapatan Adat Nagari se-Kotamadya Padang

tersebut pada butir 1 diatas adalah tanggapan terhadap Surat LEdaran
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Sumaltera Barat tanggal 31 Desember 1997 Nomor 610.1/1771/BPN-
1997 yang ditujukan kepada para Kepala Kantor Pertanahan sc-
Propinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri
Negara Agraria/lKepala Badan Pertanahan Nasional No. 3/1997. Padx
sural  tersebut  dilampirkan  contoh  blanko Surat  Pernyataan
Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) sesuai dengan lampiran
14 Peraturan Menteri Negara Agraria/KKepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 3 Tahun 1997.

Isi surat Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional

Nomor 600-2287-D.1V l:mgg,n\'t'.’l'.ltiﬁi J.?.f)-.‘h)}anlara lain adalah :

3.1 Persetujuan terhadap conloh [ormulir  Surat  Pernyataan
Penguasaan [Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang merupakan
lampiran surat Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Sumatera

CBIAN TATA UG oA

L e —

B o+ M TSl 287 T T
P e USKAN TBL 28 -2 20

L 1 e

v “ADA ....._.’.“':.._L:__..._.._.{




¥

4,

Barat Nomor 610 1/1771/BPN-1997 tanggal 31 Desember 1997
tentang Pelaksanaan Peraturan Meniteri Negara Agraria/Kepala
Badan Pertanahan  Nasional Nomor 3 /1997 dan  hanya
diperuntukkan bagi tanah-tanah perorangan dengan
penyempurnaan --penyempurnaan.

3.2 Untuk tanah milik kaum (milik bersama) perlu  dibuatkan
formuliv Surat Pernyataan  Penguasaan Fisik Bidang  Tanah
(sporadik) tersendiri.

Sesuai dengan  reckomendasi hasil - rumusan seminar - (entang
Pelaksanaan Pendaltaran Tanah  menurut Peraturan Pemerintah No.
24 (ahun 1997 di Batusangkar pada tanggal 22 Maret 1999 yang
tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalu
Gubernur Kepala Dacrah Tk, 1 Propinsi Sumaltera Barat yang salah
satu lembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat  melalui surat Bupati
Kepala Dacrah 'l‘inglmlj,’l'mmh Datar tanggal 21 April 1999 Nomor
SO3/41 1/ Tapum/1999,  untuk  Propinsi  Sumatera  Barat  yang
berdasarkan adat Minangkabau disarankan dalam  proses serlifikasi
tanah ulayat minimal harus diketahui dan disetujui oleh_Nintk Mamak
/ Kepala Waris / Kepala Kaum dan Penghulu Sukicyang bersangkutan
cmlr‘tfw dengan alat bukti lamnya ber erupa_ta |nn||/sllmlah kaum
sd\umng, l\umn;;,ny,l liga 1,cnu'151 kc, atas. o

athale Lol e Ll

et W i Lok s
Berdasarkan  hal-hal tersebut  diatas,  maka  untuk  pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaltaran

Tanah disemua Kabupaten/Kotamadya se Propinsi Sumatera Baral

kami berikan petunjuk scbagai berikut

5.1 Untuk pendaftaran tanah hak lama atas nama perorangan vang
bukan merupakan hak ulayat agar mempergunakan formulic
Surat Pernyataan  Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik)
sesuai dengan contoh lampiran 2. ¥
Sural Pernyataan tersebut ditandatangani o|ch pemilik/pemegang
hak atas tanah yang membuat pernyataan, 2 (dua) orang saksi
yang I\cmksmnnyn dapat dipercaya karena [ungsinya scbhagai
orang yang mengelahui penguasaan tanah dimaksud dan atau
penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa/Kehrahan
letak tanah yang bersangkutan diketahui Kepala Desa/ Keluralan
setempal sesuai dengan pasal 76 Peraturan Menlert Ncum
Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nonior 3 Tahun
1997.

5.2 Untuk pendaltaran tanah hak lama yang merupakan hak ulayal
kaum dan didaftarkan atas nama kaum/Mamak  Kepala Waris
mempergunakan formulir Surat Pernyataan Penguasaan FFisik
Bidang Tanah (Sporadik) lampiran 3 yang ditandatangani oleh

Mamak Kepala Waris scbagai Kepala Kaum, disaksikan olch




Laneprizan 4

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

J1. Slsingamangaraja No. 2 Jakarta 12110 Telp. 7393939 (Kotak Pos No. 1403/Jks. Jakarta 12014)

Y

Jakartla, 2 Juni 1999
: 600-2287-D.1V

Nomor Kepada Ylh.
Lampiran : 1 ( Salu) berkas. Sdr. Kepala KKanlor Wilayah
Perihal : Pelaksanaan PP No. 24/1997 . Badan Perlanahan Nasional
lentang Pendaltaran Tanah. Propinsi Sumalera Baral,
di -
Padang.

Sehubungan dengan sural I<etua Kerja Sama Kerapalan Adal Nagari (KAN) se Kolamadya
Padang Momor 063/BKS/KAN-PDG/V/99 tanggal 20 April 1999 perihal tersebul diatas yang
dilujukan kepada Gubernur KDH Propinsi Sumalera Barat dan salah salu lembusannya
disampaikan kepeda kami, dengan ini kami sampaikan kepada Saudara hal-hal unluk menjadi

perhalian sebagal herikut :

1. Kami menyelujui bahwa Conloh Formulir Surat Pernyalaan yang Saudara bual, hanya
diperuntukkan bagi lanah-lanah perorangan dengan penyempurnaan-penyempumaan
sebagaimana sontoh lerlampir, sehingga conloh formulir yang Saudara bual lersebul agar

lidak dipergunakan lagi.

2. Sebagai perlindungan alas keberadaan lanah milik Kaum/Pusako linggl, kami instruksican
kepada Saudara agar memprogramkan pemelaan bidang-bidang tanah milik Kaum/Pusako

linggi ke dalam Pela Pendaftaran.

3. Pemelaan sebigaimana lersebul pada bulir 2 dilaksanakan dengan meng adakan invenlarisasi
pela-pela pendallaran sebagaimana diatur dalam PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 dan
menyelenggarakan pengeplotan balas-balas bidang tanah milik Kaum/Pusako linggi ke dalam

peta Pendaflaran, serla memberikan Nomor |denlilikasi Bidang tanah (NIB). R4

4. Apabila Saudara mengalami kesulilan\da|am melaksanakan hal dialas, kami minta agar

segera melaporkan hal lersebut kepada kami.

Demikian unluk menjadi maklum.

AN. MENTERI NEGARA AGRARIA/
_KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL
7RG 0T/ BIDANG PENGUKURAN

C X.P\ENDAFTARAN TAIAH

A

e )URDINANTO SARAH
““““ =7 NIP, 130 704 107

Tembusan : Kepada Ylh. ‘

1. Bapak Menteri Negara Agraria/Kepala BPN (Sebagai Laporan)

2. Sdr. Deputi Bidang Hak-hak Alas Tanah, BPN

3. Sdr. Gubernur KDH Propinsi Sumalera Baral.

4. Sdr. Ketua DPRD Tk. | Gumalera Baral.

c  edr Kenala Kantor Perlanahan Kodya Padang



POKOK PIKIRAN : Surat KAN No. 06/BKS/KAN-PDG/IV/99
Tanggal 20 April 1999

TANAH
DI KOTA PADANG ( SUMATERA BARAT )

A r
Tanah milik perorangan Tanah dengan status milik kaum/

milik bersama (lanah milik kaum/
pusako tinggi) > sebagian besar
di kota Padang/Sumalera Barat.

Y

Dalam pelaksanaan PP. 24/1997, Dalam pelaksanaan PP 24/97, perlu

yang diharapkan oleh KKAN sbb : syaral-syarat lambahan sbb :

1. Tanah ybs jelas-jelas menjadi 1. Sangat diperlukan keterlibatan
milik pribadi dan jelas perun- Mamak kapala waris dan Peng
tukannya. hulu dari masing-masing suku.

2. Saksi-saksi hendaknya berada 2. Dalam hibah, diperlukan Ranji
di 4 penjuru dari obyek/tanah Kaum dengan 4 lingkal ke alas
ybs. - dan kebawah.

3. Dalam hibah tidak diperlukan J. Perlu melibatkan Ninik Mamak/
Ranji Kaum. L Penghulu dan KAN.

Kesimpulan :

1. Formulir Surat Pernvataan yang dibual kanwil Badan Perlanahan Nasional Prop.
Sumatera Barat hanya bisa diperuntukkan bagi tanah milik perorangan dengan
beberapa penyempurnaan di alas.

2. Perlu dibuatkan 2 (dua) jenis formulir : #

a. Untuk tanah milik perorangan ;
b. Tanah milik Kaum ( milik bersama )




SA y
SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH v «

. Pasai 76 ayal (3) Peraluran Menteri Negara Agraria/
F.epala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997

Yang bertanda langan di bawah ini : .
Nama 3 e e e G S e b s e e
Umur

Suku
Pekerjaan
Nomor KTP
Alamat

Dengan ini menyalakan bahwa saya dengan ilikad baik lelah menguasai lelah menguasai sebidang lanah yang
lerletak di :

Jalan o, 1] RT/IRW....... T L L
Kelurahan = | i T . T .. S RN S . A
Kotamadya A
Status Tanah oot . ......... .. s s
Dipergunakan Unluk o4 S UUNBE S EOII, . . oy o oo
Batas-batas tanah )

Sebelah Utara N SO SIS .« ST, . Al . .. -,
Sebelah Selalan . R ..~ s O,
Sebelah Baral i, W e e R b bl
Sebelah Timur TR W RN, b WA oy ek A S £ A
Bidang tanah lersebul pada tahiun 1960 dikuasaioleh ..............cccovvvevvvvviieieieennnnn
dan padatahun ......... dikuasai oleh saya berdasarkan .............cccooeeiiiiiiieiiinininnn

sampai saal ini secara lerus mnerus lidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan lidak dalam sengkela.
Surat Pernyataan ini saya bual dengan sebenarnya dan diperkuat vleh saksl-saksi yang berbatasan :

1.) Sebelah Utara bidang tanzh : /2. )Sebelah Selatan Lidang tanah :
~ Nama ey 3 o Farn

Umur St R o " Umur N eIy s e SRS
Suku e e Suku T —
Pekeraal v mwnnmise Y Pekenaan o
Alamat T — Alamat T —

3. Sebelah Baral bidang lanal : 4. Sebelah Timur hidang tanah :
Nama W T Nama e
Umur s vieis conR R T e s Umur . ........cuccorotl
Suku TR, W . . Suku s . A SR
Pekefagn’ .. Bl B PekCrinanwiis L.\ 0.,
Alamat o PR i— Alamat e RO

Demikianlah Sural Pernyalaan ini saya bual dengan penuh langgung jawab dan bersedia mengangkal sumpah bila
diperlukan. Apabila lernyata Pernyalaan ini lidak benar, saya bersedia pula ditunlut di hadapan yang berwenang. -
Saksi - saksi : .

1 2 3. 4
s aussiinavasspassns s Yilsenumsniemanivsaes | [ Yoo )
Mengelahui

Catalan : Lurah oo
Bila pemilik tanah yang Kecamatan..................... 5
berbalasan lebih dari 4 Kotamadya................cc.e.
orang, agar dibualkan
lembar lambahan yang
lak ferpisahkan.

z . )




Lampiran 5

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR WILAYAH PROVINS| SUMATERA BARAT
Jalan Kartinl No. 22 Padang 25112 Telepon, (0751) 28279 - 28180
Fac. (0751) 26279

T ——————————— p— S
' Padang, 8 Pebruari 2007

mor 500/ 88/ BPN-2007

npiran  : 1 (satu) berkas ' Kepada Yth:

ihal ¢+ Alas Hak untuk keperluan Pengtapan Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/
Hak dan Pendaftaran Tanah Kota

Se¢ — Sumalera Barat

Schubungan dengan beberapa pertanyaan dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tentang
Peluksanaan Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanshan Nasional Propinsi Sumatera
Barat Nomor 630/936/BPN-1999 tanggal 21 Juli 1999 perihal Pelaksanaan Peraturan Menteri
Agruria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pclaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, khususnya tentang bukti
kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (3) Peraturan Menteri
Agruria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Pelaksanaan Peraturan Menteri
Negura Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberiun
dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, maka untuk keperluan penetapan hak
dun pendaflaran tanah, bersama ini kami sampaikan format/formulir alas hak dengan penjelasan
schagai berikut :

A. UMUM

I. Pada umumnya penguasaan/pemilikan tanah di Propinsi Sumatera Barat tanpa alat bukti
lertulis.  Mengingat  kondisi' tersebut  dan  untuk pedoman pengadaan alat  bukti
penguasaan/pemilikan tanah  untuk  keperluan pendaftaran  tanah  dipandang  perlu
menyeragamkan formal/formulir alas hak yang berpedoman kepada ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 “Tahun 1997 tentang Pendaflaran Tanah J-0. Peraturan Menteri Negara
Agrari/Kepala  Budan  Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Kctentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
lentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Huk Pengelolaun.

2. Format alat bukt lainnya masih dapat dipergunakan sepanjang memenubi subtansi yang
ditetapkan olch peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penguasaan fisik bidang tanah harus dengan itikad baik, jelas asal usulnya, tidak
dijudikan/menjadi jaminan hutang dan tidak dalam sengketa serta dibenarkan oleh sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang suksi yang fungsinya scbagai Tetua Adat/Tokoh Masyarakat yang
mengetahui penguasaan tanah tersebut dan bertempat tinggal di daerah tanah serta tiduk
mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kedua buik vertikal maupun horizontal

4. Kebenaran materil dari pernyalaan penguasuan [isik bidang tanah, sepenuhnya menjadi
langgung jawab yang membuat surat pernyatuan dan apabila dikemudian hari terbukti

pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan bersedia dituntut secara perdata maupun
piduna di Lembagu Peradilan,

5. Untuk dacrah yang penguasaan/pemilikan tanahnya bukan berdasarkan Hukum Adat

Minangkabuu, supayu menyesuaikan,
6. Untuk %’* "
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Halaman Dua

0. Untuk scmua sural pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dikuatkan dengan Surat
Keterangan Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah ( Formulir 1),

7. Pewarisan tanah hak milik perorangan anggota kaum dan tanah hak milik kaum sesuai dengan

Hukum Adat Minangkabau (berdasarkan garis keturunan ibu),

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH MILIK KAUM
(FORMULIR A)

I Formulir (A) dimaksudkan untuk keperluan pendaltaran tanah milik kaum.

4o Subjek hak adalah anggota kaum sesuai dengan rany kaum yang dilampirkan.

b Untuk tanah milik kaum maka dibelakang nama dan gelar Mamak Kepala Waris ditambahkan
kalimat.... “Selaku Mamak Kepala Waris”,

4. Formulir (A) ini harus dilengkapi dengan fotokopi ranji kaum yang dilegalisir oleh Kerapatun
Adal Nagari (KAN) / Lembaga Adat Nagari (LAN).

SURAT  PERNYATAAN PENGUASAAN  FISIK  BIDANG TANAH MILIK
PERORANGAN ANGGOTA KAUM (FORMULIR B)

I Formulir (B) dimaksudkan untuk menampung keinginan anggota kaum untuk mendaflarkan
bagian tanah milik kuum menjadi hak miliknya dengan persetujuan anggota kaum sesuai
dengan ranji kaum,

2. Formulir (B) ini dilengkapi dengan pernyataun kesepakatan/persetujuan  kaum yang
dibenarkan oleh Penghulu Suku (Formulir B.1) dun fotokopi ranji kaum yang dilegalisir oleh
Kerapatan Adat Nagari (KAN) / Lembaga Adat Nagari (LAN),

SURAT  PERNYATAAN PENGUASAAN  FISIK  BIDANG TANAH MILIK
PERORANGAN ( FORMULIR C )

I. Formulir (C) dimaksudkan untuk keperluan pendaftaran tanah: milik adat yang diperoleh
berdasarkan jual beli, hibah dan sebagainya tanpa bukti otentik atau tanpa bukti dibawah

langan yang memenuhi syarat, yang perolchannya sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaflaran Tanah.

2. Format/formulir ini tanpa melibatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) / Ninik Mamak karena
bukan harta pusaka tinggi dan dikategorikan sebagai harta pencaharian,

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH NEGARA

(FORMULIR D)

l-‘prmulir (D) ini dimaksudkan untuk keperluan pénclupzm hak dan pendaftaran tanah yang berasal
dari Tanah Negara yang dikuasai olch Perorangan atau Badan Hukum,
F. SURAT %,




"

Halaman Tiga

F. SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN [1ISIK BIDANG TANAH INSTANSI

PEMERINTAH (FORMULIR E)

Formulir (E) ini dimaksudkan untuk keperluan Penctapan Hak dan Pendaftaran Tanah Instansi
Pemerintah, Pemerintah Propinsi/Kabupalcn/Kotu, BUMN / BUMD yang berasal dari Tanah

Negara, tanah hak / tanah Milik Adat yang telah dilepaskan haknya menjadi tanah negara.

Demikian  untuk menjadi pedoman bagi  saudara, dan menyampaikan  kepada  seluruh
Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah diwilyah kerja saudara. Surat Edaran Kepala
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat yang berkaitan dengan alas huk
untuk penetapan hak dan pendaftaran tanah yang ada sclama ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEPALA KANTOR WILAYAII BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI SUMATERA BARAT

o

Drs. 1L AFRIZAL, M.M.
NIP. 010068669

b disampaikan kepada Yih:

Papak Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jukarta (Sebagai Laporan).
Bupak Deputi Bidang Hak Tanah Dan Pendaflaran Tanah Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia di Jukarta,

Bapak Gubernur Propinsi Sumatera Barat dj Padang,

Sudara Bupati/Walikota se-Sumalera Barat,

Rizal/My Work/Edaran Alas Hak



Lampiran : Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi
SUMBAR No. 500/ 88 /BPN-2007

tanggal 8 Pebruari 2007
SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
(Milik Kaum )

ya yang bertanda tangan dibawah ini :
ma :

Kerjuan
. KTP
i T I S
luku Mamak Kepala Waris dalam kaum, scsuai dengan rianji tanggal
sgola Knum :

No. | Nama Umur Pekerjaan Alamat

il.

ngan ini iilcnyulnknn bahwa kami dengan itikad baik lulul;_il_i::nguusui scbidang tanah milik adat yang
letuk di

i B o e A e RUTERWE . . -ovanins |
gueiiendielurahun o ... [N o B
nacencn U Py 4 em T m O
hipnten / Kote o vl NUREEE I | |
i S B S M2/ Ha

gt Tanah ol . R VIR |
lns-batas tanah scbagai berikut :

elah Utara 2

welah Timur
elah Sclalan
wluh Baral

.......................................................................................
.......................................................................................

lang tunah tersebut kami peroleh secara turun temurun dan merupakan tanah milik kaum/pusako tinggi
} sampai saat ini tetap kami kuasai, tidak dijadikun/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam
pketa.
al Pernyataan ini kami buat dengan scbenarnya dan dibenarkan oleh saksi-saksi :

Nama

..................................... 2. .Nama
UM, ¢ e i e ol ... ..
Suku P oaciermennsess S ciiis os TR N | T Y
Sclaku - Tetua Adat/I'okoh Masyarakat Selaku : Telua Adat/Tokoh Masyarakat
oL T o < Alamal

wbilu ternyata pernyataan ini tidak benar Kami bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik
data maupun pidana.
nikian sural pernyataan ini Kami buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat sumpah
diperlukan,

Disetujui Oleh :

Penghulu Suku Yang Menyatakan
Malerai 6000
| ——————— ) MKW
. (O, )
SAKSI - SAKSI
. SRS, ) Bl BTSRRI R necn st )
Mengetahui : Dibenarkan oleh:
Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah Ketua Kerapatan Adat Nagari / Lembaga
.................................... Adat Napar] oo.oiim00000m
T T —— ) T ) %
lan; ‘
Orang yang “membenarkan " (KAN / LAN) dapat disesuaikan untuk Nagari / Desa yang bersangkutan,

Saksi adalah Tetua Adat setempat dan/atau Tokoh Masyarakat yang mengetahui penguasaan tanah tersebut dan bertempat

linggal di duerah tersebut serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sampai derajat kedua baik vertikal
mavupun horizontal,




Lampiran : Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi
SUMBAR No. 500/ 88 /BPN-2007

tangpal 8 Pebruari 2007

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
( Milik Perorangan Anggota Kaum )

Suyi / Kami yang bertunda tangan dibawah ini :
Numu :
Umur :
Suku
Pekerjuan
No. KTP
Alamal

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa Saya / Kami dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah milik adat
yang terletak di

Jalan
Nagari/Desa/Kelurahan
Kecamatan

Kobupaten /Kota | D ... T e X
Scluas § B . RS M2/ 1la

Penggunaan Tanah : '
IButas-batas tanah sebagai berikut
Sebelah Utara !
Scbeluh Timur
Sebelah Selatan
Scbeluh Barat

.......................................................................................

Bidang tanah tersebut merupakan tanah milik kaum sccara turun temurun, yang Saya / Kami perolch
berdusarkan Kesepakatan / Persetujuan Kaum tanggal ................... , yang sampai saat ini tetap Saya/
Kami kuasai, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa.dengan
dibenurkan oleh saksi-saksi :

DR OC— el 2. NI 1 s nenis s sa et i asds 45 s s
UNIE ™ & 9,00 LHIOE 2 vameramimrrs i . e o o
Suku U vemacniiih . FOTEEEEN Suku GRNNSSSSSR R —— .,
Sclaku @ Tetua Adat/T'okoh Masyarakat Scluku @ Tetua Adat/Tokoh Masyarakat
At ¢ e epraven T O T g o R

Apabilu ternyata pernyataan ini tidak benar Saya / Kami bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik
perdala maupun pidana.
Demikiun surat pernyataan ini Saya / Kami buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat
sumpah bila diperlukan,

Disetujui Oleh :

Mamak Kepala Waris Yang Menyatakan
Materai 6000
(eereree e ) Lossonmvommmasrinsresmsniis )
SAKSI - SAKSI
il svssssnsimininiisnomarnnns soumsmees ) 2 (eerrreeeemeeeeeee e )
Mengetahui : Dibenarkan olch :
Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah Kerapatan Adat Nagari / Lembaga
.................................... b1 T ——

. ) [ e ) %
alulun; )

« Porsvtijuan Anggota Kaum dan fotokopi Ranji dilampirkan.

. Orang yang “membenarkan " (KAN / LAN) dan dapat disesuaikan uniuk Nuagari/ Desa yang bersangkutan.

. Suksi adaluh Tetua Adat setempat dan/atau Tokoh Musyarakat yang mengetahui penguasaan tanah fersebut dan bertempat
tinggal di daerah tersebut serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sampai derajat kedua baik vertikal
maupun horizonial.




Lampiran 0 Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi
SUMBAR No. 500/ 88 /BPN-2007

tangpal 8 Pebruari 2007

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN F ISIK BIDANG TANAH
( Milik Perorangan )

Sayu/ Kami yang bertanda tangun dibawah ini :
Numa : !
Umur

Suku

Pekerjuan

No. KTP
Alamat

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

Dengan ini menyatakan bahwa Saya / Kami dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah milik adat
yang terletak di : ]

Julan TR B R T T e el BEARO ... .
Stignel/Dese/Kelurah U g, S L D R e P
ey L. O WM BN A
sab I MR R e §
Scluas S . A— M2/ 1la

Penggunaan Tanah e e et in s Vil v v enres. B

Butas-batas tanah sebagai berikut :
Sebelah Utara :
Sebelah Timur
Sebeluh Sclatan
Scbelub Barat

Bidang tanah tersebut Saya / Kami peroleh dari . scjak tahun .......... melalui cara
............... Teesesual dengan’ ..o yang sampai saat ini tetap Saya / Kami
kuasai, tidak dijadikan/menjudi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa, dengan dibenarkan olch
suksi-suksi ;

T e o S ey
Umur ¢ X U e b L
Suku R e Suku e g SN
Sclaku @ Tetua Adat/T'okoh Masyarakal Scluku @ T'etua AdavTokoh Masyarakat
D TS, W, e, g

Apabilu teryata pernyataan ini tidak bena Saya / Kami bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik
perdata maupun pidana,
Demikian sural pernyataan ini Saya / Kami buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat
sumpah bila diperlukan,

.................. e R T R Ll N e T

Yang menyatakan
Malerai 6000

SAKSI - SAKSI

Mengetahui ;
Wali Nagari/Kepala Desw/Lurah

Catatan

Suksl adalah Tetua Adat setempat dan/atau Tokoh Masyarakat yang mengetahui penguasaan tanah tersebut dan

hertempat tinggal di daerah tersebut serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sampai derajat
kedua baik vertikal maupun horizonial,



Lampiran @ Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi
SUMBAR No. 500/ 88 /BPN-2007

tanggal 8 Pebruari 2007
Formulir B.1

SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN /PERSETUJUAN KAUM

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nui g

Umur
Suku
Pckerjoun
No. K'T'P?
BEEE D copurimn e S R A B R A S AR SRS R
Selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum beserta anggota kaum :

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

No. Nama Umur Kelamin Pekerjaan Alamat

I

Z

3

dst*-
Sesuai dengan Ranji Kaum tanggal ................. scbagaimana terlampir, dengan ini menyatakan bahwa
Funuh Milik adat yang kami peroleh secara turun temurun, terletak di :
Julan v wwinsene e GRS, | Rtsl . . . . e
p R LTI —— 4 T s e S
Recamatan  § 3 seaein. el B EE e ae R
Kubopaien/ Keta | £ icees. ... S I, B
Seluus s . S M2/ 1la

Pengguooan Tanah § & G RS 1. e o B
Butas-batas tanah sebagai berikut :

Sebelah Utara -

Sebelah Timur
Scheluh Selatan
Sebeluh Barat

.......................................................................................
.......................................................................................

i setuju tanah tersebut dibagikan / disertipikatkan atas nauma anggota kaum kami;
Numa
e
Suku
Pckerjuan
No, K'TP
Alamat

......................................................................................................
.......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

Apabila pernyataan kesepakan/persetujuan kaum ini tidak benar, kami juga bersedia dituntut dihadapun
yung berwenang baik perdata maupun pidana,
dJemikian pernyataan kesepakatan/persetujuan kaum ini kami buat dengan penuh tanggung jawab dan
ersedia mengangkat sumpah bila diperlukan.

Kami yang menyatakan,
selaku MKW [P T )
e — anggota sy )
T P anggota T swanwesmsersaamaTa )
Dibenarkan Oleh :
Penghulu Buku. .....ooviivossiviss %
SRS — )

‘ababan.
Irang yanyg “wiembenarkan " (Penghulu Suku) dupat disesuaikan untuk Nagari / Desa / Kelurahan yang bersangkutan,




Lampiran : Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi
SUMBAR No. 500/ 88 /BPN-2007

tanggal 8 Pebruari 2007
SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
( Tanah Negara )

Saya/Kumi yunb bertanda tangan dibawah ini :
Namu :

Umur
Suku
Pekerjaun
No. K'TP
Alamat

......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................

Dengun ini menyatakan bahwa Saya / Kami dengan itikad baik telah menguasai sebidang Tanah Negara
CBBOKUS oosisiniviranrionsBonnnensaresh ) yang terletak di :

Julun U i SR R R Toewnicasvothe vovssisd
Nuguri/Desw/Keluruhan ‘
Kecumatan

Kabupaton / Kotk [ Bliuscs ooseo05009 0 s cansansuiitSREIUNSIESEES S I— , /a0 o5 o o 0o s fhiis
Scluns ¥ 4
Pongpununs Tanuh | SEcac.-. . SR . SO . o) i cattint . . o

Batas-batas tanah sebagal bﬁ.nkui
Scbeluh Utara

Sebeluh Selatan
Sebelah Barat
Sebelah Timur

........................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................

* Buhwa tanah tersebut Saya/ Kami kuasai semenjak tahun ....... melalui cara ganti rugi garapan/
mencruskan penguasaan orang tua/penunjukan pemecrintah*) yang sampai saat ini masih tetap
Says/Kami kuasai.

Bahwa tanah tersebut tidak dijadikan / menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa.

* Bahwa penguasaan tanah tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi

I. Nama : .......0 S 2. NAMI 1 sy s eis sy st e e e
0 O B L T L e e il « ..
BUKU  § reosn e SRR A 1CUL S RSNV . .
Scluku @ Tetua Adat/T'okoh Masyarakat Sclaku @ Tetua Adat/Tokoh Masyarukat
Alamal T i, i U Alamal

.....................................

Apubila ternyata pernyataan ini tidak benar Saya/Kami bersedia dituntut dihadapan yang berwenang baik
perdata maupun pidana.

Demikian surat pernyataan ini Sayd/Kmm buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat
sumpah bila diperlukan.

Yd"b Menyatakan

Malerai 6000

SAKSI-SAKSI

Mengetahui :
Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah

‘) Coret yang tidak perlu
Lampirkan sural-surat dasur penguasaan
2. Saksi adalah Tetua Adat setempat dan/atau Tokoh Masyarakat yang mengetahui penguasaan tanah tersebut

dan bertempat tinggal di daerah tersebut serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pemohon sampai
deraiat kedua baik vertikal maupun horizontal




Lampiran : Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi
SUMBAR No. 500/ 88 /BPN-2007

tanggeal 8 Pebruari 2007

SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH
( Tanah Instansi Pemerintah )

NOIOE . e

Yang bertunda tangan dibawah ini
Nt

Umur

Pekerjuan / Jubutan

Nomor K'T'P?

Alumat

Bertindak Untuk dan Atas Nama

Dengan int menyatakan bahwa Departemen/Badan ..o , Pemerintah Prop/Kab/Kota
..................................... Perum/Perjan/Persero/Perusahaan  Dacrah
dengun itikad baik telah menguasai sebidang Tanah Negara ( Bekas
lerletk di

Jalun B o nseiomisiasiosie o ol R RUPRINE . T s
Nagari/Desw/Kelurahan
Kecamatan
Kubupaten/ Kola | 5 careeess. .. CREEEEEL R e ...
Scluas R O o M2/ 11a

Fonggunuan Tanah | : ... . . il U e — ... ...
Butus-batus tanah scbagai bunkut

Scbeluh Utara
Sebeluh Selatan
Sebeluh Barut
Scbelah Timur

.......................................................................................
.......................................................................................

.......................................................................................

*  Babwa tanah tersebut dikuasai semenjuk tahun ... L TG yang sampai saal
ini masih tetap  dikuasai dan tercatat sebagai Asset Departemen/Badan .......ooeeeeeiiiiiiniiin..,

Pemerintah Prop/Kab/Kota ......ovviviiniiiiiiniiiinn.n, , Perum/Perjan/Persero/Perusahaan Dacrah
............................... .....*) dengan Register Nomor ...............tahun .............
* Bahwa tanah tersebut tidak dijadikan / menjadi jaminan scsuatu hutang dan tidak dalam sengketa.

Apabilu ternyata pernyataan ini tidak benar Kami bersedia dituntut dihadapan yang berwenang menurut
ketentuan peraturan pmmdan;, undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini Kami buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia mengangkat sumpah
bila diperlukan.

Y‘m;, Menyatukan

Materai 6000

Mengetahui :
Wali Nagari/Kepala Desa/lurah

......................................

*) Cloret yang tidak perlu
Lampirkun surat-surat dasar penguasaan




)/ Lampiran : Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi
SUMBAR No. 500/ 88 /BPN-2007

tanggal 8 Pebruari 2007

B

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Kumi yung bertanda tangan di bawah ini :
Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah ... P Kecamatan ..........................

Kabupaten/Kota .....oovveeeoneeve setelah mengadukan  pemeriksaan sctempat dengan teliti,
mukn kami dengan ini menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di :

Jalun L noioc ooty e e T IE / Koo .. i B
Nagarilcsa/Kolurshar © .. TSGR, oo
e T | e W i
Sabupuion /Kot | EREE s S S i
Scluns vk .. S M2/ 1 1a

Penprunnan Tunah

Adaluly benar dimiliki / dikuasai oleh
Numn

Unur

Suku

Pekerjoan

No. K'I'P

Alamat

Sesunidengan Surat - Pernyataan Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah yang bersangkutan tanggal
................................. dengan batas-batas sebagai berikut :

Schelah Utara dengan
Sebelah Timur dengan
Sebelah Selatan dengan
Scbelah Barat dengan

Buhwa tunah tersebut diatas sampai saat ini tetap dikuasai olch yang bersangkutan,
Buhwa terhudap tanah yang dimaksud sepanjang scpengetahuan kami, tidak ada pihak lain yang berhak /

mengunsai kecuali nama tersebut diatas, tidak dalam keadann sengketa atau dipersengketakan oleh pihak
luin,

Demikinn surat keterangan ini kami buat dengan schenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya,

................. R T R R T T o

Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah

.......................................
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GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I -
SUMATERA BARAT ’

Nomor

Perihal

1 593.2/3401/Pun-87,~

Lempiranj

Padang, 20 Juni 1987

Kepada:'-
Petunjuk Penyelesaian Permohonan

Penegasan Hak Milik atas Tapah = 1.Yth.Sdr.fupati/'w‘alikotamadya Kd-h
Adat yang ada gugatan. - 'k.IT se Sumatera Barat,

2.Yth,Sdr.Kepala Kantor Agraria
Kabupaten/Kotamadya se-
Sumatera Barat,-
-Dengan hormat,

tersebut sebagai berikut

1. Khusus untuk Sdr.Bupati/Walikotamadya agar memérintahkan pare Camat .

-Supaya dapat memberikan bimbingan dan pembinzan Kepada Kerapatan Ada
Nagari (RAN) dalam wilayash kerja masing-masing dalam menentukan ALAS
HAK atas tanah-tanah adzt/kaum, hendaknya betul-betul memperhatikan -

ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dilingkungan nagari yang bersan
kutan antarxa lain ;

- Ranji dari suatu keturunan, sungguli~-sungguh diterangkan oleh mamak
kepala waris dari kaum/suku yang bersangkutan, ’

- KAN dalam menghadapi suatu Ranji Yang disodorkan oleh mamak kepala
waris suatu suku kepadanya untuk diketahui; harus betul-betul mene-

1i$1 lagl keterangan kepala waris yang bersangkutan, bukan 2sal me-
nanda tangani saja.

2. Agar dipedoman{ sebalk-baiknya surat Gubernur Kepala Daerah Tk.I Suma
tera Barat Ho.595.2/4268/Pum-1983 tanggal 1 September 1983 perihal ﬁg
nyelesaian Permohonan Hak Milik atas Tanah Adat yang ada Gugatan, .

gaimang mestinya.r
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

e . ‘.1 -~ / y - )

-':- /- LT & i,
Tembusan § . : o (?j{Irm AZWA% ANAS.,
.1thh.Bapak-Menteri‘Dalam,Negeri/ﬁqibirektorat ‘Endé#dl:kg:aria di Jakartza.
2. " Bapak Inspektur Jenderal Departemen Dalam Néegeri di Jakarta,

oo 8dat. Inspektur Wilayah Dzerzh Propinsi Sumatera Barat di Padang,
4oL r 8 1 p. ,- . b N _

o a



Al

OB RN
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Rz

Cisan] . |
R NN DI E N DO N T I N DR T2 ST

VINGRAT 1 SUMATERA BAKATY

\

WL TR AR

penegasin hak ilik o
tinah adat yuny uda o
iatan. - i

atas tansh milik adec
Jukti vang kuat dian m
leswian permchonan o
untuk mendapat igunlsg
ka untuk tercspainy:.

sukun dan t:rtil adma,
Jang barus dipedonuni

penuhi sebapaimana

¢, Jika didalam proses
an penegusan hak at
tanali yang dimohon

ranji yang dizaliken

Sinaannys dilokubhen
pula Kontor A_ru.ia

varui tersebut diate:

2o apabila jalen/useha
Jalan buntu, muka

ap kepada Pejabat ya

Pengadilan yany bes:
. Apabila tengpang wuk
sangkutan dan tidek
Seperii tersevut pad
teruskan dun ke .

P

pyelesaian peruchonan/p

Penyclesuian peruohonsn fth.5dr, 1,Kepala Yirel

iLerkenaar dengon vanyaliny ..

1. Tata corn benyeleawiun permonon:

1972 je Peraturan Henvteri Dalan Hegeri Homopr 4

kup bukti atou wlasan
Julikan masilh mempunyni hubun,

Camat Sctempat, mcka hurus ditempub penyele:

Lembaga Keruputan Adat Hegperi

Lepaude uipcnyauggah/bcnuuugat dipecsilahling mengoajukan guga
ten ke Penpadilan Negeri
nyea den Sipenbdught/Sipunyunggah dalanm tenggang wak

ke Pensadilan dengan memoerlils bk

haiznya dun selanjutnye dapsat diterbitkun sertifiliatnya,

npabila sipenuuugut/punyungguh doput menunjukan tanda buj:ti prendaftaran
erliaruy perdata dari Feapadilan Meieri, make sementar:

—— . T e ey e i v e -

1 e pteniag.

1v83 .

Padang,

Kepada

storat Agraria

PN Propinsi Sumaterae Barat

= .
di _

et Pada n og.

2. zupati/felikotaimaaya Kepal
Dacruh Sec-Sumatera Barat.

Lugalan utas permohivnan pcnuqus&ﬂ/pCuuakuan hi
yang #wad.n ~ihadaug gugatun itu tid - didnsari dengan surs
syaingiang iy tetupi pen rugat vertaksud pepgchenbat penyt
WOLE —lme i atiau sehedar mengadskan telapan terhadap pemoho;
voulericl dinana pogisi pemoiion dalir icadiun terdesui, me
b Lertib dibidung pertanalizg Lerutamn dibidang tertib
s trasi perlonahan perlu iksuni berilzap petunjuii-petunjuk

delane ponyelegeing, masalah térscbut scha ol berikut
o pcneua;:m/pun;ahuun hali utus tanab harus d
dimeksud dalamn Feraturan Mepteri Dalam Hegerd lomor 6 tal
2 tahun LyvYs,

pemerikouan tanul atay Pengumuman tenlang adinys permoho
&5 tanah dipuroleh sanggahan atau gugatan torhadap hak at
tersebul, danjika Penyanggah atau Pengpugat mempunyai cu
scperti untaru lainp sipenguuuat/pcnyancgah dapat menun
an schkaum danp sewaris dengapn tergugot berdasark
oleh Mupall hepula naris, Kepala Suiu, IKAN, Kepala Desu d:
salan secura musyaworsh Jung pelual
claeh nupati/Uulihutnmndyu Kepula Da.pal Pinglhet IT Cq,Ke
habopeton/iotr medye yeng versanghutan dapat nenggunakan
delam membantu terloksoananye pcnyc}csdian musya

13 .
Wugyavurin yung dilekukan ity tidik sertiksil atau menemui
dengsn pesberi tenggaps widita selima saty Lulan lamn.
tu -terscbut harus we nunjule.
hg teraebut pada anghu 2 huhwn'mdsnnlahnyn telah diajukan

an tanda bukti pendafinran porlary Perdate dj
cnghutan,

Lu satu bulun tersebat diatas Cidai. dijenubi olej yang ber
dapst menunjuken tanda buitti pendaiftziog perkuara perdata
Loangiie 2, maki proses penyeles: iun neneses .y ek depat di
pervlion haic ol tupah diberikan Sucat Keputugnn penegusan

)

dilas nroses peradilan pe-
‘acgestn hak ditunda dula,




Demikiunlaii petunjuk - petunjuk dalam penyelcsaian rgemnohon-
an/penegasan hal atas tanah untuk Saudara pepomnni dan dilaksanpa-
kan sebagaimana mestinya.

e mb usan

Menteri Dalam Negeri Cq, Direktorat Jenderul hAgraria di Jakarta
Inscpeolitur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jukarta

Ingpelitorat Wilayah Vuerah Propinsi Sumatera Barat di Pa&unc.

ot -

, . BTN .
[ MiLIK '
| UPT pPERPUS TAKAAN

f UNIVERSITAS ANDALA l

—
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